KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : b74 /KPN.W5-U8/OT1.2/XII/2024
TENTANG

PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG
RI NOMOR : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 TENTANG PEMBAHARUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PADA
PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan
kedisiplinan kerja apparat di Pengadilan Negeri
Sarolangun perlu memberlakukan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dari Dirjen Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 di atas, dipandang
perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun tentang
Pemberlakukan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dari Dirjen Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;

S.Peraturan ...

{_'.:.‘



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-2 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur administrasi Pemerintahan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaharuan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT
KEPUTUSAN DIRJEN BADILUM MAHKAMAH
AGUNG RINOMOR : 21/ DJU / SK / OT.01.3 /3 /
2022 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN
NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN.
memperbaharui Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 105.b/KPN.
W5-U8/0T1.2/1/2024 tentang Pemberlakuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan
Pada Pengadilan Yang Berada Dilingkungan
Peradilan Umum Sebagai Sop Kepaniteraan Di
Pengadilan Negeri Sarolangun;
Melaksanakan keputusan ini dengan penuh
tanggung jawab ;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan  dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Desember 2024
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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas li
Komplek Perkantoran
Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA BIASA (DEWASA)

W5-U9/1451/0T.01.3/8/2022

2 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA W5-U9/1452/0T.01.3/8/2022
PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
3 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA W5-U9/1453/0T.01.3/8/2022
PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK
BERHASIL
4 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA W5-U9/1454/0T.01.3/8/2022
PIDANA SINGKAT
5 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA W5-U9/1455/0T.01.3/8/2022
TINDAK PIDANA TIPIRING
6 | SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG W5-U9/1456/0T.01.3/8/2022
7 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING W5-U9/1457/0T.01.3/8/2022
8 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING W5-U9/1458/0T.01.3/8/2022
PEMILU
9 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI W5-U9/1459/0T.01.3/8/2022
10 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA W5-U9/1460/0T.01.3/8/2022
11 | SOP PERMOHONAN GRASI W5-U9/1461/0T.01.3/8/2022
12 | SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN W5-U9/1462/0T.01.3/8/2022
13 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN W5-U9/1463/0T.01.3/8/2022
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK
DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN
AYAT (3)
14 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN W5-U9/1464/0T.01.3/8/2022
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25
AYAT (2)
15 | SOP PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN W5-U9/1465/0T.01.3/8/2022
BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)
16 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN W5-U9/1466/0T.01.3/8/2022
PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN
TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP
17 | SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA W5-U9/1467/0T.01.3/8/2022
PIDANAUMUM
18 | SOP PROSE PENYELESAIAN PERMOHONAN W5-U9/1468/0T.01.3/8/2022

IJIN/ PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)




NO NAMA SOP NOMOR SOP

19 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN W5-U9/1469/0T.01.3/8/2022
DIVERSI

20 | SOP IJIN PEMBANTARAN W5-U9/1470/0T.01.3/8/2022

21 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING W5-U9/1471/0T.01.3/8/2022
PIDANA

22 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI W5-U9/1472/0T.01.3/8/2022
PIDANA

23 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN W5-U9/1473/0T.01.3/8/2022
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

24 | SOP IJIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH W5-U9/1474/0T.01.3/8/2022
PENYIDIK (PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN
PERIKANAN)

25 | SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN W5-U9/1475/0T.01.3/8/2022

26 | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI W5-U9/1476/0T.01.3/8/2022

27 | SOP IJIN BEROBAT W5-U9/1477/0T.01.3/8/2022

28 | SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU W5-U9/1478/0T.01.3/8/2022

Catatan : SOP Pidana Umum adalah SOP yang disempurnakan, tidak ada SOP
terbaru.




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1451/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

e

DEKA DIANA
PROSES PENYELESATIAN PERKARA
NAMA SOP PIDANA BIASA (DEWASA)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /D]U/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference

1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

ALl B

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Biasa

b, B S EE i % Y o

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas | [emsaay | 1 r”* NSNS ST
Panmud | Panmud | Persyaratan/
PP Pidana | Hukum Haklm‘v /WK Perlengkapan Waktu Output
1 Penerimaan Tidak | Berkas perkara 1Jam | - Berkas
berkas perkara (__\ ! Checklist diterima/
— l kelengkapan Ekspedisi
‘ berkas - Cheklist yang
Tanda bukti sudah
‘ pelimpahan ditandatanga
perkara ni petugas
2 Meneliti v | Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan \ ‘1 Cek List 1Jam | Lengkap/tida
berkas \ kelengkapan k lengkap
perkara, Ya berkas - tanda terima
termasuk g:'lkrgpahan
Barang Bukti S
T3 | Input %ata R [ Berkas perkara | §Jam | Berkas
SIPP dan | Komputer diterima dan
Penomoran | Koneksi LAN diberikan
perkara, | SIPP nomor perkara
pencatatan ‘ Buku register
dalam E induk
register | 18 | FE
4 Menyerahkan ‘ | Berkas Perkara 1Jam | Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah T |
lengkap ]
5 _ge_tépan — = ' |- Berkas perkara | 3 Han | Penetapan
Majelis Hakim | - sipp penunjukan
| Majelis/Hakim
—_—
6 | Penunjukan \ | - Berkasperkara | 3 Hari | Penunjukan PP
Panitera | Sipp
Pengganti (PP) |
~7 | Pencatatan T I Berkas perkara | 1Jam | Register
penunjukan | Penetapan Manual
Hakim dan PP i penunjukan
ke dalam Buku | Hakim dan PP
Register |
8 Menyerahkan 'i - Berkas perkara 2 Jam | Ekspedisi
berkas perkara | Penetapan
kepada Majelis |
Hakim untuk ‘
dibuat ‘
Penetapan ‘
hari sidang
9 Membuat \ Berkas 3 Hari | - Penetapan
Penetapan SIPP penahanan
hari sidang - :c;?ie;agaa:g
dan ;
penahanan i Pertama
jika ada
10 | Menerima ; Penetapan 1 Hari | Ekspedisi
berkas perkara ) ‘ Penahanan '
dari Hakim - Pgnetapan Hari
dan mengirim } Sidang
penetapan 1
kepada staf i
untuk dikirim ‘
ke PU dan ‘
dicatat
kedalam
register induk
11 Pigss Berkas Perkara 113 | - BASidang
persid;ngan Court Calendar Hari - :le;'t;tsaann
sampai
dengan ‘ - Putusan
pengucapan }
tusan |
12 M[:’masukan L 2 - Putusan yang| 3Jam |Tanggal dan
amar dan sudah di Amar putusan
tanggal putusan tandatangani sudah terisi pada
pada aplikasi i SIPP
SIpp |
13 [Mengupload \ Berkas Perkara 1 Han |Terunggahnya
Putusan/ \ Softcopy putusan/putusan
Putusan ‘ Putusan/Putusan anonimisasi ke
Anonimisasi Anonimisasi dalam SIPP
kedalam SIPP

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KPN Ket.
Petugas | Staf Panmud | Panmud . < Persyaratan
PTSP |Pidana| PP Pidana Hukum PanitéraiHakint I:II:( Pegﬂgkapa{‘ Waktu Output

14 |Pengetikan - Berkas Perkara 1 Petikan Putusan
petikan putusan - Putusan Hari

15 |Penyampaian ¥ Petikan  Putusan| 1 Har | - Ekspedisi 6
petikan putusan Siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa petikan
dan Rutan

16 |Penyampaian \ 4 Salinan Putusan | 5Har | - Ekspedisi Z
Salinan putusan siap dikirim - Tanda terima
kepada Penyidik, penyampaian
JPU, Terdakwa J salinan
dan Rutan

17 |Penyelesaian A 4 Berkas perkara 7 Hari |Berkas perkara
berkas perkara

18 |Meneliti - Berkas  perkara| 3 Hari Berkas perkara
kelengkapan lengkap lengkap
berkas perkara

r—-—l

19 |Menerima berkas Tidak - Berkas perkara| 2 hari Berkas perkara
dan meneliti lengkap lengkap
kelengkapan - Ekspedisi
berkas perkara v

20  [Melakukan v - Berkas perkara| 1 han |Berkas perkara
penjilidan lengkap lengkap sudah

dijifid
| E

21 |Menginput i - Berkas perkara 1 Han [Tanggal minutasi
ta%ggal minutasi - Checklist telah diinput
pada sipp dan kelengkapan pada SIPP dan
dicatat kedalam 1 berkas telah tercatat
register - Ekspedisi pada register

- Buku register

23 |Menyerahkan A - Berkas Perkara 3 Hari |BA Penyerahan
berkas /nactive ( ) yang sudah Kerja |berkas
ke Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap dan

telah dijahit
- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

1

2

Untuk 1 (satu) Berkas Perkara

Apabila ada kendala teknis disertakan data dukung/berita acara

5 bulan sejak pendaftaran perkara sampai dengan minutasi

Waktu yang tertera untuk pembuatan BAS Perpersidangan dan BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

Kecuali perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat

Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1452/0T7.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

ol

DEKA DIANA

PROSES PENYELESAIAN PERKARA
NAMA SOP PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI
BERHASIL

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat  Keputusan = Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379

/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara
Teleconference

SOP Perkara Penahanan Anak

PERINGATAN/ CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

LIl o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak
Register Diversi

QNI (N ) PO

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud 2 5 KPN/ Persyaratan / Ket.
PTSP Staf PP Pidana Hukum Panitera| Hakim WKPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Menerima berkas ) - Berkas perkara 1 Hari | Berkas
perkara C\ Tidak - Ceklist diterima/
p—t kelengkapan - Ekspedisi
berkas Cheklist yang
+ Tanda bukti sudah ditanda
pelimpahan tangani
perkara petugas
2 | Meneliti i Berkas Perkara 1 Hari |- Berkas 1
kelengkapan \ - Cek List Lengkap/
berkas perkara kelengkapan tidak lengkap
termasuk barang berkas -tanda terima
bukti Ya pelimpahan
f berkas
3 | Menginput data v - Berkas perkara 1 Hari | Berkas
SIPP dan + Komputer diterima dan
Penomoran + Koneksi LAN diberikan
perkara, I Sipp nomor
pencatatan Buku register perkara
dalam register induk
induk
4 | Menyerahkan \ 2 Berkas Perkara 1 Han | Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah
lengkap L
5 | Menetapkan # + Berkas perkara 3 Hari | Penetapan
Hakim/Majelis + SIPP penunjukan
Hakim v Majelis/Hakim
6 | Menunjuk vy _ + Berkas perkara 3 Hari | penunjukan
Panitera + SIPP PP
Pengganti (PP)
Mencatat Iy " Berkas perkara 1 Hari | Register
7 | penunjukan + Penetapan Manual
Hakim/Majelis penunjukan
Hakim dan PP ke Hakim/Majelis
dalam Buku Hakim dan PP.
Register Induk
8 |Menyerahkan v Berkas perkara 7 Hari | Penetapan
berkas perkara Penetapan hakim pelaksanaan
kepada I diversi
Hakim/Majelis
Hakim untuk
mengupayakan
diversi

9 | Melaksanakan 1 - Berkas perkara 30 [BAS 2
Diversi bagi ~ Undangan kepada| Har | Pelaksanaan
yang memenubhi pihak terkait Diversi
syarat yang (pembimbing - Kesepakatan
ditentukan kemasyarakatan, Diversi jika

pekerja sosial berhasil
profesional,advo
kat, orang tua,
tokoh
i masyarakat)

10 |Laporan hakim - Laporan 1 Hari | Laporan dan 3
fasilitator - BA Pelaksanaan permohonan
kepada KPN dan dan kesepakatan diversi
permohonan I Diversi
penetapan jika
upaya diversi
berhasil

11 | Pembuatan - Permohonan 2 Hari | Konsep q
konsep penetapan diversi Penetapan
penetapan - Berkas perkara Diversi
diversi - Kesepakatan

Diversi
- Konsep

Y Penetapan
Diversi

Halaman 2dari 3




Mutu Baku

No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud KPN/ Persyaratan/
PTSP Staf PP Pidana Hukum Panitera | Hakim WKPN Perlengkapan Waktu Output
12 Penandatangana - Konsep Penetapan | 1 Hari | Penetapan
n penetapan l I Diversi Diversi
diversi
L 4
|
13 | Pengiriman 1 - Penetapan Diversi | 3 Hanl | Tanda Terima
salinan l - Buku Ekspedisi pengiriman
penetapan salinan
diversi kepada penetapan
pihak terkait
|
14 | Arsip perkara v - Berkas perkara 3 Hari | BApenerimaan
- Penetapan diversi berkas untuk
( ) - Buku Ekspedisi diarsipkan di
kepaniteraan
hukum

Penjelasan pada kolom Keterangan :

1

Surat penitipan barang bukti kepada JPU

Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari kerja

Jika tidak berhasil maka hakim membuat penetapan hari sidang dan pemeriksaan dilanjutkan

Panitera dapat mendelegasikan ke Panitera Muda Pidana

Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka perkara bisa dibuka kembali

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1453/0T7.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

N
DEKA DIANA
PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NAMA SOP PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI

TIDAK BERHASIL

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DIU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara 7eleconference.

SOP Penahanan Perkara Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

2 Ul ol o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Anak

SN D IIR0, R

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Mutu Baku

. KPN
Altivicas o Panitera | Halim | /WK m:;‘z“af‘ Output
Menerima Berkas perkara - Berkas
berkas perkara < - Checklist diterima/
kelengkapan Ekspedisi ’
berkas - Cheklist yang
- Tenda bukti sudah di
pelimpahan tandatangani
perkara petugas
Meneliti - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan - Cek List Lengkap/tidak
berkas perkara kelengkapan lengkap
termasuk berkas - tandatenma
barang bukti pelimpahan
berkas
Menginput data - Berkas perkara 2 Berkas ditenma
SIPP dan - Komputer Jam dan diberikan
Penomoran - Koneksi LAN nomor perkara
perkara, - SIPP
pencatatan - Buku register
dalam register induk
induk |
Menyerahkan B Berkas Perkara 2 Ekspedisi |
berkas perkara Jam
yang sudah ‘
lengkap * — *
Menetapkan | - Berkas perkara 2 Penetapan |
HakinyMajelis - Spp Jam | penunjukan [
Hakim Majelis/Hakim [
|
Menunjuk L - Berkas perkara 2 penunjukan PP ‘
Panitera - S Jam
Pengganti (PP) |
Mencatat 2 - Berkas perkara 2 Register Manual |
penunjukan - Penetapan Jam |
HakimyMajelis penunjukan
Hakim dan PP HakimyMajelis
ke dalam Buku Hakim dan PP x
Register Induk |
|
Menyerahkan - Berkas perkara Ekspedisi |
berkas perkara - Penetapan [
kepada \
HakimyMajelis |
Hakim untuk [
dibuat
penahanan jika |
ada |
Membuat A4 - Berkas Perkara - Penetapan |
Penetapan hari - SIpp penahanan |
sidang - Penetapan Hari |
T Sidang Pertama|
|
Menyerahkan - Penetapan Ekspedisi
penetapan penahanan
kepada staf - Penetapan Hari |
untuk dikirim ke Sidang Pertama
PU dan dicatat |
kedalam register |
induk dan SIPP |
Proses A4 - Berkas Perkara - BASidang |
persidangan - Court Calendar - Petikan |
sampai dengan Putusan ‘
pengucapan I - Putusan |
putusan |
!
Memasukan Putusan yang Tanggal dan |
amar dan sudah di Amar putusan ‘
tanggal tandatangani sudah terisi ;
putusan pada pada SIPP \
aplikasi SIPP ‘
Mengupload - Berkas Perkara Terunggahnya |
Putusan/ - Softcopy putusan/putusan |
Putusan Putusan/Putusan anonimisasi ke |
Anonimisasi Anonimisasf dalam SIPP [
kedalam SIPP ;
|
Pengetikan - Berkas Perkara Petikan putusan |
petikan - Putusan |
putusan \’

Halaman 2 dari 3




15 | Penyampaian Petikan Putusan dan | 1 hari | - Ekspedisi
petikan dan salinan putusan Siap - Tandaterima
salinan putusan '[ dikirim penyampaian
kpd Penyidik, '_; petikan /
JPU,ABH,PK salinan
BAPAS dan Lapas

—

16 |Penyelesaian ¥ Berkas perkara 3 Hari | Berkas perkara
berkas perkara

17 [Meneliti Tidak Berkas perkara | 1Har | Berkas perkara
kelengkapan lengkap lengkap
berkas perkara

18 |Menerima - Berkas perkara| 1 Han | Berkas perkara
berkas dan v lengkap lengkap
meneliti \\ - Ekspedisi
kelengkapan < /
berkas perkara

Ya

19 [Melakukan Berkas perkara | 1 Hari | Berkas perkara

penjilidan v lengkap lengkap sudah
dijilid
|

20 |Menulis amar A - SIPP 1 Hari | Data terinput
dan tanggal - Buku Register ke sipp dan
putusan tercatat di
kedalam I register
register induk manual

21 | Menyerahkan v - Berkas perkara 1 Han | Tandaterima
Minutasi perkara - Cheklist penyerahan
kepada Panmud kelengkapan berkas berkas
Pidana - Berkas sudah

| dijahit
- Buku Ekspedisi

22 | Menginput amar v - Putusan 1Jam | Amardan
dan tanggal - SIpP tanggal putusan
putusan kedalam I lengkap
SIPP

23 | Menginput e-doc A\ 4 - Pertimbangan 1 Pertimbangan
ke dalam SIPP hukum Jam hukum, e-doc

- Putusan putusan dan e-
- SIPP doc Anonimisasi
I putusan lengkap

24 | Menerima y - Berkas perkara 1 Checklist sudah
Minutasi perkara - Cheklist Hari | ditandatangan
dari PP kelengkapan panitera muda

I berkas pidana

25 | Menyerahkan - Berkas Perkara 3Hari | - BA Penyerahan
berkas ke yang sudah Kerja berkas perkara
Panmud Hukum Berkekuatan - Arsip perkara

Hukum tetap
- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

GREWN -

Penetapan penahanan jika ada
Pelaksanaan Diversi maksimal 7 hari
Disesuaikan dengan masa tahanan anak

BAS harus selesai sebelum sidang berikut nya
Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.IL
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1454/0T7.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

e a

DEKA DIANA

PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA SINGKAT

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Z

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum .

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference.

SOP Penanganan Meja Pengaduan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

B s

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Intemet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Singkat

SGUY 00 R

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Singkat

Halaman 1 dari 2




S __ Pelaksana — _ MutuBaku |
No Aktivitas Petugas . Stal Pa'nmud ‘ Panmud 5 Majelis KPH/ Persyaratan/ }
: PP Pidana | Hukum Panitera Hakim w:‘(p Perlengkapan Waktu Output 1
1 | Menerimaberkas Tidak [ - Berkas perkara 1jam | Berkas [
perkara \ - Checklist  berkas diterima/ 1
i Perkara Ekspedisi [
2 Meneliti ‘ -Cek List berkas 2 pm Berkas
kelengkapan ‘ perkara Lengkap [
berkas perkara [
3 | Menyerahkan v Ya | [ - Berkas Perkara 2jom | Ekspedisi |
berkas perkara | 1
\
4 Menetapkan [ 4 - Berkas perkara 1jam |Penetapan |
Majelis penunjukan |
HakimyHakim Majelis/Hakim |
S | Menunjuk | A 4 - Berkas perkara 1jam | Surat |
Panitera | - Penetapan penunjukkan |
Pengganti (PP) ' penunjukan Hakim PP dan JS/JSP |
6 | Menyerahkan | g | - Berkas perkara 1jm | Ekspedisi |
berkas perkara | - Penetapan ‘
kepada Hakim w }
L Ll |
7 Proses | v - Berkas Perkara 3Hari |BAS |
persidangan | \ - terdakwa,Saksi dan | Kerja }
| \ Barang
| \ - | Bukti lengkap \
8 | Menginput data } ‘ | | - SIPP 1 jom Tercatatnya |
SIPP dan - Register Induk dalam SIPP |
penomoran | ‘ Perkara Pidana dan register |
perkara, ] Singkat induk Perkara |
pencatatan dalam Pidana ‘
register induk Singkat :
9 | Penyusunan R ’ - Konasep BAS 2jam | BAS yang [
putusan dalam sudah ditanda |
Berita Acara \ tangani
Sidang (BAS) 1 I
10 | Pembuatan v - Berkas perkara 3 jam | Petikan [
petikan Putusan -Konsep  Petikan Putusan |
Putusan dan BAS yang l
| - Konsep BA sudah diketik i
I s ep
11 | Penyampaian 4 ‘ - Softopy  Petikan | 3 jam | Petikan 1
petikan putusan ; Putusan Putusan sudah |
kpd penyidik,jpu ‘ divpload ke |
dan lapas dan | SIPP dalam [
minutasi berkas ‘ bentuk pdf |
perkara | I !
12 | Menyerahkan v [ - Berkas perkara 1jom |Tandaterima |
berkas perkara / 1 - Ceklist penyerahan |
minutasi i kelengkapan berkas ‘
T ‘ berkas _ )
1| - Buku ekspedisi |
13| Menginput amar y | Putusan PN 1jom | Amardan |
dan tanggal ' - SIPP tanggal
putusan kedalam putusan |
SIpP ] ——— — | lengkap |
14 | Menginput e-doc | [ - Putusan PN 1 jam | E-doc j
putusan ke dalam [ | - SIPP putusan ;
sip ¢ ‘ lengkap i
15 | Menerima L Ay \ - Berkas perkara 1 hari | Berkas i
minutasi perkara ried patom ‘
dari PP [ kelengkapan sudah [
L | berkas diminutasi |
16 | Menyerahkan [ | - Perkara sudah 3hari | Beritaacara |
berkas ke Panmud | 1 berkekuatan penyerahan |
Hukum [ [ hukum tetap berkas [
| ‘ - Cheklist Arsip perkara ‘

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘2 Setelah sidang pertama dan perkara telah diputus

3 Putusan menjadi bagian dari berita acara sidang (pasal 203 ayat 3 huruf d KUHAP)

‘4 Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang

‘5  Pasal 203 ayat 3 huruf e KUHAP

Halaman 2 dari 2

1 Apabila terdakwa dan saksi tidak dihadirkan, maka berkas dikembalikan ke JPU tanpa penetapan




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1455/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

o~

DEKA DIANA

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NAMA SOP TINDAK PIDANA TIPIRING

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference.

SOP Kepaniteraan Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

L L

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

e R R o

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan/Cepat

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Panmud - | | KPN/
Petugas pidana | Panmud | papitera | Hakim | Persyaratan/ utpu
e Swat P Hukum ‘ | WKPN Perlengkapan Wablo Output
Menerima berkas Tidak ‘ - Berkas perkara 1 jam Berkas
perkara dari ( ) - Checklist berkas diterima/
penyidik ‘ Perkara Ekspedisi
2
Meneliti } Cek List berkas 2 jam Berkas
kelengkapan 3 perkara Lengkap
berkas perkara |
Menyerahkan ¥ Ya [ \ Berkas Perkara 2 jam Ekspedisi
berkas perkara | i
Menetapkan 1 v Berkas perkara 1jam | Penetapan
Hakim | penunjukan
| Hakim
MenunjukPanitera | | | | | | X : - Berkas perkara 1jam | penunjukan PP
Pengganti (PP) - Penetapan
penunjukan
: | | Hakim S [N |
Menyerahkan L 2 ‘ - Berkas perkara 1jom | Exspedssi
berkas perkara | - Penetapan
kepada Hakim [
Proses § b \ v  |-BerkasPerkara | 1Han | Putusan
persidangan - terdakwa, Saksi kenja
| dan Barang Bukti
! I lengkap
Menginput data ‘ | ‘ - SIPP 1jpm | Tercatatnya
SIPP dan | - Register Induk dalam SIPP
penomoran [ Perkara Pidana dan register
perkara, | Cepat induk Perkara
pencatatan dalam 1 ‘ Pidana
___|registerinduk | | Singkat
9 | Pengisian Blangko | - Berkas perkara 2jam | Putusan
ke dalam Putusan l - Blangko Putusan
Penyampaian —‘ - Petikan Putusan 3jam | Tanda terima
petikan putusan ‘ - Buku Ekspedisi penyampaian
kepada Petikan
penyidik,jpu, ‘ putusan
terdakwa serta |
lapas dan Minutasi
berkas perkara o S I
Menyerahkan v ‘ - Berkas perkara 3 jam Tanda terima
Minutasi perkara - Cheklist penyerahan
[
| kelengkapan berkas
berkas
I I I N N | - Buku Ekspedisi
Menginput amar A4 | - Putusan 1jam | Amardan
dan tanggal -SIPp tanggal
putusan kedalam putusan
s - i lengkap
Menginput e-doc ‘ [ - Putusan 1 jom e-doc
ke dalam SIPP | - SipP putusan
lengkap
Menginput tanggal "j [ - SIPP 1 han Data terinput
minutasi pada ‘ - Buku register ke sip dan
SIPP dan dicatat [ tercatat di
dalam register [ register
| o _ { N R
Menyerahkan \ Perkara sudah 3hari |-Berita acara
berkas ke Panmud [ [ berkekuatan hukum penyerahan
Hukum tetap berkas perkara
| | -Arsip perkara

Penjelasan pada kolom Keterangan :
'l Per Berkas Perkara
‘2 Perberkas perkara

W

Diisi setelah putus (pasal 209 KUHAP)

-
5

Penyampaian Petikan putusan 1x24 jam kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1456/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

D

NAMA SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu
lintas.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

DB W

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas

Now BN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud . KPN/ aratan/
e | PP | oidana | Huteed | panitera| Hakim wie m Skopan | Waktu Output
1 | Menerima berkas Tidak - Berkas perkara 1jam Berkas
perkara Lalu QF Lalu lintas diterima
lintas dari - Soft Copy
penyidik i 8 berkas
2 Meneliti - Berkas perkara Berkas
Kelengkapan Lalu lintas 1jm lengkap
Berkas - Soft Copy
Ya berkas
3 | Menyusun ¥ J - Berkas perkara Berkas
berkas dan - ATK 1 har | lengkap
Melapisi berkas dengan
dengan kertas karbon
karbon 3
4 | Penetapan - - Berkas perkara 1 jam Penetapan
Penunjukan - Konsep penunjukan
Hakim penetapan Hakim
5 Penunjukan PP - Berkas perkara 1 jam Penunjukan
- Konsep PP
— penetapan
6 | Persidangan L 2 Berkas perkara 1 jam Putusan
pengucapan
putusan
7 | Menginput A 2 - AIK 1 hari Terinput ke
putusan perkara - SIPP dalam SIPP
tilang di SIPP
L
8 Mengumumkan K - Salinan Putusan 1 jam Putusan
denda tilang di - ATK terpublikasik
papan - Website an
pengumuman dan
website
9 | Mengirimkan s - Salinan putusan 2 jam Tanda terima
salinan putusan - barang bukti pengiriman
dan barang bukti ( ) - Buku Ekspedisi Salinan
ke Kejaksaan putusan dan
Barang Bukti

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘1 Tanpa dihadiri terdakwa

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1457/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

/}J./

DIANA

NAMA SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat  Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

e N

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

nhwn

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Halaman 2 dari 3

Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas Petu J
prep. | Mejam | Fanmud g, 565 | panitera - m, /| okt | output Ket

1 Menerima - Berkas perkara 1 jom Persyaratan

|Permohonan - Putusan Permohonan
Banding - ATK Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
| ada)
2 Membuat Akta y - Berkas perkara 1 jam Konsep Akta
|Pemyataan Banding Tidak - Putus?(n o Pernyataan
- Surat Kuasa (jika Banding
ada)
l.———‘ - ATK
3. Mengoreksidan - Berkas Perkara 3jam Konsep Akta
Paraf Akta - Putusan Pemyataan
- Konsep Akta Banding
Pernyataan yang telah
Ya Banding diparaf
| - ATK

4. Menandatangani | ; - Berkas Perkara 2jam | Akta 1
Akta Pemyataan | - Putusan Permyataan
e e s

ya
Banding yang
' telah diparaf

5 Menginput data i 8 - Akta Pemyataan Sjam | Data
Permohonan Banding Banding
Banding di SIPP dan - Putusan terinput di
dicatat dalam - ATK SIPP dan
register . - SIPP tercatat

- Register dalam
| R | register

6 MembuatLaporan | . - Berkas Perkara 3Jam | Konsep
Banding ‘ - Putusan Laporan

- Akta Pemyataan Permohonan
Banding Banding ke
! 1 - AIK :

] e | - B . : R Tinggi

7  Menandatangani | - Konsep Laporan 23Jm | Laporan
laporan banding | Permohonan Banding

| Banding ke
| B ) —| PengadilanTinggl | -

8 Mengiimlaporan | ¥ - Laporan 1Han | Tandabukti 2

Banding ‘ Permohonan pengiriman
[ Banding
| - ATK
l | S— - Buku ekspedisi

9 |Pemberitahuan ! ‘_1 -~ Akta Permohonan 1Hai | Relaas
Pemyataan [ iiifk‘d'ng pemberitahu
Banding v an banding

[ - - Surat tugas
10 Menginput | = e | - Relaas 33m | Dotaterinput
Pemberitahuan | ¥ pemberitahuan dalam SIPP
Banding di SIPP dan | banding dan tercatat
dicatat di register | - ;T;(P dalam
l | - Register T
11 |Menerima ‘ L - Memori banding 1Hai | Memori 3
i r - Sofcopy Memori banding
‘banding Memori banding lenakap
ATK dibuat
- Register rangkap
sesuai
kebutuhan
‘ dan tercatat
| kedalam
. register
| manual
|

12 Membuat Akta ‘ A X - Memori banding 1 Jam Konsep a!cta K]
Tanda terima ‘ ‘ Tidak - ATK tanda terima
Memori/Kontra <~ - Register Memori
Banding ‘ T banding

| —_— - - - - — -

13 |Menandatangani | - Konsep akta 1 Jam Akta tanda 5
akta penerimaan tanda terima terima
Memori/kontra M{e‘:(nori banding Memori
banding Ya - A banding

V-

14 |Menginput - Akta tanda terima 2 Jam Data terinput
penerimaan Memori banding di SIPP dan
Memori/kontra - Memori banding tercatat di
Banding ke SIPP - SlP!_> register
dan dicatat dalam - register
register |

[
| A |

15 | Pemberitahuan dan| - Akta tanda terima 1 Har Relaas
| Penyerahan Memori banding pemberitahu
| Memori/kontra - Memori banding an dan

Banding serta input - ATK penyerahan
T T | D (e R B L. o || banding




Pelaksana Mutu Baku
ivi Petugas
No:| itivitas FTop Mejarr | FaAMUd| 5535 | Panitera ot Portaanel | waktu | output
16 Pencatatan dalam - Relaas 1 Jam Data
register pemberitahuan pemberitahu
dan penyerahan an dan
Memori banding penyerahan
- Register Memori
- SIpP banding
ATK terinput
dalam SIPP
dan tercatat
dalam
reqgister
17 | Mempelajari y - Berkas perkara 3 Hari Akta telah
berkas perkara - Putusan mempelajan
berkas
3 perkara
18 |Membuat Surat - Berkas perkara 2 Herl - Konsep
gggamar (bundel A dan surat
iman berkas bunde! B) Berkas
r;bamnduir;g p;jaan I Softcopy putusan sudah
yiapkan ATK tersusu
berkas bundel A n
dan bundel B
19 Menar;dia tangani v - Konsep surat 2 Jam Surat
surat Pengantar pengantar pengantar
Pengiriman Berkas pengiriman pengiriman
Banding berkas banding berkas
banding
yang sudah
di tanda
& A
20 | Mengirim berkas y - Berkas perkara ( 1 Hari Tanda bukti
banding Bundel A & pengiriman
Bundel B)
- Surat pengantar
- ATK
21 | Input surat ] \ 4 - Surat pengantar 1 Jam Data telah
pengantar di SIPP pengiriman terinput di
dan mencatat berkas banding SIPP dan
dalam register Register tercatat di
Sipp register
ATK
22 | Arsip berkas J - Putusan 1Hari | Arsip
perkara banding di 4 - Akta-akta Kerja | tersimpan
simpan di arsip ‘ ' - Memori dan sebagai arsip
aktif kontra memori aktif di
banding kepaniteraan
pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :

‘1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

"2 Kirim lewat Pos dan Email/ Fax/ Aplikasi

"3 Pengisian ini terkait dengan meja II yang ada di PTSP

‘4 Pengisian ini terkait dengan meja II yang ada di PTSP

5 Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

‘6 Paling lambat berkas dikirim 14 hari sejak permintaan banding diajukan (pasal 236 KUHAP)

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1458/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

PERMOHONAN UPAYA HUKUM

Nk SOF BANDING PEMILU

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

53
S-2
51
D-3
SMU Sederajat

1 B B

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

PNOUNHAWNE

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari3




77777 ) B Pelaksana | Mutu Baku |
No | Aktivitas Petugas Staf / Panmud . KPN/W | Persyaratan/
1 PTSP Mejall | Pidana | J5/75P | Panitera | Perlengkapan | Waktu Output
1 | Menerima |- Berkas perkara 1 jam Persyaratan
‘ Permohonan ‘ ) - Putusan Permohonan
Banding - ATK Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
‘ - Tenggang waktu
| banding 3 hari kerja
B T i i - | setelah putusan | o
2 | Membuat Akta ¥ - Berkas perkara 1 jam Konsep Akta
Pernyataan 5 Tidak - Putusan Pernyataan
| Banding < - Surat Kuasa (jika Banding
[ ada)
[ L—-—-—‘ N - ATK -
3. | Mengoreksidan o - Berkas Perkara 2jam | Konsep Akta
| Paraf Akta - Putusan Pemyataan
- Konsep Akta Banding yang
Pernyataan Banding telah diparaf
| Ya - ATK
4. | Menanda L - Berkas Perkara ljpm | Akta
| tangani Akta ‘ - Putusan Pernyataan
| Pernyataan - Konsep Akta Banding
| Banding Pernyataan Banding
R I R J yang telah diparaf [
5 | Menginput data v - Akta Pemyataan 1jm | DataBanding |
| Permohonan Banding terinput di |
| Banding di SIPP - Putusan SIPP dan [
| dan dicatat - ATK tercatat i
| dalam register I - SIpp dalam
| - Register register
6 | Membuat 4 - Berkas Perkara 1 jam Konsep
| Laporan Banding - Putusan Laporan
} - Akta Pemyataan Permohonan
| Banding Banding ke
3 | - ATK Pengadilan
| Tinggi
7 | Menanda Konsep Laporan 1jam | Laporan
tangani laporan Permohonan Banding Banding
| banding ke Pengadilan Tinggi
8 | Menginm v | - Laporan 2jom | Tanda bukti
| Laporan Banding | Permohonan penginman
[ Banding
- ATK
‘ | Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan A 4 - Akta Permohonan 1 jam Relaas
‘ Permyataan Banding pemberitahuan
| Banding - ATK banding
| | - Surat tugas
10 | Menginput { - Relaas 1jfom | Dataterinput
Pemberitahuan pemberitahuan dalam SIPP
| Banding di SIPP banding dan tercatat
dan dicatat di - ATK dalam
register | SIpp register
- Register |
11 | Menerima L 2 ~ Memoni /kontra 1jam |Memori/kontra |
| Memori/kontra banding banding lengkap
| banding - Sofcopy dibuat rangkap |
[ memori/kontra sesuai kebutuhan
\ | memori banding
| ATK
| - Register
12 | Membuat Akta Y- - Memori /kontra 1jam | Konsep akta
| Tanda terima < Tidak banding tanda terima
Memori /kontra h - ATK memori {
| Banding ! . - Register banding |
13 | Penanda - Konsep akta tanda 1 jam Akta tanda |
tanganan akta terima memori terima |
| penerimaan /kontra banding memori \
| memori /kontra [ - ATK [kontra [
banding Ya 1 banding [
1 |
" 14 | Menginput y [ - Akta tanda terima 1jam | Dataterinput
penerimaan memori/kontra di SIPP dan
| Memori /kontra banding tercatat di
Banding ke SIPP I - Memori /kontra register
| dan dicatat banding
| dalam register - sIpp
| v - register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda tenma 1jam |Relaas
| dan Penyerahan / kontra memori 'pembenmhuan
Memori /kontra banding dan penyerahan
| Banding serta - Memori/ kontra memori/kontra
input relas banding banding
!pembeﬂtahuan "j - A

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas Staf / Panmud | 35/3sP | Panitera | KPN/W Persyaratan/

PTSP Mejall | Pidana : KPN Perlengkapan Waktu | Output

16 | Pencatatan - Relaas 1jam |Data
dalam register l I pemberitahuan pemberitahuan

dan penyerahan dan penyerahan
A 7 memori /kontra memori /kontra
banding banding terinput
- Register dalam SIPP dan
| - SIpp tercatat dalam
l - ATK register

17 | Mempelajari A 4 - Berkas perkara 2jam |Akta telah

Berkas Perkara - putusan mempelajan
berkas perkara
]

18 | Membuat Surat - Berkas perkara 1jm | Konsep surat
Pengantar A 4 (bundel A dan pengantar
Pengiriman bundel B) penginman
berkas banding - Softcopy putusan berkas banding

1 - ATK

19 | Menanda v Konsep surat 1jam  |Surat pengantar
tangani Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas berkas banding
Pengiriman .| banding yang sudah
berkas banding P ditandatangani

20 | Mengirim berkas v - Berkas perkara 23om |Tanda bukti
Banding (bundel A & bundel pengiriman

8)
- Surat pengantar
- ATK

21 | Menginput Surat ¥ - surat pengantar 2jam | Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di SIPP
SIPP dan banding dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register | I— - swpp

- ATK

22 | Assip berkas - Putusan 1 Har | Arsip tersimpan
perkara banding - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Memori dan kontra aktif di
arsip aktif memori banding Kepaniteraan

Pidana

Penjelasan pada kolom Keterangan :

W

I

2 Kirim lewat Pos/ Email/ Fax/ Aplikasi

Setelah di paraf oleh Panmud Pidana

1 Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

Halaman 3 dari 3

Paling lambat berkas dikiim 14 hari pasal 236 KUHAP (Lihat UU Pemilu)




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1459/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

W

DEKA DIANA

NAMA SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 (tentang Perubahan Pertama dan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

Surat Keputusan  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

91 BN

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Kasasi

KA AR ooy H o

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / |Panmud . KPN/WK | Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja II Pidana S/ ISP | Panitera PN Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima - Berkas perkara 1 Han |Persyaratan *1
Permohonan - ATK Permohonan
Kasasi - Surat Kuasa Kasasi lengkap

fr— (jika ada)

2 | Membuat Akta L - Berkas perkara | 3 Hari | Konsep Akta
Pernyataan - Dokumen Pernyataan
Kasasi elektronik Kasasi

L - Surat Kuasa
(jika ada)
- ATK

3. Mengoreksi L Z - Berkas Perkara | 1 Hari | Konsep Akta
dan Paraf Akta \ Tidak - Dokumen Pernyataan
pernyataan elektronik Kasasi yang
kasasi - Konsep Akta telah diparaf

Pernyataan
Kasasi
- ATK
4. |Menandatangani - Berkas Perkara | 1Hari | Akta Pernyataan| *2
Akta Pernyataan \ 4 - Dokumen Kasasi
Kasasi elektronik
- Konsep Akta
Ya Pernyataan
Kasasi yang
telah diparaf

5 Menginput v - Aka 1 Han | Data Kasasi
data Pernyataan terinput di
Permohonan Kasasi SIPP dan
Kasasi di SIPP - Dokumen tercatat dalam
dan dicatat elektronik register
dalam register - ATK

- Register

6 Membuat v - Berkas Perkara | 1 Hari [Konsep Laporan
Laporan - Dokumen Permohonan
Kasasi elektronik Kasasi ke

I - Akta Mahkamah
Pernyataan Agung
Kasasi
- ATK
7 |Menandatangani - Konsep 1 Han | Laporan
laporan kasasi Laporan Pernyataan
Permohonan Kasasi
| Kasasi ke
Mahkamah
Agung

8 Mengirim ¥ - Laporan 2 Hari | Tanda bukti 3
Laporan Pernyataan pengiriman
Pernyataan Kasasi
Kasasi I - Barcode

- ATK
- Buku ekspedisi

9 | Pemberitahuan ; - Akta 1Han | Relaas
Pernyataan pernyataan pemberitahua
Kasasi Kasasi n kasasi

I - Surat tugas
- ATK

10 |Menginput - Relaas 1 Hari | Data terinput
Pemberitahuan v pemberitahuan dalam SIPP
Kasasi di SIPP kasasi dan tercatat
dan dicatat di - SIpP dalam register
register 1 - Register

- ATK

11 | Menerima v - Memori kasasi | 1 Hari | Memori Kasasi
Memori - Register lengkap dibuat
/kontra - Softcopy rangkap sesuai
memori Kasasi I memori kasasi kebutuhan

- ATK

12| Membuat 7 = Memori kasasi am  [Konsep akta
AktaTanda - softcopy memori tanda terima
terima kasasi memori kasasi
Memori/ - Register
kontra memori - ATK
Kasasi

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud . KPN/WK | Persyaratan Ket.
PTSP | Mejalr | pidana |5/ | Panitera [ KPR per!r?ngkapa{a Waktu | Output
13 | Menandatangani e = - Konsep akta 2 Jam |Akta tanda
akta L‘) Tidak tanda terima terima memori
penerimaan memori kasasi kasasi
memori / kontra
memori kasasi
14 [ Menginput =S | - Akta tanda 2Jam |Data terinput di
penerimaan terima memori SIPP dan
Memori Kasasi y kasasi tercatat di
ke SIPP dan - Memori kasasi register
dicatat dalam - SIPP
register I - Register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda 1 Hari |Relaas
dan Penyerahan J terima memori pemberitahuan
Memori / kontra 4 kasasi dan penyerahan
memori Kasasi - Memori kasasi memori kasasi
- ATK
16 |Menginput | - Relaas 2 Jam |Data
Relaas pemberitahuan pemberitahuan
Pemberitahuan v dan penyerahan dan penyerahan
dan Penyerahan memori kasasi memori kasasi
Memori / kontra - ATK terinput dalam
memori Kasasi l - Register SIPP dan
di SIPP dan - Sipp tercatat dalam
dicatat di register
register
17 | Memberitahukan \ 4 - Blanko 1 Hari [Surat
untuk pemberitahuan pemberitahuan
mempelajari untuk untuk
berkas kepada | mempelajari mempelajari
pihak-pihak berkas berkas
18 |Menginput surat v - Relaas 1 Hari [ Data terinput
untuk pemberitahuan dalam SIPP dan
mempelajari untuk tercatat dalam
berkas di SIPP mempelajari register
dan dicatat berkas
dalam register - Register
- SIPP
- ATK
19 [Mempelajari v - Berkas perkara | 3 Har |Akta telah
Berkas Perkara - dokumen mempelajari
elektronik berkas perkara
J
20 | Mengupload { - dokumen 1 Hari | Dokumen
dokumen elektronik elektronik
elektronik dalam - SIPP MA terupload dalam
direktori direktori
dokumen dokumen
- eleronik.. i) oo ] W o ) o o felektronik MA | ]
21 |Menyusun dan - Berkas perkara | 3 Hari |Konsep surat
membuat Surat Tidak (bunde! A dan pengantar
Pengantar < bundel B) pengiiman
Pengiriman T - barcode berkas kasasi ke
berkas kasasi - ATK MA
22 | Penandatangan Konsep surat 1Jam | Surat pengantar
an Surat pengantar pengiriman
Pengantar pengiriman berkas kasasi
Pengiriman berkas kasasi yang sudah
berkas kasasi Ya ditandatangani
23 | Mengirim berkas - Berkas perkara | 1Hari |Tanda bukti
Kasasi v (bundel A & pengiriman
bundel B)
- surat pengantar
- barcode
- Softcopy berkas
- ATK
24 | Input Surat v - surat pengantar| 1Jam |Data telah
Pengantar di pengirman terinput di SIPP
SIPP dan berkas kasasi dan tercatat di
mencatat dalam - Register register
register ! - SIPP
l - ATK
25 | Arsip berkas A - dokumen 1 Han | Arsip tersimpan
perkara kasasi (D elektronik sebagai arsip
di simpan di - akta-akta aktif di
arsip aktif - memori dan Kepaniteraan
kontra memori Pidana
kasasi

Halaman 3 dari 4




Penjelasan pada kolom Keterangan :
*1  Dokumen elektronik sebagai mana dimaksud dalam SEMA No. 1/2014
*2  Panitera menanda tangani akta setelah pemohon menanda tangani akta

*3  Kirim lewat Pos / Email/ Fax/ Aplikasi

Halaman 4 dari 4



MAHKAMAH AGUNG R.IL
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1460/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

R

DEKA DIANA

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK

NAMA SOP PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1

2.

3.

10.

11.

12

13.

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai
kelengkapan permohonan kasasi/PK.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026
/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

BB W

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Printer

Buku Register Perkara Pidana PK

PNOUAWN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana I Mutu Baku -
. taf / 1. 1T KN | tan/
- S
s / Persyara aktu | Output
No Aktivitas Pept;gas Mxexja ";ﬂd’;“‘: Js:! Panitera PP | Hakim w:p | Patergiapan | ¥ utpu
1 | Menerima | - Permohonan mm
Permohonan | Peninjauan ra
memori o Kembali 1Hai |Pidana
ek - Surat kuasa (jika
ada)
- ATK
Membual : Soﬂmcom Konsep Akta
v 7 PK :
? kA Tidak _ATK 3Hai |oomvataan
Pernyataan PK <& ot
p’da\a — e ——— — ka_‘. -ﬁ —
i o B - PR 5
3. | Mengoreksi dan ; erfma‘m\ palscaitat
Kanihka pernyataan PK 1 Han |PKPpidana
pidana yang diparaf
- ATK
Ya
4. | Menanda tangani 2 :;n“ﬁaan L o
okt pidana yang di 1 Hari |PK Pidana
o paraf
¢ J . ATK
— - Akta taan Data terinput
’ Mmminpmmdata Y PK Pig:{:aya di SIPP dan
Tidak - Permohonan PK . [tercatat
PK di SIPP dan s Lo [
dicatat dalam T Bl sl
register T
6 | Meneliti ~Berkas Perkara |Berkas
km‘ yang diajukan PK . |perkara
apon - Akta pemyataan At Lengkap
berkas perkara — o
yang diajukan s I —
- v - Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
7 Menunjuk yang diajukan PK i
HakimyMajelis . A pamyaizen skt
Hakim melalui bk haa
SieP J - Memoripk terinput
- SIPP dalam SIPP
-~ Berkas Perkara 3 Hari |Penetapan
8 Penunjukan PP v yang diajukan PK sl
melalui SIPP - Akts emrisor et
PK dalam SIPP
| - Memori PK
- SIPP
Mencatat N |- Berkas Perkara 1jam |Datatelah
? y yang diajukan PK tercatat
pejkan - Akta pemyataan datam
majelis hakim o R
dan PP dalam . Memori PK
register l Bl
- ATK ) 1}
o o , -BerkasPerkara | 1 Hari ([Tandaterima
10 | Menerima Y yang diajukan PK penyerahan
penyerion - Akta peryataan berkas
berkas perkara o s
- Memori PK
- Register
- Buku Ekspedisi
= T Be&rkas Perkara 3 Han |Penetapan
11 | Menetapkan Hari . spp e
Sidang mefalui i
sl ] — b : VRN S S —
Feoreeasmsm T — 1T —F — T ~ |7 |- Berkas Perkara 1Han | Penetapan
12 | Menerima berkas TRt Ebang
perkara PK S
| | memori PK
- Penetapan hart Relas
13 | Pemanggilan Para ¥ sidang panggilan
Pihak dan - berkas perkara dan
Penyerahan - memori PK 5 Hari | penyerahan
e memori PK
kepada termohon I
PK
714 | Proses - Berkas ra BA
= Persidang Y - rnernorip:’!l(Jka iPemeriksaan
pembl- ‘amandan - Relas panggilan . danBA
. dan penyerahan 7Hari lpendapat
berita acara T i PK Kerja
pendapat memo!
PK Berkas
15 | Penyusunan Berkas perkara iy
berkas perkara
X f 12 Hari

Halaman 2 dari 3




Pel Mutu Baku
No Aktivitas petugas | S/ | panmud| 35/ K';N Persyaratan/
PTSP M;:lja Pidana Isp Panitera PP WKP Perlengkapan Waktu Output
N
16 | Mengupload - Dokumen elektronik | 1 Hari Dokumen
dokumen G yang dimohonkan elektronik
elektronik yang PK terupload
dimohonkan PK \ 2N - Akta pernyataan PK dalam
dalam direktori - memori PK direktori
dokumen dokumen
elektronik | elektronik
MA
17 | Menyusun dan < - Berkas perkara Konsep
membuat surat Tidak (bundel A dan surat
pengantar Lo bunde! B) 12 Hari | PEnGRNtar
pengirman - barcode pengiriman
berkas PK ke MA | - ATK berkas PK
ke MA
18 | Penandatangana y Konsep surat Surat
n surat pengantar pengantar
pengantar - pengiriman berkas pengiriman
pengiriman PK PK ke MA 1 Hari berkas PK
ke MA yang sudah
Ya ditanda
tangani
19 | Menginput Surat E - Surat pengantar Data
Pengantar di pengiriman berkas telah
SIPP dan PK terinput
mencatat dalam - Register 1 Han di SIPP
register - SIPP dan
- ATK tercatat di
reqister
20 | Mengirim berkas v - Berkas perkara Tanda bukti
PK (bundei A & bundei pengiriman
B) )
T - Surat pengantar 3 Hen
- Barcode
- ATK
21 Memberitahukan A4 - Putusan PK 3 Hari Relaas
putusan PK kpd - SIPP Keri pemberitah
Pemohon PK, - ATK €031 van
Termohon PK, | - Buku Ekspedisi putusan PK
Lapas —
22 | Menyerahkan - Dokumen
arsip berkas é elektronik 3Hari |tersimpan di
perkara PK ke - Bundel A & Bundel Kerja |kepaniteraan
kepaniteraan B hukum
hukum

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1461/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

AT

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

ULch 00 b

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana Banding

NownswN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No| Aktivitas Petugas Staf / Panmud . Persyaratan/
PTSP | Mejail | Pidana IS/ISP | PANRRR | oiengiapan | YoM | Quepat
1 | Menerima - Permohonan 1 Hari Permohonan
Permohonan CD grasi grasi lengkap
Grasi - Putusanyang
dimohonkan
grasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
2 | Membuat Akta v - Permohonan 2 Hari Konsep Akta
permohonan _ | Tidak grasi Permohonan
Grasi dari = - Putusanyang Grasi dari
terpidana I dimohonkan terpidana
arasi
- Surat kuasa
(jika ada)
- ATK
3 | Koreksidan Konsep Akta 3 Hari Konsep Akta
pemberian Permohonan permohonan
paraf Ya Grasi dari grasi yang
terpidana sudah diparaf
4 | Menandatangani 3 Konsep Akta 1Hari | Ata
Akta permohonan permohonan
permohonan grasi yang grasi
grasi sudah diparaf
5 | Permintaan ¥ - Akta 8Hari | Surat
keterangan permohonan keterangan
tentang grasi tentang
terpidana I - Surat terpidana dari
kepada permintaan Lapas
Kalapas keterangan
6 | Input data 8 Akta 1 Hari Data telah
permohonan permohonan terinput dalam
Grasi di SIPP grasl SIPP dan
dan dicatat di - ATK dicatat dalam
Register Grasi - Register register
- SIPP
7 | Menyusun dan P - Berkasperkara| 3 Han Konsep surat
membuat e Tidak (bundel A dan pengantar
Surat B bundel B) pengiriman
Pengantar [ - ATK berkas grasi
Pengiriman ke MA
berkas grasi
8 |Mengoreksi dan Konsep surat 2 Han Surat pengantar
menandatangani pengantar pengiriman
Surat Pengantar pengiriman berkas grasi
Pengiriman Ya berkas grasi yang sudah
berkas grasi ditandatangani
9 | Mengirim * - Surat 2 Har Tanda bukti
berkas Grasi pengantar pengiriman
- Ak
10 | Tnput Surat - Surat 5Jam | Datatelah
Pengantar di pengantar terinput di
SIPP dan pengirman SIPP dan
mencatat berkas grasi tercatat di
dalam register I - Register register
- Sipp
- Ak
11 | Arsip berkas - Putusan 3 Han Arsip tersimpan
perkara grasi - Akta-akta sebagai arsip
di simpan di - Permohonan aktif di
arsip aktif grasi Kepaniteraan
- Surat Pidana
keterangan
tentang
terpidana dari
lapas

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1462/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 202

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

Pl

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RL

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Larangan PK tehadap Putusan Praperadilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberiakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat  Keputusan = Mahkamah  Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/1V/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

AT o e o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana

NN BN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Praperadilan

Halaman 1 dari 3




‘ Pelaksana Mutu Baku
No.|  Aktivitas Petugas | Staf / | panmud | Panmud | l KPN/ Persyaratan/ i Ket
PTSP M;!l)a Pidana Hukum | s PP Hakim i Panitera WKPN Perlengkapan Waktu \ Output

1 |Menerima berkas Tidak | | - Permohonan | Berkas
]Pemﬂ\onan | | Praperadilan |
praperadilan | | - Surat kuasa | yang lengkap

‘ | jika ada 1 Jam
| | - Ceklist
| ‘ kelengkapan
‘ : : berkas |

2 |Menelit ‘ ; Permohonan | Ceklist telah
kelengkapan ‘, ‘ Praperadilan |ditanda
Ipermohonan pra [ | - Surat kuasa /tangani
'peradilan dan | jika ada 2Jam |
|membuat tanda | - Ceklist |
iterima { kelengkapan ‘
| I berkas !

3 Menginput datadi v | Permohonan iDataterinput
S1PP dan | Praperadilan |kedalam SIPP
imencatat dalam ‘ - Suratkuasa |dan tercatat
register | jika ada 1Jam | kedalam

I | - Ceklist |register
: ‘ kelengkapan ‘
| { berkas [

4 | Menunjuk Hakim “ - Berkas |Penetapan

melalui SIPP | - ATK | penunjukan
[ - SIPP 1Jam |Hakim
! i }

| | |

5 |Menunjuk Panitera 3 | Berkas |Penetapan
|Pengganti melalui | | - ATK \penunjukan
SIPP | [ - SIPP |Panitera

‘ ‘ - Penetapan 1Jam pengganti
| penunjukan ‘
r‘ hakim [

6 .Mencatat v | Berkas "Data tercatat
penunjukan Hakim [ { - ATK dalam register
;dan Panitera | | - Penetapan
\Pengganti [ | penunjukan
kedalam register ‘ | Hakim 1lm |

| \ - Penetapar |
| penunjukan |
| Panitera \
| | Pengganti |

7 Menerima | | - Berkas perkara | Penetapan

| pra peradilan hari sidang
/dan Membuat ‘ - A @
IPenetapan ' l A . Sipp 23am
‘Hari sidang |
\melalui Sipp [ [ ‘\

& s R ot | s
\berkas dari Hakim | - Ekspedisi 1 3am ;Perkara
ke Panitera 1 \

Pengganti ——.. |

9 Membuat dan ' - Berkas perkara | ‘Relaas
|menyampaikan pra peradilan panggilan
Ipanggilan sidang - ATK 3 Jam ‘snc‘.‘sng

i | - Penetapan 4
| 1 hari sidang | |

10 |Melaksanakan | A Berkas perkara | |BA Sidang 1
|Proses | pra peradilan |
Persidangan [ - AKK 7 |

| - Penetapan hari |
| | A Harl

[ | sidang Kerja 1
[ - Relaas |
. panggilan ]
| sidang |

11 Melaksanakan | - Berkas perkara | Putusan
‘Penguaxpm | BA Sidang 3 Jam |
{ 7 Putusan l
|

12 |Menginput | | - Putusan |Putusan
|pumgn kedalam | SIPP 1 am i‘emp“‘
g | ‘kedalam SIPP

i_fs—iﬁmginput e-doc i l - Putusan e-doc putusan
|putusan ke dalam | - SIPP 1 Jam lengkap
lSIPP | \‘

! ! | |

17 Penyelesaian [ ! 1 - Berkas 7Hari  Berkas
berkas perkara i A | perkara \perkara
| | |

‘ |
S . | ‘ |

18 Meneliti ‘ v [ - Berkas 3 Han |Berkas
\kelengkapan ! perkara |perkara
\berkas perkara ; lengkap

\lengkap

|
l
|

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
Petugas S:e:a, Panmud | Panmud 3 PP |Hakim| Panitera| "™/ Persyaratan/ | oo | output
PTSP I Pidana Hukum WKPN Perlengkapan
19 |Menerima 1 I Berkas perkara | 2 hari |Berkas
berkas dan L.J Tidak lengkap perkara
meneliti - Ekspedisi lengkap
kelengkapan
berkas perkara
Ya
20 Melakukan \ 4 - Berkas 1 hari  |Berkas
penjilidan perkara perkara
lengkap lengkap
| sudah dijilid
21 Menginput - Berkas 1 Hari |Tanggal
tanggal minutasi A perkara minutasi
pada sipp dan - Checklist telah diinput
dicatat kedalam kelengkapan pada SIPP
register berkas dan telah
- Ekspedisi tercatat
- Buku pada
register register
16 Menyerahkan - Berkas Perkara BA
berkas in active ke dan Putusan 3 Hari Penyerahan
uKkum =
(@D e
Penjelasan pada kolom keterangan :
*1 Terhitung sejak pembacaan permohonan

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1463/0T7.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

=

DEKA DIANA

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL
29 AYAT (2) DAN AYAT (3)

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

bt el o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Penahanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana

Mutu Baku
Aitas Petugas Staf Panmud | Panitera | KPN/ Persyaratan/ Waktu | Output
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
Menerima 4 - Permohonan  dan Tanda Terima
permohonan Q‘ Tidak lampirannya 1 3m
1 ATK
Meneliti - Permohonan  dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan Tanda terima
2 Jam
- Ceklist
Ya kelengkapan
berkas
Membuat konsep v Permohonan Konsep
Penetapan Tidak lengkap Penetapan
perpanjangan < ATK 3Jam
penahanan (|
Mengoreksi dan Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep 2 yang sudah
penetapan v 2 Jam diparaf
Vﬁ Panmud
- B Pidana
Mengoreksi dan - Penetapan yang Penetapan
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf 2 Jam yang sudah
perpanjangan Panmud Pidana diparaf oleh
penahanan Panitera
Menandatangani Nt— - Penetapan yang Penetapan
perpanjangan Ya sudah diparaf | |y | yang sudah
penahanan Panmud Pidana ditanda tangan
o ' dan Panitera
Mencatat kedalam - Penetapan yang Tercatat
Register sudah ditanda kedalam
perpanjangan tangan 1 Jam Register
penahanan T
Mengirim y - Penetapan 3 Jam Tanda bukti
penetapan - Buku Ekspedisi pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
pemohon
Menyimpan arsip v - Berkas Penetapan
penetapan D permohonan  dan perpanjangan
perpanjangan penetapan 1 Hari penahanan
penahanan perpanjangan tersimpan dalam
__penahanan arsip

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1464/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI e

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

BT

DEKA DIANA

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN ATAS
PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL
25 AYAT (2)

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI

. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/I1/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

Ll ol cl el

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Penahanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Petugas Panmud KPN / Persyaratan/
PTSP Staf pidana Panitera WKPN Perlengkapan Waktu Output
Menerima Tidak Permohonan  dan Tanda Terima
permohonan lampirannya 1 3am
ATK
1
Meneliti - Permohonan  dan Permohonan
kelengkapan lampiranya lengkap
permohonan - Tenda tenma
2 Jam
Ceklist
Ya kelengkapan
berkas
Membuat - Permohonan Konsep Penetapan
Konsep & Tidak lengkap
Penetapan ATK 3 Jam
perpanjangan ¢
penahanan ¥
Mengoreksi dan /\ - Konsep penetapan Penetapan yang
memaraf konsep > 2 Jam sudah diparaf
penetapan \ﬂa panmud Pidana
Mengoreksi dan - yang Penetapan yang
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf 2 Jam sudah diparaf
perpanjangan Panmud Pidana Panitera
hanan
Menandatangani Ya Y - Penetapan yang Penetapan yang
perpanjangan sudah diparaf 1 Jam sudah ditanda
penahanan Panmud Pidana tangani
— dan Panitera
Mencatat kedalam Penetapan yang Tercatat kedalam
Register sudah ditanda Register
perpanjangan tangani 2 Jam
penahanan
| i
Mengirim { Penetapan Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi 3 Jam pengiriman
perpanjangan
penahanan ke
U
Menyimpan arsip v Berkas Arsip perpanjangan
penetapan CD permohonan  dan penahanan
perpanjangan penetapan 1 Han tersimpan
penahanan perpanjangan
___penahanan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1465/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
/2»7
DEKA DIANA
SOP PERMOHONAN 1JIN / PERSETUJUAN
NAMA SOP BESUK (PERKARA PIDANA UMUM,
TIPIKOR, ANAK DAN PERIKANAN)

DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
Acara Pidana SOP Penyelesaian Perkara Pidana Tipikor

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

6. Peraturan Menkeh RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun
1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 : Ijin
Besuk)

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

10. Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar ~ Pelayanan
Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Perikanan
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

el

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

SRR

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

DO DD

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Staf Panitera
Kepaniteraan Muda Majelis
Pe':Tusq‘;a Pidana / Pidana / | Panitera| Hakim / Perll eusyarak;an '{ Waktu Output
Tipikor / Tipikor / Hakim englapa
Perikanan Perikanan
Menerima surat Permohonan izin Permohonan 1zin Permohonan izin
besuk dari Pemohon besuk besuk lengkap
1 Jam
Membuat izin besuk v - ATK Konsep surat 1zin
Tid - Data SIPP besuk
< - - Permohonan izin
besuk 2 Jam
|
Mengoreksi dan memberikan Konsep surat Izin Surat izin besuk
paraf \ besuk yang sudah
2 Jam diparaf
b &
Menandatangani Penetapan izin } - Permohonan Penetapan Izin
besuk - ATK besuk yang
- Surat izin besuk sudah di
yang sudah 1 Jam tandatangani
I diparaf

Menyerahkan Penetapan izin A 4 - Penetapan Izin Tanda terima
besuk kepada Pemohon D besuk yang penyerahan surat

sudah di 2 Jam izin besuk

tandatangani kepada pemohon

- _Buku Ekspedisi

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1466/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

DE

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1)
(2) dan (3) KUHAP

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana,Tipikor dan Perikanan
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

PR o I

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

b SCARE ST ol

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Pelak Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN / Persyaratan/ Waktu Output
Pidana WKPN Perlengkapan
Membuat - Berkas perkara Konsep 1
permohonan " Tidak - Penetapan permohonan
perpanjangan < penahanan Majelis perpanjangan
penahanan ke PT Hakim dari Ketua Majelis
melalui KPN - Penetepan 2 Jam
perpanjangan
penahanan oleh KPN
- Buku Ekspedisi
- ATK
Mengoreksi konsep Konsep permohonan Permohonan
permohonan perpanjangan berserta 30 perpanjangan
perpanjangan dan berkas perkara dari Ketua Maielis
memberi paraf
Menandatangani —ﬁ surat permohonan surat
surat permohonan Ya perpanjangan permohonan
perpanjangan penahanan Yang | 5 3um | Perpanjangan
penahanan ke PT sudah diparaf penahanan yang
sudah
| ditandata
Membuat surat A 4 - Permohonan Konsep surat
pengantar perpanjangan 3 m permohonan ke
permohonan ke PT berkas perkara PT
1
Penandatanganan i Konsep surat Konsep surat
surat pengantar ke permohonan permohonan
PT perpanjangan pespanjangan
penahanan 33Jam | penahanan yang
I sudah diparaf
Pengiriman surat v Permohonan Tanda bukti
permohonan perpanjangan pengiriman
perpanjangan penahanan
penahanan ke - Buku Ekspedisi
Pengadilan Tinggi 3 Jam
Penyimpanan arsip Surat permohonan Arsip surat
surat permohonan A 4 perpanjangan
perpanjangan ‘ ) penahanan pertinggal perpanjangan
penahanan ke PT 1 Hari penahanan
tersimpan

*1. Permohonan perpanjangan penahanan diajukan minimal 10 hari sebelum masa tahanan berakhir

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1467/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

A

DEKA DIANA

SOP PENANGGUHAN PENAHANAN

NAMA SOP PERKARA PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana
Secara Teleconference

SOP Penyelesaian Perkara Pidana (Biasa, Tipikor, Perikanan dan Anak)

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

bl ol e

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

el O i

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Formulir Ijin Bantar

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas
Petugas Panitera Panmud Panitera 5 Persyaratan /
PTSP Pengganti Pidana Hakie Perlengkapan Wakty Outpuk
Menerima surat Permohonan b Permohonan permohonan
Penangguhan Penahanan dari ( >‘ Tidak Penangguhan penangguhan
Pemohon Penahanan 1 Jam penahanan
Surat Kuasa jika ada
\ 4
Meneliti kelengkapan \ Permohonan permohonan
permohonan penangguhan penangguhan 2 Jam penangqguhan
penahanan penahanan penahanan
Berkas perkara lengkap
Memeriksa dan Vi ‘ berkas perkara Persetujuan
mempertimbangkan Surat permohonan 33m atau
permohonan penangguhan kelengkapan penolakan
penahanan 1 | persyaratan
Membuat konsep penetapan v ATK Konsep
penangguhan penahanan berkas perkara penetapan
surat permohonan 3Jem penangguhan
1 1 yang sudah disetujui penahanan
Menandatangani penetapan A Konsep penetapan penetapan
penangguhan penahanan penangguhan 23Jam | penangguhan
T penahanan penahanan
Membacakan penetapan A 4 Penetapan Salinan
penangguhan penahanan penangguhan 2 Jam Penetapan
penahanan penangguhan
‘——’ penahanan
Penyerahan Penetapan dan - Uang jaminan BA penerimaan
menerima uang jaminan penetapan 3Jam uang jaminan
penangguhan penahanan (jika penangguhan penangguhan
ada) .——’ penahanan penahanan
Menyimpan arsip penetapan Berkas  permohonan Arsip
penangguhan penahanan é dan penetapan | . penangguhan
penangguhan penahanan
penahanan tersimpan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1468/0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
A
DEKA DIANA
SOP PROSES PENYELESAIAN
NAMA SOP PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 32 — Pasal 37)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

2009 tentang

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Penyelesaian Perkara Tipikor

SOP Penyelesaian Perkara Perikanan

el b o

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

b

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

NN RN =

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

Halaman 1 dari 2

tertib administrasi tidak akan




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panmud
Petugas Pidana / . KPN / Persyaratan/
PTSP Tipikor / Panitera WKPN Perlengkapan | WaKtU Output
Perikanan
1 | Menerima Tidak -Permohonan dan Tanda terima
Permohonan lampirannya Permohonan
-Softcopy dari 13am
penyidik
-ATK

2 | Meneliti v -Permohonan dan Permohonan
kelengkapan \ lampiranya lengkap
permohonan -Tanda terima

permohonan 4 Jam
-Ceklist

Ya kelengkapan
berkas

3 Membuat -Permohonan Konsep
Penetapan ijin Tidak lengkap Penetapan
penggeledahan < A 2Jam

———

4 Mengoreksi dan Konsep penetapan Penetapan
memaraf konsep o yang sudah
penetapan Lt 3Jam | diparaf oleh

Ya Panitera Muda

S | Mengoreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf Penetapan Tidak sudah diparaf oleh yang sudah
ijin/persetujuan Panitera Muda 1Jam | diparaf oleh
Penggeledahan Ya Panitera

6 | Menandatangani L4 Penetapan yang Penetapan
ijin/persetujuan sudah diparaf oleh yang sudah
Penggeledahan Panitera Muda dan 1Jam | ditanda

T Panitera tangani

7 Mencatat kedalam Penetapan yang Tercatat
Register sudah ditanda 1 Jam kedalam
ijin/persetujuan tangani Register
Penggeledahan

8 | Mengiim v -Penetapan Tanda bukti
peTieinpal -Buku Ekspedisi 33am | PeNGiniman
ijin/persetujuan
Penggeledahan

9 Menyimpan arsip Berkas Arsip ijin /
penetapan A 4 permohonan dan persetujuan
ijin/persetujuan < ) penetapan ijin / 1 Hani Penggeledahan
Penggeledahan persetujuan tersimpan

Penggeledahan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1469/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun
j/b“?

DEKA DIANA
SOP PROSES PENYELESAIAN
HARS0E PERMOHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Jo Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan

Surat Keputusan  Mahkamah  Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan  Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379

/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara
Teleconference

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

1. Jika SOP
tercapai

ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi tidak akan

tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3

At ol e

SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Printer
Scanner

e R o

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer
Jaringan Internet/LAN

Mesin Fotocopy
Buku Register Diversi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Permohonan Diversi

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas -
Petugas Panmud . KPN/ Persyaratan
TS Staf Pidana Panitera WKPN Periengkapan Waktu Output
Menerima Tidak -Permohonan. ) Tanda Terima
Permohonan Penetapan Diversi g dan
Penetapan Diversi (: -Berita Acara Diversi | 1 P™ | permahonan
e -Kesepakatan Diversi Pen.diversi
Mengoreksi -Permohonan Berkas
Kelengkapan Penetapan Diversi : permohonan
permohonan diversi -Kesepakatan Diversi | 2 jam z\\,gerki
____|Ya
Membuat konsep ‘_' -ATK Konsep
Penetapan Diversi e Tidak -%grkag permohonan it Penetapan
| -
e A Bl
dan pa E
Penetapan Diversi > 3 jom E?;J rasfl.udah
t Ya Panmud
S— Pidana
Mengoreksi dan -Penetapan yang Penetapan
paraf Penetapan Tidak Psudah 4 pidadlpara! i gang r;jdah
Diversi anmu na ipa
" -Berkas permohonan Panitera
Ya
Menal ni v -Penetapan yang Penetapan
pmemmersi sudah diparaf Diversi
Panmud Pidana dan| 1 jam
T Panitera
f -Berkas panptwn _
S * Eekas pamon dalom S1PP
SIPP dan -
pencatatan -SIPP S jam dan tercatat
kedalam Register -Register dalam register
Diversi —
Mengirim ¥ -Penetapan Tanda bukti
penetapan Diversi -Buku Ekspedisi pengiriman
kepada Pemohon 2 Hari
Menyimpan arsip -Berkas pemﬂxonan Arsi_p Diversi
penetapan Diversi -penetapan Diversi 1 Hari tersimpan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1470/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP IJIN PEMBANTARAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal
9) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit (Pasal 9
Ayat 1 (pembantaran/stuiting), Ayat 2 (sakit jiwa))
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379 /DJU/PS.00/3/2020 hal persidangan perkara pidana
secara Teleconference

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana,Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

1B S0 I et

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

N O iR

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Penahanan

Halaman 1 dari 2




No

Aktivitas

Mutu Baku

Petugas PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud
Pidana /
Tipikor /
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu Qutput

Menerima surat
Permohonan Pembantaran

Tidak

)

- Surat
pemberitahuan
dari Rutan

- Surat
keterangan
rumah sakit

- Tanda terima
surat

1 jam pemberitahuan

rumah sakit

Meneruskan surat
permohonan pembantaran

Ya

- Surat
pemberitahuan
dari Rutan

- Surat
keterangan
rumah sakit

lengkap

1jm

Memeriksa dan membuat
pertimbangan permohonan
pembantaran

- Berkas perkara

- Surat
pemberitahuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit

Menyetujui
pembantaran

1 Han

Mengetik konsep penetapan
pembantaran

- Berkas perkara

- Surat
pemberitahuan
dari rutan

- Surat
Keterangan
rumah sakit
ATK

pembantaran

4 jam

Menandatangani penetapan
pembantaran

Konsep
penetapan
pembantaran

Penetapan

2 jam pembantaran

Menyerahkan penetapan
pembantaran

-Penetapan
-Buku Ekspedisi

Tanda bukti
penyerahan

Halaman 2 dari 2

- Surat keterangan

Surat pemberitahuan

Konsep penetapan




NOMOR SOP W5-U9/1471/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II /\ta"/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ’ /

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
haMasoP BANDING PIDANA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | 1 SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana Umum,
Acara Pidana Tipikor, Perikanan dan Anak
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 2 SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Kekuasan Kehakiman Anak

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang | 3  pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum PERINGATAN/CATATAN :

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

Kesekretariatan Peradilan KUALIFIKASI PELAKSANA :
5. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan

persidangan perkara pidana di pengadilan secara 1. 53
elektronik 2. 52

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 | 3- S-1
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 4. D3

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor | 5. SMU Sederajat

1 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1l | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi | 2. Komputer

Peradilan 3. Jaringan Internet/LAN
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera | 4. Printer

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 5. Scanner

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur | 6. Mesin Fotocopy

Administrasi Pemerintahan 7. SIPP

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pedoman Standar Pelayanan 1. Berkas Perkara

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan | 2. Buku Register Banding
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang | 3. Peralatan Komputer
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
i Staf Panitera
Aktivitas
kepaniteraan Muda
Petugas Pidana / Pidana / g Persyaratan /
pPTSP Tipikor/ | Tipikor; | Panitera | oo engkapan | Waktu Output
Perikanan / | Perikanan
Jsp
Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
m\oha\an pencabutan ‘ L - ;le'kas Perkara
ing - Komputer pencabutan
- Surat 1P| banding dari
permohonan pemohon
¥ - ATK
Meneliti persyaratan - Permotuan“ Persyaratan
penmband honan pencabutan - :arat kuasa jika Y pefmmmtan
ing
Ya SIPP banding lengkap
Mengetik akta pencabutan l - Akta Banding Konsep Akta
peagren ¥ Tidak - penmbutann Hari pernyataan
< 1 i
i banding lengkap banding
| S ——— ATK
Mengoreksi dan paraf akta - Akta Banding Konsep Akta
e " i o
banding g
pernyataan Actiand banding sudah
Ya banding diparaf
- ATK
Menandatangani akta ; onsep Akta Akta pencabutan
pencabutan pemyataan pencabutan ! permyataan
banding yang telah ditanda pernyat.;an banding 1 Har banding yang
tangani pemohon I sudah diparaf dgm;dah
Menyerahkan akta pemyataan - Buku ekspedisi Tandg'buku
pencabutan permohonan v - Akta pemnaa;‘butan pengiriman
bandi pernya
" banding yang 1 Hari
sudah
ditandatangani
- ATK
- Siep
Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tand;lmkti
pencabutan \ 4 - Akta pencabutan pengiriman
banding ke Pengadilan Tinggi pemyataan Relaas )
dan Pemberitahuan banding yang Pemberitahuan
Pencabutan kepada sudah ) 1 Had Pencabutan
Termohon Banding gTrtindataman Banding
Menginput pencaputan v - Akta pencabutan Eeaatgl?lr;?g; i
pernyataan banding kedalam pernﬁtaan m n
SIPP dan mencatat dalam banding 5jam ter@tat kedalam
Register I - RS:;GG' register
- ATK
Mengarsipkan akta v Akta pencabutan 2 Jam Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pemyataan
permohonan banding banding




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1472/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

S

DEKA DIANA

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

NAMA SOP KASASI PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat
pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai
pedoman tugas bagi pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Kasasi/PK
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Pada Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana Umum, Tipikor,
Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak

3. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

U1 BN

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

B B o

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Panitera Keterangan
Staf kepaniteraa Muda
Pe;“rs’:‘ Pidana / Tipikor /| Pidana/ | Panitera mp‘; ﬁ waktu Output
Perikanan / JSP Tipikor /
Perikanan
Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permohonan
kasasi Q - ATK 1jam pencabutan
- Komputer kasasi dari
- Surat pemohon
permohonan
Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan \ - Surat kuasa jika permohonan
kasast ada 1 hen pencabutan
Ya - SIpp kasasi lengkap
[r——
Mengetik akta pencabutan ‘ - Akta Kasasi Konsep Akta
pemyataan kasasi P Tidak permohonan pencabutan
i pencabutan 1 hari pernyataan
kasasi lengkap kasasi
je— - AT
Mengoreksi dan paraf akta - Akta Kasasi Konsep Akta
pencabutan pemyataan - ATK pencabutan
kasasi 5 Konsep Akta 1 hari pemyataan
Ya pencabutan kasasi sudah
pernyataan diparaf
kasasi
Menandatangani akta 4 Konsep Akta Adta Setelah akta
pencabutan pemyataan pencabutan pencabutan ditandatangani,
kasasi bersama pemohon pernyataan kasasi pernyataan kemudian akta
sudah diparaf 1 Han kasasi yang diberikan
sudah kepada
ditandatangani | Pemohon
Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi - Tanda bukti
pencabutan permohonan A 4 - Akta pencabutan pengiriman
kasasi ke Mahkamah Agung pernyataan - Relaas
dan Pemberitahuan kasasi yang 1 Hari pemberitahu
Pencabutan kepada sudah an
Termohon Kasasi ditandatangani
- ATK
Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan kasasi kedalam A 4 pernyataan kedalam SIPP
SIPP dan Mencatat dalam kasasi 5 jam dan tercatat
Register - SIpp kedalam
l - Register register
- ATK
Mengarsipkan akta L 2 Akta pencabutan 2 Jam Arsip
pernyataan pencabutan O pernyataan kasasi tersimpan
permohonan kasasi




MAHKAMAH AGUNG R.L.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1473/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

g

DEKA DIANA

PENCABUTAN PERMOHONAN

NAMA SOP PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2:

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana di pengadilan secara
elektronik

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat
pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai
pedoman tugas bagi pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Kasasi/PK
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara Jo Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Pada Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara Pidana Umum, Tipikor,
Perikanan dan Anak

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak

3. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

QB W

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara

N S0 e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara, Buku Register PK dan Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Ket
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf )
Aktivitas kepaniteraan P::u?;a
Petugas Pidana / < 5 Persyaratan /
PTSP Ti_pikor / ":'ilgiak':aar ; FasRein Perlengkapan Waktu Output
Perll;g:an / Perikanan
Menerima dan Tidak - Buku Register 1jam | Diterimannya
memeriksa < - Berkas Perkara permohonan
permohonan - Komputer pencabutan
pencabutan - Surat Peninjauan
Peninjauan Kembali permohonan Kembali dari
- ATK pemohon
Meneliti persyaratan - Permohonan 1 Hari Persyaratan
permohonan \ - Surat kuasa jika permohonan
pencabutan ada pencabutan
Peninjauan Kembali Ya - Sipp Peninjauan
Kembali lengka
Mengetik akta - Akta Peninjauan 1 Hari | Konsep Akta
pencabutan Y . Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali < Tidak - permohonan Peninjauan
pencabutan Kembali
| Peninjauan
Kembali lengkap
- ATK
Mengoreksi dan paraf Y - Akta Peninjauan 1 Hari | Konsep Akta
akta pencabutan Kembali pencabutan
Peninjauan Kembali \ - Konsep Akta Peninjauan
pencabutan Kembali sudah
Ya Peninjauan diparaf
Kembali
- ATK
Menandatangani akta 2 Konsep Akta 1 Hari Akt.? pencabutan
pencabutan pencabutan Peninjauan
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali yang
bersama pemohon Kembali sudah sudah
l diparaf ditandatangani
Menginm akta - Buku ekspedisi 1 Hari - Tanda bukti
pencabutan  / - Akta pencabutan penginma
permohonan Peninjauan - Relaas
Peninjauan Kembali ke Kembali yang pemberitahuan
MA dan sudah
Pemberitahuan ditandatangani
Pencabutan kepada - ATK
Termohon PK
Menginput pernyataan i - Aktapencabutan | 5jam | Data terinput
Peninjauan Kembali Peninjauan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan Kembali dan tercatat
mencatat dalam I - SIPP kedalam register
Register - Register
- ATK
Mengarsipkan akta A Akta pencabutan 2 jam | Arsip tersimpan
pencabutan ( , Peninjapan
permohonan Kembali
Peninjauan Kembali

Penjelasan pada kolom Keterangan :
*1  Setelah akta ditandatangani, kemudian akta diberikan kepada Pemohon

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.IL.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1474/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

el

DEKA DIANA

IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH
NAMA SOP PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM,
TIPIKOR, PERIKANAN DAN ANAK)

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

10.

11.

12.

13:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 38 — Pasal 46)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar ~ Pelayanan
Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan
Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

N H Wi

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Buku Register Perkara Pidana

@Y th B b

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksa Mutu

NO  autivitas —Petuga Ke

staf PJanmu Panite E(PN P?rsyarata Wa Output

1 Menel’im >, = 4 1iam Tanda Torima
" CP‘ Perlengka

pan
- Permohonan dan
2 |Meneliti "\ 'é"‘o"flp"'a“"g’a. 3jam | Permohonan
- Copy Gan lonnka
kelengka penyidik ponlan
Ya - ATK
- Permohonan dan
lampiranya
- Tanda terima
3 [Membuat k4 Tidak g":]f_’:tma" 3 jam| Konsep
s exli Panatanan
Penetapan kelengkapan ?
ijin/persetuj Y

4 |uan Konsen 7 iam | Penetap

penyitaan g an yang
a 2

5 |Mengoreksi Penetapan 2jam | Penetapan
dan Paraf yang sudah yang S:Jdah
Penetapan o e
jin/persetujuan

6 Denyitaan Penetapan 1iam | Penetap
Menandatangani yang sudah an yang

— — diparaf Zlgi';

7 |Mencatat X Panitera Muda Toam | o
?;'erf;ilpear?e?i%ﬁer dan Panitera Tercatat
i AR A Ve
penyitadn —

8 |Mengirim A4 - Penetapan 3iam | Tanda
penetapan - Buku Ekspedisi ki
ijin/persetujuan
penyitaan

9 | Menyimpan arsip { Berkas 1 har | Arsip
penetapan permohonan dan iiin rsetu
ijin/persetujuan CD penetapan ] /pe
nanvitaan ilin/narcatiinan ]Uan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas 1I

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1475/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

P

DEKA DIANA

SOP PERMOHONAN PENGALIHAN

NARASR PENAHANAN

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Pasal 23)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor,
Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

L R

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy
Formulir-Formulir

SIPP

Q@ Nov bW o e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Panitera
" Muda Majelis
Petugas Panitera Pidana / Panitera Hakim / Persyaratan'/ Waktu Output
PTSP Pengganti Tipikor / Hakim Perlengkapan
Perikanan
1 [Menerima surat Permohonan Tidak - Permohonan Permohonan
pengalihan penahanan > Peralihan/ i peralihan/
penahanan 1jm | penahanan lengkap
2 | Meneruskan surat permohonan A - ATK Konsep Penetapan
pengalihan penahanan \ - DataSIPP Peralihan /
- Permohonan 23 penahanan
peraliary Jom
Ya penahanan
3 | Memeriksa dan membuat 1 - Berkas perkara Menyetujui
pertimbangkan permohonan - Surat Permohonan
pengalihan penahanan pemberitahuan pengalihan/
dari rutan/Surat 1 Har | penahanan
Keterangan .
rumah sakit /
Jaminan
4 | Mengetik konsep penetapan izin v Konsep surat Penetapan
pengalihan penahanan pengalihan / peralihan/
penahanan 2 jam | penahanan yang
l_ sudah diparaf
5 | Membacakan dan - Permohonan Penetapan
Menandatangani Penetapan v - ATK Peralihan/
pengalihan penahanan - Surat peralihan/ penahanan yang
penahanan yang | 2 jam | sudahdi
I sudah diparaf tandatangani
6 | Menyerahkan Penetapan - Penetapan Tanda terima
pengalihan penahanan kepada \ 4 Peralihan/ penyerahan surat
Pemohon ‘ ’ penahanan yang 1 Hari peralihan/
sudah di penahanan kepada
tandatangani pemohon
- Buku Ekspedisi

Halaman 2 dani 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1476/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

T

DEKA DIANA

NAMA SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum,Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

el o

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

A Lokt el v

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Aktivitas Panmud Ket
Petugas Panitera Pidana / . < Persyaratan /
PTSP Pengganti |Tipikor / Pahitern] Hakim Perlengkapan Wakin Output
Perikanan
Menerima surat - - Surat 1jam |Tanda terima
permohonan pinjam C\: permohonan
pakai barang bukti — - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
Meneliti kelengkapan i - Surat 2 jam  |Persyaratan
permohonan pinjam \ permohonan lengkap
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
Ya kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
Memeriksa dan 3 - berkas perkara 1 hari |Menyetujui
mempertimbangkan - Surat pinjam pakai
permohonan pinjam permohonan barang bukti
pakai barang bukti - Surat kuasa
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
Mengetik konsep - berkas perkara 3jam  |Konsep
penetapan pinjam pakai A 4 - Surat penetapan
barang bukti permohonan pinjam pakai
- Surat kuasa barang bukti
apabila pemohon
kuasa hukum
terdakwa
- Buktiidentitas
pemohon
- ATK
Menandatangani A 4 Konsep penetapan 2 jam  |Penetapan
penetapan pinjam pakai pinjam pakai barang pinjam pakai
barang bukti T bukti barang bukti
Mengirimkan tembusan - Surat pengantar 3jam |Tanda terima
penetapan pinjam pakai y penetapan
barang bukti kepada - Penetapan pinjam
penuntut umum ) pakai barang
bukti
Menyerahkan penetapan - - Penetapan 3jam |Tanda terima
injam pakai bara pinjam pakai
gugﬁ . o CD barang bukti
- Ekspedisi




MAHKAMAH AGUNG R.L.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung
Kembang Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1477/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

DE

NAMA SOP IJIN BEROBAT

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 : Ijin
Besuk)

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal
9) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1989 tentang Tahanan Yang Menderita Sakit (Pasal 9
Ayat 1 (pembantaran/ stuiting), Ayat 2 (sakit jiwa))
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Pembantaran (Poin 28)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan dan Anak
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S3
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

N AW

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN
Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

SIPP

MOVUUR W N

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panmud

Pidana /

Tipikor /
Perikanan

Panitera
Pengganti

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Ket

Menerima surat
permohonan ijin
berobat

Tidak

‘ _):

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabiia
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

1 jam

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin
berobat

Da

Ya

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan ijin
berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

2 jam

Menyetujui
ijin berobat

Mengetik konsep
penetapan ijin berobat

- Berkas
perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

1 jam

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani
penetapan ijin berobat

Konsep
penetapan ijin
berobat

1jam

Penetapan
ijin berobat

Mengirimkan tembusan
penetapan ijin berobat
kepada penuntut
umum

S

Surat pengantar
penetapan ijin
berobat

3 Jam

Tanda
terima

Menyerahkan
penetapan ijin berobat

- Penetapanijin
berobat
- Ekspedisi

3 Jam

Tanda
terima




MAHKAMAH AGUNG R.I.
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/1478/0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

o

DEKA DIANA

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

NAMA SOP PEMILU

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

379 /DJU/PS.00/3/2020 hal persidangan perkara pidana
secara Teleconference

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Umum dan Anak
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

53
S-2
S-1
D-3
SMU Sederajat

Hh o N

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Jaringan Internet/LAN

Printer

Scanner

Mesin Fotocopy

Register Perkara Pidana Biasa

SO O 0N e

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas  Petugas Panmud Panmud . .| KPN/ Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP Pidana Hukum PaniteraHakim WKPN| Perlengkapan Waktu Output
1 | Menerima ; - Berkas perkara 1Jam - Berkas
berkas perkara ‘ ,-l T - Checklist diterima/
kelengkapan Ekspedisi
berkas - Cheklist
- Tanda bukti yang sudah
pelimpahan ditandatang
perkara ani petugas
- Penyelesaian
paling lama 7
(tujuh) hari kerja
sejak
pelimpahan
2 | Meneliti y - Berkas Perkara 3jam - Berkas
kelengkapan \ - Cek List Lengkap/tid
berkas kelengkapan ak lengkap
perkara, Ya berkas - tanda
termasuk terima
Barang Bukti pelimpahan
berkas
3 | Menginput - Berkas perkara 1Jam Berkas
data SIPP dan A 4 - Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN diberikan
perkara, - SIPP nomor perkara
pencatatan - Buku register
dalam induk
register
4 | Menyerahkan \ 4 Berkas Perkara 1 Jam Ekspedisi
berkas perkara
yang sudah
lengkap 1
5 | Menetapkan v - Berkas perkara 1Jam Penetapan
Majelis - SIpp penunjukan
Hakim/Hakim - Hakim Khusus Majelis/Hakim
P, -’ Pemilu
6 | Menunjuk v - Berkas perkara 1Jam | penunjukan PP
Panitera - SIpP
Pengganti (PP)
|
7 | Mencatat ‘ - Berkas perkara 1Jam | Register
penunjukan - Penetapan Manual dan
Hakim dan PP penunjukan SIPP
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register dan - SIpP
SIPP
8 | Menyerahkan - Berkas perkara 1Jam Ekspedisi
berkas perkara A4 - Penetapan
kepada Majelis
Hakim untuk
dibuat I
Penetapan hari
sidang
9 | Membuat \ - Berkas 1Jam - Penetapan !
Penetapan - SIpp penahanan
hari sidang - Penetapan
T Hari Sidang
Pertama
10 | Menyerahkan J - Pen. Penahanan 3 Jam Ekspedisi
penetapan 4 - Penetapan Hari
kepada staf Sidang
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
dan SIPP
11 | Proses Y Berkas Perkara 5 - BASidang
persidangan Hari - Putusan
12 | Penyusunan - Berkas Perkara 3 jam BAS yang *2
BAS _'] - Konsep BAS sudah ditanda
tangani oleh
Hakim dan PP

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas  Petugas Panmud Panmud F .| KPN/ Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf re Pidana Hukum Paniers|Hakim WKPN| Perlengkapan Waktu Output

13 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
BAS lengkap E - BAS lengkap 1 Jam gg%a'ahan
untuk - Ekspedisi S
penyusunan penyerahan
Putusan berkas

L

14 | Sidang - i - Berkas Perkara 3 jam Putusan yang
pengucapan - Putusan sudah ditanda
putusan tangani
Majelis I =|

15 | Mengetik v - Berkas Perkara 3jam | Petikan
petikan - Putusan Putusan
putusan L

B |

16 | Penyampaian A 4 Petikan  Putusan | 3Jam - Ekspedisi *3
petikan dan Siap dikirim - Tanda
salinan terima
putusan kpd I penyampaia
Penyidik, JPU, n petikan/
Terdakwa, salinan
KPU/KPUD dan
Lapas

17 | Penyelesaian Berkas perkara 7 Hari Berkas perkara
berkas perkara

18 | Menelit Berkas perkara 3 Han Berkas perkara
kelengkapan Tidak lengkap lengkap
berkas perkara

r—l

19 | Menerima - Berkas perkara| 2 hari Berkas perkara
berkas dan lengkap lengkap
meneliti / Ekspedisi
kelengkapan
berkas perkara Ya

20 | Melakukan A 4 Berkas perkara 1 hani Berkas perkara
penjilidan lengkap lengkap sudah

I dijilid

22 | Menginput - Berkas perkara 1 Hari Tanggal
tanggal 1 - Checklist minutasi telah
minutasi pada kelengkapan diinput pada
sipp dan berkas SIPP dan telah
dicatat I - Ekspedisi tercatat pada
kedalam Buku register register
register

23 | Menyerahkan ¥ - Berkas Perkara 3 heri BA Penyerahan
berkas ke CD yang sudah berkas
Panmud Berkekuatan Arsip perkara
Hukum Hukum tetap

- Cheklist

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1  Penetapan penahanan jika ada

2
"3

BAS harus selesai sebelum sidang berikutnya

Petikan Putusan disertakan seketika setelah pengucapan putusan

Halaman 3 dari 3




JNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

2022

---- |l|||||mll

:._‘: ‘» :
‘.4‘_ » 33

al 215 ssntity} LS 1 TR,
3 8 —u‘,‘n-l 48 alidd e -
_ Zirak SI88% 1 2R L L =8NS



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PERDATA

NO

NAMA SOP

KETERANGAN

sop

YANG DISEMPURNAKAN:

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA

1 W5.U9/02/S0P/1479/2022
MANUAL
SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

2 W5.U9/02/S0P/1480/2022
MEDIASI BERHASIL
SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

3 W5.U9/02/SOP/1481/2022
MEDIASI GAGAL

4 | SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA W5.U9/02/5S0P/1482/2022
SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI

5 W5.U9/02/S0P/1483/2022
SYARAT FORMIL

6 | SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) WS5.U9/02/S0P/1484/2022

7 | SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL W5.U9/02/SOP/1485/2022
SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

8 W5.U9/02/S0P/1486/2022
DAN HAK TANGGUNGAN

9 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM W5.U9/02/SOP/1487/2022

10 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA W5.U9/02/S0P/1488/2022
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

11 W5.U9/02/S0P/1489/2022

PERDATA

12

SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

W5.U9/02/S0P/1494/2022




NO NAMA SOP KETERANGAN
SOP YANG BARU:

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1 W5.U9/02/S0P/1495/2022
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)
SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

2 W5.U9/02/S0P/1496/2022
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) MEDIASI BERHASIL
SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

3 W5.U9/02/SOP/1497/2022
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) MEDIASI GAGAL
SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA

4 W5.U9/02/S0P/1498/2022
ELEKTRONIK (E-COURT)

5 | SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA W5.U9/02/S0P/1499/2022
SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA

6 W5.U9/02/SOP/1500/2022
ELEKTRONIK (E-COURT) TK PERTAMA
SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN

7 W5.U9/02/S0OP/1501/2022
ALASAN KEKELIRUAN/ KEKHILAFAN YANG NYATA
SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN

8 W5.U9/02/S0P/1502/2022

ALASAN ADANYA NOVUM




NOMOR SOP WS5.U9/02/SOP/1479/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/a\"/
TANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PERMOHONAN SECARA MANUAL
Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.

11.Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi  Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

14. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Pengangkatan Anak.

15.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

16.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

17.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19.Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal

4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3. Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1.  Aplikasi SIPP
2. Register Induk Perkara Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PAN | PANI PERSYARATAN/
MUD | TERA ['S/ ISP PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
e Checklist
e ditanda
1 Mencrig ) g:rrrknaoshonan 1Jam angani
Permohonan - Checklist oleh
petugas
PTSP
Meneliti _J - Berkas Berkas
2 | kelengkapan Permohonan 1Jam |Permohona
berkas perkara £ - Checklist n lengkap
] N Jumlah
Menghitung * I S §§ r:::g:r Biaya panjar
3 | panjar biaya 1Jam |biaya
perkara I [ gerka(')sh perkara
STonpnan diketahui
Lembar
Membuat penghitungan
4 SKUM panjar biaya Ldam; | SN
perkara
- Slip setor dari
Menerima bukti /B\A{:k'gg SIPP Memperole
5 |[setor Bank dari —ap 1Jam |h nomor
Pemohon - Bukulumal perkara
Keuangan
- Buku Kas Bantu
- Buku ekspedisi
penyetoran PNBP
PNBP/Buku disetor
6 Memungut dan Induk HHK 1 Jam tepat waktu
menyetor PNBP - Buku Jurnal Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetoran
- Buku Kas Bantu
Menginput - Berkas
biaya perkara Permohonan Biaya
ke aplikasi - Slip Setoran perkara
2 SIPP dan Panjar Biaya 1 Jam tercatat
mencatat Perkara dari pada Buku
dalam Buku Bank Jurnal
Jurnal - Nomor perkara Keuangan
Keuangan - SIPP
Menginput Data
sgg’a ‘;‘;’I’I‘;a'; - SIpp perkara
8 |SIPP dan -Berasperkara |, [tercatat
- Buku Register dalam
mencatat pada P "
: ermohonan register
Buku Register Rar
Induk P
Memeriksa v
kelengkapan Berkas
9 berkas perkara l - Berkas perkara 1Jam |perkara
sebelum [ lengkap
diserahkan ke
KPN/ WKPN
Penetapan - SIPP Penetapan
10 |Hakim melalui _ATK 3 hari | Majelis
SIipp Hakim
v Penetapan
Penunjukan: Penunjukan
- Panitera Panitera
Pengganti - SIPP . | Pengganti
1. Jurusita _ATK 3 hani el
Pengganti Jurusita/Jur
melalui SIPP uSita
Pengganti
Mencatat
penetapan i
Hakim dan PP z:?(::mm::zn
o , PP serta
Jurusita/JSP ke - Register Jurusita/JS
12 |dalam Buku - Berkas Perkara 1 Jam P tecatat
Register dan - ATK kedalam
menyerahkan buku
berkas perkara register
ke Hakim/
Majelis Hakim
Menetapkan A Penetapan
13 | hari sidang | o 3hari | Hari Sidang
melalui SIPP L] Pertama
Menerima - Berkas perkara
berkas perkara - penetapan hari
14 |deri Hakim dan sidang 13am | Berkas
menyampaikan - ATK diterima
penetapan - Ekspedisi
kepada s




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAIMEJAIL SIR MUD | TERA JS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Jurusita/JSP
untuk
memanggil
Pemohon
Menerima
pgnetapan hari - SIPP
sidang. 2 .
;- el
15 :;leayaasmpalkan - P.enetapan Hari 7'hari dilaksanaka
panggilan i{?;ng n
kepada para '
pihak
Menginput
Relaas
Panggilan ke ; SIPP terisi
dalam SIPP 4 ~felags bahggllon dan tanda
yang telah p
dan L ditaterican terima
16 |menyerahkan 4 Bdku ekspedisi 1Jam |penyerahan
Relaas - SIPP relaas
Panggilan ATK
kepada )
Panitera
Pengganti
Sidang
Pemeriksaan - Berkas Perkara - Berita
perkara dan - Komputer . Acara
17" 1 pengucapan | - SIPP ¥hai' | giang
Penetapan/ - ATK - Putusan
Putusan [
2 - Berkas Perkara Berkas
| - sIpp sudah
18 |Minutasi l - Checklist 14 hari |terminutasi
- Komputer dengan
- ATK baik
Menyerahkan
berkas %erkara v - Begi perkara BA
yang sudah - Checklist
19 [BHT ke (S kelengkapan 3hri |Penyerahan
Panmud berkas e Canmud
Hukum untuk - Buku ekspedisi Hukum
diarsipkan




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1480/2022
TGL. PEMBUATAN | 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/27
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I1 | NAMA SOP FERICARA PERDATA GUGATAN/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
Kabupaten Sarolangun ELEKTRONIK (E-COURT) — MEDIASI
BERHASIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang | 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Kekuasaan Kehakiman. 2. SOP Keuangan Perkara

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang | 3. SOP Minutasi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2

tahun 1986 tentang Peradilan Umum. PERINGATAN/ CATATAN

3. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / : s : :
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). gilggksgg:‘mbgsjgi;g'?:ﬁggzkggikﬁaka asas peradilan cepat

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak. KUALIFIKASI PELAKSANA
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang L. Strata 3
Bea Meterai. ’
6. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi 2. Strata2
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan | 3+ Stratdl
4. SMU Sederajat

Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi | PERALATAN/ PERLENGKAPAN

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 1. Alat tulis kantor (ATK).

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun

Pengadilan. 2.  Komputer
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor | 3. Printer
2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di | 4. Aplikasi SIPP
5.
6.

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Register elektronik

9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan.

15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal:
Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi
dan Pemberkasan Perkara.




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE KET
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/

NO | AKTIVITAS | PTSP |MEJA I MEJA II TOR KASIR MUD | TERA JS/isp LIK?[:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Menerima - Berkas Gugatan/ q;edﬁst
Gugatan / Tidak Bantahan/ ditanda

1 Bantahan/ ParawaRan 1 |tangani
Perlawanan @ lektronik Jam |oleh
melalui E- s;}c:;/;te on petugas
Court ) PTSP
Meneliti
kelengkapan v - Berkas Gugatan/ Berkas
berkas Bantahan/ 1 Permohona

2 |perkara dan Perlawanan Jam |M lengkap
melakukan secara elektronik Nomor
validasi panjar - Checklist Perkara
biaya perkara
Memberi Ya -Berkas Gugatan/

Nomor Bantahan/
Perkara pada Perlawanan
5 |SIPPdan L secara elektronik | 1 |Perkara
Register Induk -Bukti Jam A ;
Pembayaran Fegistrad
secara elektronik
- Checklist
Menerima -Buku ekspedisi PNBP
dan menyetor A 4 penyetoran disetor
Penerimaan [ ] PNBP/Buku Induk tepat

4 |Negara Bukan HHK 1 w;’fm

Pajak (PNBP) -Buku Jurnal Jam Tanda
Keuangan 2
Perkara terima
- Buku Kas Bantu penysionn

Mencatat -Berkas Gugatan/

biaya perkara ’ Bantahan/ Biaya

ke dalam I I Perlawanan perkara

5 buku jurnal -Slip Setoran 1 |tercatat

keuangan I Panjar Biaya Jam |pada Buku
Perkara dari Bank Jurnal
-Nomor perkara Keuangan
- SIPP
Mencatat data v Data
perkara pada -SIPP perkara

6 Register L -Berkas perkara 1 |tercatat

Perkara | - Buku Register | Jam |dalam
Permohonan register
perkara
Penetapan 4 Penetapan

5 Penunjukan I - SIPP 3 |Penunjuka
Majelis Hakim - ATK Hari [n Majelis
melalui SIPP Hakim
Penunjukan: Penetapan
Panitera y Penunjuka
Pengganti I n Panitera

8 Jurusita - SIPP 3 |Pengganti
Pengganti - ATK Hari [dan
melalui SIPP Jurusita/

Jurusita

Pengganti
Mencatat Penunjuka
penetapan n Majelis
Majelis Hakim Hakim dan
dan PP serta PP serta
'J(urusita/JSP L - Register Jurusita/JS

g |ke dalam - Berkas Perkara L |Ftecat
Buku Register - ATK Jam |kedalam
dan buku
menyerahkan register
berkas Tanda
perkara ke terima
Majelis Hakim berkas
Menetapkan Penetapan

10 | hari sidang [ g tori | Hari Sidang
melalui SIPP Pertama
Menerima
berkas
perkara dari
Majelis Hakim
dan - Berkas perkara
menyampaika - penetapan hari

1 |n penetapan sidang 1 |Berkas
kepada - ATK Jam |diterima
Jurusita/JSP - Ekspedisi
untuk
memanggil
Para Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ PUT
AKTIVITAS | PTSP |MEJA IMEJAII TOR KASIR MUD | TERA JS/ISP| PP LIKS]:A WKPN | PERLENGKAPAN AKTU| OUT
Menerima
penetapan \ Pemanggila
hari sidang, - SIPP n
Memanggil - e-Court elektronik
Penggugat - Salinan Gugatan sudah
melalui e- - Penetapan Hari 5 [terkirim.
Summons, l Sidang Hari |Pemanggila
membuat dan - Relaas panggilan n manual
menyampaika kepada Tergugat sudah
n relaas - ATK diterima
panggilan oleh
kepada Tergugat.
Tergugat
Mengunggah " Relaas
dan gungg - Relaas panggilan nggilan
ng telah e
menyerahkan 4 yang terunggah
relaas | | dijalankan 1 |pada SipP
i - Buku ekspedisi
panggilan . Jam |dan tanda
Tergugat 3 i t terima
Kepada ¥ A?_;’p" er penyeraha
Penitera N n relaas
Pengganti .
Sidang Eﬁ;'rt:
pertama 4 - Berkas Perkara Sidang
I - Komputer 7 | pertama
l - SIPP hari dan
- ATK Penunjuka
n Mediator
Pelaksanaan y Tidak - K;Jl;r';puter 30 rLl‘;p;itlaran
Mediasi | 5 hari 2 on
— - ATK mediasi
Majelis hakim ; E")ﬁn"mf’
mempelsjar mediasi Konsep
kesepakatan 2
rdamaian | - SIPP hari putusan
pe - e-Court perdamaia
Ya - Komputer n
- ATK
— = Penetapan
Majelis hakim | - SIPP 3 h:::'esi d‘; g
menetapkan - Komputer hari | pembacaan
hari sidang - ATK putusan
Membuat dan :emangglla
m;ayampaxkan ¥ - SIpp elektronik
e ralasilan I - e-Court sudah
Ea gga ara - Penetapan Hari 7 terkirim.
epada para. Sidang hari | Pemanggila
pihak melalui ATK eSrar]
E-Court dan = audah
diinput pada diterima
sipp oleh pihak.
Relaas
Mengunggah ¥ panggilan
dan I I - Relaas panggilan terunggah
menyerahkan yang telah pada SIPP
relaas dijalankan 1 dan tanda
panggilan - SIPP Jam terima
Tergugat - Buku ekspedisi penyeraha
Kepada - ATK n relaas
Penitera
Pengganti
- tusan
Sidang - Putusan :l:da?\a
pengucapan I - Komputer 14 |diucapkan
putusan - SIPP < ;
i hari |Berita
perdamaian - e-Court Acara
- ATK Sidang
-Putusan yang Putusan
Pena::titannga belum di tanda yang sudah
nan S I tangani ditanda
secara manual 1 2
leh Maieli -Komputer i tangani
QCILMAICHS -SIPP oleh Hakim
Hakim dan e-Court secara
Panitera ATK el
Pengganti Tanggal
Menginput S
tanggal, amar | R pubisson
pu;usan ctlsn - Komputer 1 dan e-doc
e-Coc pusan - SIPP Jam |putusan
pada SIPP dan ATK aidah
Direktori \/l i terinput
Putusan pada SIPP




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
NO | AKTIVITAS | PTSP |MEJA IMEJAIL TOR KASIR MUD | TERA JS/ISP| PP LIKSI:A WKPN | PERLENGKAPAN AKTU| OUTPUT
dan
Direktori
Putusan
Naskah
Putusan
diunggah ke -Easkaht Putuzan Putusan
e-Court R IMPAEr 1 |sudah
2 -S[PE Jam |terunggah
“eCowt di e-Court
- ATK
Melakukan
Verifikasi
antara naskah -Naskah Putusan
Putusan terunggah
terunggah -Putusan yang
dengan ditanda tangani 1 Putusan
23 |Putusan yang secara manual Jam telah
telah ditanda -Komputer terverifikasi
tangani secara -SIPP
manual oleh -e-Court
Hakim dan - ATK
Panitera
Pengganti
Menandatang
gzlmsg':an -Putusan yang Salinan
secara telah terverifikasi putusan
24 | elektronik -Komputer 1 telah
-SIPP Jam |ditandatan
-e-Court gani
- ATK
Menginput Tanggal,
tanggal, amar amar
putusan dan putusan
e-doc putusan dan e-doc
pada SIPP dan i ;g::sa?er , [|putusan
25 | Direktori s 51pppu Yt sudah
Putusan _ATK terinput
pada SIPP
dan
Direktori
Putusan
Minutasi - Berkas Perkara Berkas
. SIPP 14 sudah
26 - Checklist Hari terminutasi
- Komputer dengan
- ATK baik
Menyerahkan
berkas - Berkas perkara BA
perkara yang - Checklist 3 penyeraha
27 |sudah BHT ke kelengkapan Hari [P ke
Panmud berkas Panmud
Hukum untuk - Buku ekspedisi Hukum
diarsipkan

*1

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1481/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/%7
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
Kabupaten Sarolangun ELEKTRONIK (E-COURT) — MEDIASI
GAGAL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

15

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata2
3. Strata 1l
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).

2. Komputer

3. Printer

4.  Aplikasi SIPP

5. Aplikasi e-Court

6. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJAIMEJAII TOR KASIR MUD | TERA S/ ISP, PP LIKSI::A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima - Berkas Gugatan/ g;’aerfﬁ/am
Gugatan / Bantahan/ Gindant
1 |Bantahan/ Perlawanan 1Jam | g
Perlawanan secara elektronik ::tugas
melalui E-Court - Checklist PTSP
Meneliti Berkas
kelengkapan - Berkas Gugatan/ Permohon
Bantahan/
2 berkas perkara Perlawanan 1Jam |37
dan melakukan ; lengkap
e : secara elektronik
validasi panjar - Checklist Nomor
biaya perkara Perkara
-Berkas Gugatan/
Bantahan/
Memberi Nomor Perlawanan
3 Perkara pada secara elektronik 1 Jam :’:rr-kara
SIPP dan -Bukti ¢ ;
Register Induk Pembayaran registrasi
secara elektronik
- Checklist
-Buku ekspedisi PNBP
: penyetoran disetor
Henenaa dan PNBP/Buku Induk tepat
L aband HHK waktu
4 [Penerimaan 1Jam
N Buk -Buku Jurnal Tar)da
egara Bukan
Pajak (PNBP) Keuangan terima
Perkara penyetora
- Buku Kas Bantu n
-Berkas Gugatan/
Bantahan/ Biaya
Mencatat biaya Perlawanan perkara
5 perkara ke -Slip Setoran 13Jam tercatat
dalam buku Panjar Biaya pada Buku
jurnal keuangan Perkara dari Bank Jurnal
-Nomor perkara Keuangan
- SIPP
Data
-SIPP perkara
6 Mencatat data -Berkas perkara tercatat
perkara pada Buku Redist 1 Jam dal
Register Perkara = ouU REgISter a’am
Permohonan register
perkara
Penetapan Penetapan
7 penunjukan - SIPP 3 hari penunjuka
Majelis Hakim - ATK n Majelis
melalui SIPP Hakim
Penetapan
Penunjukan: Penunjuka
- Panitera n Panitera
Pengganti - SIPP . | Pengganti
L Jurusita - ATK Sharl dan
Pengganti Jurusita/
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
Mencatat tPenunjuka
penetapan n Majelis
penunjukan Hakim dan
Majelis Hakim PP serta
dan PP serta " Jurusita/JS
¢ - Register
Jurusita/JSP ke P tecatat
9 dalam Buku ' ﬁeTr,?a s Periara Ldom kedalam
Register dan buku
menyerahkan register
berkas perkara tTanda
ke Majelis terima
Hakim berkas
Menetapkan hari Peng pan
10 |sidang melalui el 7 hari Harl
SIPP - ATK Sidang
Pertama
Menerima berkas
perkara dari
Majelis Hakim - Berkas perkara
dan - penetapan hari
menyampaikan sidang Berkas
1 penetapan - ATK 1Jam diterima
kepada - Ekspedisi
Jurusita/JSP
untuk memanggil
Para Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |[MEJA IMEJA IL TOR KASIR MUD | TERA S/ JSP| PP LIKS;:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima Pemanggil
penetapan hari - SIPP an
sidang, - e-Court elektronik
Memanggil - Salinan Gugatan sudah
Penggugat - Penetapan Hari terkirim.
12 | melalui e- Sidang Pemanggil
Summons, - Relaas panggilan an manual
membuat dan kepada Tergugat sudah
menyampaikan - ATK diterima
relaas panggilan oleh
kepada Tergugat Terqugat.
Mengunggah - Relaas panggilan Relaas_
dan yang telah pa ngg:lar;‘
menyerahkan dijalankan ter:ngs?gp
13 [relaas panggilan - Buku ekspedisi za 4
Tergugat _ SIPP an tanda
3 terima
Kepada Penitera - Komputer penyeraha
Pengganti - ATK firelaas
Berita
- Berkas Perkara IS\F:ra
: - Komputer 'dang
14 |Sidang pertama . SIpP Pertama
- ATK dan
Penunjuka
n Mediator
15 Pelaksanaan - Komputer Lagoran
Mediasi - SIPP hasull )
- ATK mediasi
- Court
calendar
- Berkas Perkara sudah di
- Laporan hasil tandatan
Persidangan mediasi gan
16 |setelah mediasi - SIPP - Persetuju
gagal - e-Court an
- Komputer elitigasi
- ATK - Berita
Acara
Sidang
Putusan
Penandatangana -Putusan yang yang
n Putusan belum di tanda sudah
secara manual tangani ditanda
17 |oleh Majelis -Komputer tangani
Hakim dan -SIPP oleh
Panitera -e-Court Hakim
Pengganti - ATK secara
manual
-Naskah Putusan
Naskah Putusan -Komputer Putusan
A sudah
18 |diunggah ke e- -SIPP t h
Court -e-Court Eungga
_ATK di e-Court
Melakukan
Verifikasi antara J -Naskah Putusan
naskah Putusan terunggah
terunggah -Putusan yang
dengan Putusan < ditanda tangani s;;isan
19 |yang telah secara manual terverifika
ditanda tangani -Komputer si
secara manual -SIPP
oleh Hakim dan -e-Court
Panitera - ATK
Pengganti
Menandatangani Salinan
Salinan Putusan -Putusan yang putusan
secara telah terverifikasi telah
20 elektronik dan -Komputer ditandatan
mengirimkan -SIPP gani dan
kepada para -e-Court terkirim
pihak secara - ATK kepada
elektronik para pihak
Tanggal
putusan,
Menginput amar
tanggal, amar ﬁﬁﬂer punERD
putusan dan e- _SIpP dan e-doc
21 |doc putusan —e-Court ?utusar;
pada SIPP dan ] . erinpu
Direktori “Dhestor Putusan pada SIPP
Putusan dan
Direktori
Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MAJE KET
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJAIMEJAIL TOR KASIR MUD | TERA JS/ ISP, PP LIKSI:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Semua
g;a;l;as Perkara data pada
22 |Minutas! -Checklist 14 hari |20
I -Komputer sudah
-ATK %
terinput
Menyerahkan — -
berkas perkara :
ang sudah BHT -Checklist penyeraha
23 Ke g i kelengkapan 3hari |nke
Huk:m ut:1tuk berkas Panmud
diarsipkan - Buku ekspedisi Hukum

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

=1

Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*2  Mediasi tidak wajib dilaksanakan terhadap perkara-perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang
*3 Persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1482/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/"p-/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
Kabupaten Sarolangun PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

tentang

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Shah e

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1
2.
3
4

Aplikasi SIPP

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jumnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA 111 KASIR 3s/ isp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima Tidak - Permohonan Berkas
permohonan upaya < - Surat Kuasa permohonan
1 | hukum banding ?‘ khusus jika ada 1Jam |banding
- Pemberitahuan
Putusan jika ada
Memeriksa dan y - Berkas Berkas
meneliti permohonan permohonan
2 kelengkapan berkas banding 1956 banding
permohonan Ya - Checklist lengkap
banding berikut - SIPP
waktu pengajuan - ATK
Menghitung . - SK Penetapan Jumlah
besarnya panjar Panjar Biaya panjar biaya
biaya perkara Perkara banding
4 |banding dan - Berkas 1Jam |diketahui
menerbitkan SKUM permohonan
banding lengkap
' - Blanko SKUM
Menerima slip 3 Bukti setor
5 |setoran E] - gg)nigtgr;JMBank 1Jam |panjar biaya
perkara
Menginput pada - SIPP Biaya perkara
SIPP dan mencatat k - Bukti setor tercatat pada
pada Buku Jurnal E panjar biaya SIPP dan
Keuangan j perkara Buku jurnal
6 - Buku jurnal 1Jam [keuangan
keuangan perkara
perkara
- Buku kas bantu
- ATK
Membuat konsep 5 ) - SIPP Konsep Akta
akta permohonan - Tidak - Formulir/Templat Permohonan ‘
7 |banding M e akta 1Jam |Banding
permohonan
banding
Meneliti dan 4 - Berkas Konsep Akta
membubuhkan \ Permohonan Permohonan
8 paraf pada konsep Banding 1Jam Banding yang
akta permohonan Ya - Akta sudah diparaf
banding permohonan
banding
Menandatangani Y - Akta Akta
akta permohonan permohonan permohonan
9 |banding banding yang 1Jam |banding
telah diparaf ditandatanga
- ATK ni
Menginput Pemohonan
permohonan A 4 - SIpP banding
banding pada Bk vasist sudah
10 aplikasi SIPP dan Induk g 1Jam tercatat pada
mencatat pada - akta banding register dan
Register Induk - ATK SIPP
serta Register
Banding
Membuat konsep Konsep relaas
12 |relaas EP iummt Wgas 1Jam |pemberitahua
pemberitahuan n
Mengeluarkan - Surat Tugas Tanda terima
biaya v - Konsep relaas biaya
pemberitahuan dan Ej pemberitahuan panggilan
13 menginput dalam - Buku Jurnal 13am
SIPP serta keuangan
mencatat pada perkara
buku jurnal - SIPP
keuangan - ATK
Pemberitahuan y ; Relaas
kepada Terbanding Ej 3 smszindmg pemberitahua
14 R 2 hari |n banding L |
- Relas
pemberitahuan tg!ah
dijalankan
Menerima Memori
memori banding 4 banding dan
dan softcopy serta - Memori banding softcopy
15 |membuat Akta - Softcopy memori | 1 jam
penerimaan Memori banding
Banding dari SIPP
Menginput data y - Memori Banding Memori
penerimaan Memori I I - Softcopy Memori Banding dan
16 Banding ke SIPP Banding 1 jam softcopy
dan mencatat buku - Register
Register Induk dan 6 - ATK
Register Banding

.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PISP | MEJAIIL | KASIR | 15/JsP | PANMUD |PANITERA | PERSYARATANS | waxry| outeur | KET
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - SIPP biaya
pada SIPP dan - Relas pemberitahua
17 | mencatat pada pemberitahuan 1Jam |n
jurnal keuangan memori yang
belum dijalankan
- ATK
Menyerahkan 5 - Memori Banding Relaas
Memori Banding - Relaas penyerahan
18 kepada Termohon penyerahan 2 Hari Memori 1
Banding Memori Banding Banding telah
yang belum dijalankan
dijalankan
Menginprtljt tagggal - Ap:ikasi SIPP Tercataltnya
penyerahan Memori : - Relaas tangga
Banding ke SIPP dan Ej pemberitahuan Penyerahan
19 mencatat‘dalam penye@han ) 1 Jam Memgn
Buku Register Memori Banding Banding
Banding - Buku Register dalam SIPP
Permohonan dan Register
Banding Banding
Menerima dan v - Kontra Memori Memori
membuat Akta Ej Banding Banding dan
20 |Penerimaan - Softcopy Kontra 1 jam | softcopy
Kontra Memori Memori Banding
Banding
Menginput data SIPP Akta
Memori Banding ke 3 : penerimaan
SIPP dan mencatat i ]B:::kkeglster Kontra
buku Register Ej . Memori
51 |Induk dan Register # g::;:o’:\?;:?:r { Jam |Banding
Banding & Register SIPP
banding dan buku
- Softcopy Kontra Cegister
Memori Banding 9
- ATK sudah
tercatat
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - Relas biaya
pada SIPP dan : pemberitahuan pemberitahua
2 mencatat pada kontra memori n Kontra
jurnal keuangan yang belum 1Jam |Memori
dijalankan Banding
- ATK
- SIPP
Penyerahan Kontra Relaas
Memori Banding - Kontra Memori Penyerahan
23 |kepada pemohon Banding 2 Hari | Kontra *
banding - ATK Memori telah
dijalankan
Menginput tanggal - SIPP Tercatatnya
Penyerahan Kontra - Relaas tanggal
Memori Banding ke . Pemberitahuan Penyerahan
24 | SIPP dan mencatat Kontra Memori 1Jam [Kontra
dalam Register Banding Memori
Induk dan Register - ATK Banding
Banding
Membuat konsep y Konsep relaas
relaas E pemberitahua
25 | pemberitahuan j i.‘:,;?t mgas 1Jam |n
memeriksa berkas
perkara (inzage)
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - Konsep relaas biaya
pada SIPP dan pemberitahuan pemberitahua
mencatat pada |__| inzage n
26 |jurnal keuangan - Buku Jurnal 1Jam
keuangan
perkara
- SIPP
- ATK
Pemberitahuan dan y Relaas
27 pelaksanaan inzage - Relas 14  |pemberitahua 1
kepada para pihak pemberitahuan Hari :;“inlzagkea telah
Z ijalankan
Menyusun dan - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat (bundel A dan pengantar
28 | Pengantar bundel B) 2 Jam | pengiriman
Pengiriman berkas - ATK berka;
banding banding
Menandatangani y Surat
Surat Pengantar 2 x:;ﬁt?:m pengantar
Pengiriman berkas o5 pengiriman
29 i pengiriman 1Jam
Banding setelah berkas Banding yang sudah
diparaf Panmud ditandatanga
- ATK =
Perdata ni




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR Js/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menginput tanggal Data telah
dan nomor Surat terinput di
Pengantar di SIPP, ~Berkas periend SIPP dan
(bundel A & 3
mencatat pada bundel B) tercatat di
30 |Register Induk dan SlEst PeAaSREr 1Jam |register serta
Register Banding 7 ATK peng tanda bukti
serta mengirim pengiriman
berkas ke
Pengadilan Tinggi
Arsip berkas - Dokumen Arsip
perkara banding di elektronik tersimpan
3y |simpan di arsip (b - Akta-akta L Jam |sebagai arsip
aktif Memori dan aktif di
Kontra Memori Kepaniteraan
Banding Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*1




NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1483/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/27
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA
Kabupaten Sarolangun KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen
Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1.  SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan
Dokumen pendukung

AR Al o ol 2

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Kasasi

Buku Jurnal Keuangan Perkara

ol




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Permohonan
. -Surat Kuasa Berkas
Menerima
1 ; [? khusus jika ada 1Jam |permohonan
permohonan Kasas! -Pemberitahuan Kasasi
Putusan jika ada
Berkas
Maiaa — Tidak -Berkas permohonan
i - h dah diteliti
2 |kelengkapan berkas E:xi;t’nan 1Jam zla’na chelctklilst
permohonan Kasasi _ATK sudah di
paraf
-SIPP
) -Kelengkapan
Meneliti berkas 1 berkas perkara Berkas
3 permohonan Kasasi < -Checklist 1 Jam permohonan
berikut tengang kelengkapan Kasasi
waktu pengajuan Ya berkas yang lengkap
sudah di paraf
oleh petugas
-SK Penetapan
Menghitung Ej Panjar Biaya
4 besarnya panjar Perkara 1 Jam Jur:.'::'bia 5
biaya perkara dan -Berkas z:( Jtah 9y,
menerbitkan SKUM permohonan etahut
lengkap
-Menerima bukti | I : BUkF' set_or
-Slip setoran Bank panjar biaya
5 pembayaran Bank 1Jam
2 -Blanko SKUM perkara dan
dari pemohon SKUM
Data perkara
i, 15 y -SIPP f”‘.’ah —_
enginput biaya erinput pada
perkara ke SIPP :I -ge;:ja; pe'rsktara SIPP dan
6 |dan mencatat ke -Ir:]duk il 1Jam |tercatat pada
Buku Jurnal -Buku Register Buku Register
Keuangan Kasasi €9 Induk dan
Register
Kasasi
-Buku ekspedisi
A penyetoran PNBP/ PNBP disetor
Buku Induk HHK tepat waktu
7 |Menyetor PNBP -Buku Jurnal 1 Jam Tanda terima
Keuangan Perkara penyetoran
-Buku Kas Bantu
Menginput data E Data perkara
permohonan Kasasi A sudah
-SIPP x
pada SIPP dan terinput pada
8 |mencatat pada j -gﬁ:(ta;geirsk;:a 1 Jam |[SIPP dan
Buku Register -In duk 9 tercatat pada
Induk serta Buku Register
Register Kasasi Induk
Membuat konsep Konsep akta
9 |akta permohonan . Tidak ‘S\!I,F;(P 1Jam |permohonan
Kasasi E_J‘ : Kasasi
Meneliti dan -Konsep akta Konsep Akta
10 memberi paraf permohonan 1 Jam permohonan
konsep akta Kasasi Kasasi sudah
permohonan Kasasi -ATK diparaf
-Konsep akta
Ya }- Akta
Menandatangani xnnqhonan permohonan
11 |akta permohonan Sasi yang 1Jam |Kasasi sudah
Koo sudah di paraf di
iﬁ? tandatangan
Menugaskan A 4
Jurusita/ Jurusita E:I -Formulir surat
Pengganti untuk tugas
12 melakukan -Memori Kasasi 1dam’ [SukatTugas
pemberitahuan -ATK
Kasasi
-Mengeluarkan -Buku ekspedisi ':,NBP disetor
2 epat waktu
biaya penyetoran PNBP/ Tanda
pemberitahuan y Buku Induk HHK terima
-Menyetor PNBP -Buku Jurnal
X 2 I I penyetoran
13 -Mengnnput biaya Keuangan Perkara 13Jam |-PNBP dan
pemberitahuan dan -Buku Kas Bantu biaya
PNBP pada SIPP -SIPP berithi
dan mencatat pada -Surat Tugas pEth
; ; an sudah
Buku Jurnal Jurusita/ ?urusma terinput dan
Keuangan :: Penggont tercatat




PELAKSANA MUTU BAKU
HOL| AKTIVITAS PTSP | MEJAII | KASIR | 35/JSP | PANMUD |PANITERA | PERSYARSTANS |wakTu| outpur | KET
Melakukan
; -Surat Tugas Relaas
14 pembgntahuan -Akta permohonan | 7 Hari |pemberitahua
Kasasi kepada Kasasi kasad
Termohon ! 3 3
-Memori Kasasi Tanda terima
15 Menerima memori -Softcopy memori 1Jam penerimaan
Kassasi Kasasi memori
-ATK Kasasi
-Melakukan input Penerimaan
penerimaan Yy -Memori Kasasi memori
memori Kasasi E I -Tanda terima Kasasi sudah
16 | pada SIPP penerimaan 1Jam |terinput pada
-Mencatat pada memori Kasasi SIPP serta
Buku Register -ATK tercatat pada
Induk dan Kasasi register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita . .
Pengganti untuk A :r;':ﬂ;rx;j;s:
17 [ melakukan I: Tugas 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan ATIg<
memori Kasasi ?
kepada Termohon
-Mengeluarkan - -PNBP disetor
biaya -Buku ekspedisi tepat waktu
. penyetoran PNBP/
pemberitahuan Buku Induk HHK -Tanda
memori Kasasi A _Buku Jurnal terima
-Menyetor PNBP l: Keuangan Perkara penyetoran
18 |-Menginput biaya _Buku Kgas Bantu 1Jam |[-PNBP dan
pemberitahuan dan SIPP biaya
PNBP pada SIPP _Surat Tugas pemberitahu
dan mencatat pada 1ug . an sudah
Jurusita/ Jurusita :
Buku Jurnal Penaaanti terinput dan
Keuangan 99 tercatat
Melakukan
pemberitahuan dan ¥ -Surat Tugas Relaas
19 |penyerahan -Relaas 3 Hari | pemberitahua
memori Kasasi -Memori Kasasi n
kepada Termohon
-Menginput tanggal Tanggal
-Relaas
penyerahan 7 penyerahan
memori Kasasi ke Ej pemberitahuan memori
penyerahan S
20 | SIPP memori Kasasi 1 Jam |Kasasi sudah
-Mencatat tanggal _SIPP terinput pada
penyerahan g ; SIPP serta
memori Kasasi ﬁf:_l'((u Fegister tercatat pada
pada register % register
A4 -Kontra memori Tangzr:;réra
Menerima kontra Kasasi pesy
21 3 ; 1Jam [kontra
memori Kasasi -Softcopy Kontra iemori
Memori Kasasi Kasasi
-Menginput -Kontra Memori Peneriniaan
A y $ kontra
penerimaan kontra Kasasi o s
: : . emori
memori Kasasi j -Tanda terima 4
: Kasasi sudah
22 | pada SIPP penerimaan 1Jam 2
: terinput pada
-Mencatat pada kontra memori
! " SIPP serta
Buku Register Kasasi
Tk dan Kasasi ATK tercatat pada
nduk dan Kasasi - register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita A
Pengganti untuk I l -Formulir surat
23 melalsa_nakan tugas 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan _ATK
kontra memori
Kasasi kepada
Pemohon
-Mengeluarkan y ;
biaya -Buku ekspedisi f:;g': il
pemberitahuan penyetoran PNBP/ Tanda
kontra memori \ 4 Buku Induk HHK terima
Kasasi -Buku Jurnal penyetoran
24 -Menyetor PNBP Keuangan Perkara 13Jam |-PNBP dan
-Menginput biaya -Buku Kas Bantu biaya
pemberitahuan dan -SIPP pemberitahu
PNBP pada SIPP -Surat Tugas an'sudah
dan mencatat pada Jurusita/ Jurusita terinput dan
Buku Jurnal [ ] Pengganti tercatat

Keuangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ Jsp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
sksanak Pemberitahua
Melaksanakan n dai
pemberitahuan dan -‘Szu:'at Tugas penyr:erahan
25 | penyerahan kontra -Ke 95 ; 3 Hari |kontra
memori Kasasi *Konltra Memod memori
kepada Pemohon Kasasl Kasasi sudah
dilaksanakan
-Menginput tanggal -Relaas Tanggalh
penyerahan kontra v pemberitahuan Eenzrera en
memori Kasasi ke Ej penyerahan n?:mgri
2 SIPP kontra memori 13 Kasasi sudah
-Mencatat tanggal Kasasi = t o Z
penyerahan kontra -SIPP Selgr;put ré,a A
memori Kasasi -Buku register N ts:t d
pada register -ATK FHcaleypada
register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita v
Pengganti untuk
melakukan E:I Formulir surat
pemberitahuan B
27 kepada Pemohon rTgéss 1Jam |Surat Tugas
dan Termohon 2
untuk
melaksanakan
Inzage
-Mengeluarkan
biaya
; y -Buku Jurnal
?:gggntahuan E | Keuangan Perkara Biaya
-Menginput biaya -Buku Kas Bantu pemberitahua
28 : -SIPP 1Jam |nsudah
pemberitahuan A
-Surat Tugas terinput dan
pada SIPP dan g :
mencatat pada Jurusita/ ._1urusnta tercatat
Buku Jurnal Pengganti
Keuangan
r;‘:eer‘;!‘;:gtaanhuan Y -gz;:;:ugas g:mbenlahu
29 | pelaksanaan Inzage ' basitakin 3 Hari | pelaksanaan
kepada Pemohon ;ez inzage sudah
dan Termohon age dilaksanakan
-Relaas
P .
Tzr:::r?gndan y pemberitahuan 14 Akta
30 melaksanakan E:' :\nTz'?ge Hari fel aksanaan
Inzage E fzage
-Bekas
-Menyusun berkas -Berkas perkara gue:?;ira
permohonan Kasasi -Relaas tera iR
-Menyiapkan pemberitahuan dengan baik
dokumen elektronik A 4 dan penyerahan
31 | Bundel B E_II“ Tidak memori dan 2 Jam E{Oelligr:::;(
-Membuat konsep kontra memori bundel B
surat pengantar -Akta permohonan sudah
pengiriman berkas Kasasi odi
Kasasi -ATK ersetie
-Konsep surat
pengantar
-Berkas
permohonan
Kasasi sudah
lengkap
-Berkas
permohonan -le)lztltjr?:i':(
-Meneliti dan Kasasi
i Bundel B
memberi paraf -Dokumen sudah sesuai
32 konsep akta elektronik Bundel 1%am |-Sudah
permohonan Kasasi B di
. ilakukan
-Memeriksa berkas -Konsep surat paraf
permohonan Kasasi Ya gz:gianp:;n terhadap
F surat
berkas Kasasi pengantar
pengiriman
berkas
Kasasi
A 4
Ej Konsep surat Surgt
Menandatangani .pen;ea‘r’utar pengantar
33 surat_ pengamar pengiriman 1 Jam pengiriman
l;zengu?man berkas berkas Kasasi zﬂ’kas sudah
asas -ATK
U tandatangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR 1S/ 1sp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Data pemohon
dan termohon
Kasasi
Melakukan ; -Data perkara Tk
pembayaran biaya Pertama -Pembayaran
34 E:;Zi? perkara -Tanggal 1Jam | sudah
permohonan dilakukan
rr)enggunakan upava hukum
virtual account Alamat email
-Direktori Putusan
-Komputer
-Dokumen
elektonik
Bundel B dan
y surat
ﬁj -Dokumen pengantar
Melakukan unggah elektronik bundel sudah
35 dokumen elektronik B 1550 terunggah
Bundel B dan surat -Surat pengantar pada
pengantar -SIPP Direktori
-Direktori Putusan Putusan
maupun
SIPP
-Barcode
pengiriman
-Berkas
A 4 permohonan
Melakulan i 1 Kasasi (Bundel A Berkas Kasasi
36 Eengl'nman | hs dan B) 1Jam |sudah
2335’ yang e -Surat pengantar terkirim
diberi barcode _Barcode
-ATK
Tanggal dan
nomor
Melakukan input Y -Surat pengantar pengiriman
tanggal dan nomor E[j pengiriman berkas Kasasi
37 pengiriman berkas berkas Kasasi 1 Jam sudah
Kasasi pada SIPP -SIPP terinput pada
dan mencatat pada -Komputer SIPP serta
register -ATK sudah
tercatat pada
register
. Berkas
Meneljlma _berkas -Berkas perkara perkara
38 |Kasasi dari Kasasi 1Jam Kasasi sudah
Mahkamah Agung diterima
data putusan -SIPP terinput pada
3g |Kesesi pada SIIY -Register 1Jam |SIPP dan
serta melakukan -Komputer sudah
PEnCIB o -ATK tercatat pada
register reqister
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita v
Pengganti untuk Ej -Formulir surat
40 melakulfan tugas 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan _ATK
putusan Kasasi
kepada Pemohon
dan Termohon
-Mengeluarkan i -PNBP disetor
biayg -Buku ekspedisi tepat waktu
: penyetoran PNBP/
pemberitahuan y Buku Induk HHK “Tanca
putusan Kasasi j -Buku Jurnal $erima
-Menyetor PNBP Keuangan Perka penyetoran
2 : gan Perkara
41 |-Menginput biaya _Buku Kas Bantu 1Jam -PNBP dan
pemberitahuan dan _SIPP biaya )
PNBP pada SIPP Surat Tugas pemberitahu
dan mencatat pada Jurusi : an sudah
urusita/ Jurusita :
Buku Jurnal Pengganti terinput dan
Keuangan tercatat
Melaksanakan
pemberitahuan Y :zz{:;:ugas Relaas
42 |putusan Kasasi E___| canberitahis 3 Hari | pemberitahua
kepada Pemohon pulusan n putusan
dan Termohon
|
Mengin;? ut tanggal -Relaas Tanggal
pembentahuar] pemberitahuan pemberitahua
43 |Putusan Kasasi putusan 1Jam |n putusan
pods STEF dan Sipp sudah
mencatat pada -Komputer terinput dan

register




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS PERSYARATAN/

KASIR JS/ ISP PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
tercatat pada
reqister

Menyerahkan BA

berkas perkara 'g:;;éerkara penyerahan
yang sudah BHT ke .kelen Kapan 3hari | Derkas
Panitera Muda be rkags priara perkara ke
Hukum untuk Buku elEse pedisi Panitera
diarsipkan ) Muda Hukum




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1484/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DEKA DIANA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN KONSIGNASI
Kabupaten Sarolangun (PENGADAAN TANAH)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

tentang

Meterai.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk

Kepentingan Umum.

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan umum sebagaimana telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden  Nomor 71  Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 tentang tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang tata Cara
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

13. Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ~ Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Keuangan Perkara

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan

berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

A EE Ry

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | porop |MEJA 11| KASIR os | rena | o | pp |HakiM| ken | PERSYARATAN/ | wakru| outeut SR
Menerima Tidak -Surat
permohonan permohonan
konsignasi ] Konsignasi Surat
1 -Uang titipan ganti | 1 Jam
: permohonan
kerugian
-ATK
- Checklist
Meneliti v -Surat
= < |
2 |permohonan -Kelengkapan 1Jam Ef)nsiono d
dokumen gnast
va ATK lengkap
- Checklist
Menghitung y -SK Panjar Biaya
panjar biaya | I Perkara Jumlah panjar
3 |perkara dan -Berkas 1Jam |biaya perkara
PNBP I permohonan dikatahui
-ATK
Membenkan. slip : -Lembar perkiraan Slip setoran
SElOTI P I panjar biaya panjar biaya
4 | biaya perkara 1Jam
perkara perkara dan
serta membuat
SKUM -ATK SKUM
Menerima bukti I -Slip setoran
setoran dari panjar biaya
5 BANK perkara dari bank 1 3am Memperoleh
-Berkas nomor perkara
permohonan
-ATK
Menginput biaya -Berkas
perkara ke v permohonan Biaya perkara
aplikasi SIPP dan I I -Slip setoran tercatat pada
6 mencatat pada panjar biaya 1Jam aplikasi SIPP
Buku Jurnal perkara dari bank dan Buku
Keuangan -Nomor Perkara Jurnal
-ATK Keuangan
-SIPP
Menerima dan -Berkas
menyetor PNBP permohonan
Y -Buku ekspedisi "
] penyetoran PNBP/ ;:;";Pvf:k‘:;”
7 Buku Induk HHK 1Jam :
-Tanda terima
-Buku Jurnal AVELOran
Keuangan ey,
-Buku Kas Bantu
-SIPP
Mencatat Permohonan
permohonan A 'gg:(na;honan tercatat pada
konsignasi dalam | | Buku Register
8 5 -SIPP 1Jam
Register Induk . Induk dan
-Buku Register terinput pada
Indux aplikasi SIPP
Membuat resume -Berkas
9 berkas I I permohonan 1 Jam Tersedianya
permohonan I -ATK resume berkas
-Checklist
Menelaah dan ! -Berkas
memberikan permohonan
10 pendapat I I -Resume 1 Jam Pendapat
terhadap resume | -Pendapat Panitera Panitera
-ATK
-Checklist
Mempelajari -Berkas
permohonan 4 Permohonan Pendapat
1 Konsignasi dan I -Resume pendapat 1Jam Ketua
resume/ I Panitera Pengadilan
pendapat -ATK Negeri
Panitera -Checklist
Membuat konsep 4 Konsep
-Berkas
penetapan penetapan
12 perintah I — I -ReTrlznohonan 1Jam penawaran
penawaran pembayaran
Menandatangani v -Berkas Penetapan
penetapan permohonan sudah di
13 perintah I -Konsep 1 Jam tandatangan
penawaran | Penetapan oleh Ketua
Penawaran Pengadilan
-ATK Negeri
P juka
ot L] Pensiapan Penetapan
i KA Penawaran
14 Pembayaran 1Jam |penunjukan
@ Y2 Jurusita




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAII| KASIR PP PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Melaksanakan -Berkas
penawaran dan permohonan Berita acara
membuat berita -Penetapan penawaran
{5 |acara penawaran penupjukan 3 Hari oleh Jurusita
Jurusita
-Penetapan
Penawaran
Pembayaran
Menerima i
16 |laporan Jurusita FEGIS acary 1Jam |L2POraN
penawaran penawaran
Penetapan - Berkas
Penunjukan permohonan
Hakim pada SIPP - Penetapan
Penawaran
17 Pembayaran 1 Hari S:r;ie:pan
- Berita Acara
Penawaran
- SIpp
- ATK
Menginput dan - Berkas
mencatatkan permohonan
penetapan - Penetapan gengtapan
Panitera Penawaran A ;
3 .| Pengganti dan
18 |Pengganti dan Pembayaran 1 Hari Jurusita/
Jurusita/ Jurusita - Berita Acara Jurusita
Pengganti pada Penawaran Pengganti
SIPP - SIPP
- ATK
Menetapkan hari - Berkas
sidang melalui permohonan
SIPP - Penetapan
Penawaran .
18 Pembayaran 1 Hari :;r;t;pan Fad
- Berita acara
penawaran
- SIPP
- ATK
Pemanggilan : Relaas
19 Pemohon dan - Fs’ijnaentapan gl 2 Hari panggilan
Temohan RelaassJ panggilan sud
s 99 ditandatangani
Persidangan dan - Berkas
Penetapan Permohonan
pengesahan - Penetapan
Konsignasi penawaran - Berita acara
Pembayaran . persidangan
2 - Berita acara C i B Penetapan
penawaran Konsignasi
- Bukti-bukti
- SIPP
- ATK
Pelaksanaan - Berita acara
penitipan penitipan
21 Konsignasi sesuai - Bukti penitipan 13 tang 'masuk ke
am |rekening
Penetapan ke BANK naadilan
- Uang yang akan peng
dititipkan
Menerima - Berkas
permohonan Konsignasi
pencairan uang - Permohonan Konsep
22 | ganti kerugian pencairan 1Jam |penetapan
oleh yang berhak - Pengantar pencairan
pencairan dari
BPN
Penetapan - Berkas
perintah Konsignasi
pencairan uang - Permohonan
ganti kerugian pencairan
~Renganir’ Penetapan
23 ggr&calran dari 1Jam Pencairan
- Konsep
penetapan
pencairan
- ATK
Penyerahan uang - Berkas
ganti kerugian Konsignasi -Pihak yang
kepada pihak - Permohonan berhak sudah
yang berhak pencairan menerima
24 - Pengantar 1Jam | ganti kerugian *1
pencairan dari -Berita Acara
BPN Penyerahan
- Penetapan Uang Titipan

Pencairan




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

MEJAII

KASIR

PAN
MUD

PANI | JURU
TERA | SITA

PP

HAKIM

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

25

Minutasi

N

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

- SIPP

7 Hari

Berkas sudah
terminutasi

26

Pengarsipan

- Berkas
Konsignasi

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

1 Jam

Bundel
Konsignasi

27

Menyerahkan
bundel
konsignasi ke
Panitera Muda
Hukum

-

- Bundel
Konsignasi

- Checklist
kelengkapan
berkas

- Buku ekspedisi

3 Hari

Berita acara
penyerahan ke
Panitera Muda
Hukum

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Penyerahan dilaksanakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri

ol




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1485/2022
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TGL. REVISI -
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DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/7
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE
Kabupaten Sarolangun NASIONAL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2

10.

Reglement of Rechtsvordering (RV).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

tentang

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan pendaftaran Putusan
Arbitrase tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer

3. Printer

4. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Peralatan komputer dan buku register pendaftaran Putusan Arbitrase




PAELAKSANA MUTU BAKU
STAF KET
NO. AKTIVIT, PETUGAS PANMUD PERSYARATAN/
A PTSP foporioed Hukum | PANITERA | oeolEnGKapAN | WAKTU OUTRUY
1 |Menerima Surat - Surat permohonan 1Jam [Surat *1
Permohonan Pendaftaran dan dokumen Permohonan
< _J¢ kelengkapannya pendaftaran
) - Putusan arbitrase sesuai dengan
Tidak nasional checklist
- Surat kuasa
- Checklist
2 | Meneliti berkas permohonan v - Surat permohonan 1Jam |Surat
pendaftaran Putusan \ dan dokumen Permohonan
Arbitrase berdasarkan Pasal kelengkapannya Pendaftaran
4 dan 5 UU Nomor 30 - Putusan Arbitrase Putusan
Tahun 1999 - Surat kuasa Arbitrase
Ya - Checklist lengkap
- Buku register
[ pendaftaran
3 |Memungut dan menyetor - Surat Permohonan 1Jam |Tanda terima
Penerimaan Negara Bukan Pendaftaran pemungutan
Pajak (PNBP) Putusan Arbitrase PNBP
lengkap
- Tanda terima
pemungutan PNBP
4 | Menyerahkan tanda bukti Bukti Pembayaran 1Jam |- Bukti
pembayaran untuk Pembayaran
selanjutnya dicatat di dalam - Catatan pada
buku register dan lembar asli
membubuhkan catatan pada dan salinan
lembar asli putusan dan putusan
salinan putusan arbritase arbritase
5 - Akta Pendaftaran 1Jam |Akta
Menandatangani Akta v Sudah Diparaf pendaftaran
Pendaftaran Putusan Ej Panmud telah
Arbitrase Setelah Diparaf - Salinan Putusan ditandangani
Panmud Arbitrase
6 |Menyerahkan Akta 4 Akta Pendaftaran 1Jam | Tanda terima
Pendaftaran dan Putusan Putusan Arbitrase dan penyerahan
Arbitrase tersebut kepada asli Putusan Arbitrase Akta
Pemohon Pendaftaran
7 | Menerima tanda terima Akta Eﬁ - Tanda terima dan 1Jam  |Putusan
Pendaftaran Putusan berkas pendaftaran arbitrase sudah
Arbitrase - Ekspedisi terdaftar dan
ditandatangani
8 |Berkas Pendaftaran Putusan A4 Berkas Pendaftaran 1Jam |Berkas
Arbitrase diarsipkan ( ) Putusan Arbitrase Pendaftaran
Putusan
Arbitrase
terarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Tenggang waktu pendaftaran 30 hari sejak diputuskan oleh BANI

*1
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DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DE%

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PERMOHONAN EKSEKUSI
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN
Kabupaten Sarolangun HAK TANGGUNGAN
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /| SOP Kepaniteraan Perdata
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman. PERINGATAN/ CATATAN

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang | Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun | berjalan dengan baik.
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang | KUALIFIKASI PELAKSANA

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 1. Strata2
Meterai. 2. Stratal
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 3.  SMU Sederajat
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah

Agung R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas | PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Alat tulis kantor (ATK).

1.
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 2.  Komputer
Kesekretariatan Pengadilan. 3. Printer
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan 4.  Aplikasi SIPP
5i

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Dokumen pendukung

Administrasi Pemerintahan. PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan S h
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 1. Aplikasi SIPP
Pedoman Standar Pelayanan. 2. Buku Register Induk Perkara Eksekusi

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

KASIR

MEJAII

1S/3sP

PANMUD

PANITERA

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

Menerima
pendaftaran permohonan
Eksekusi

Tidak

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

- Checklist

-ATK

1Jam

Checklist
sudah di paraf
petugas

Memeriksa permohonan
eksekusi

= N

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

-Checklist sudah
diparaf petugas

-ATK

3 Jam

Permohonan
Eksekusi
lengkap

Membuat resume
permohonan Eksekusi

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

- Checklist sudah

diparaf petugas
-ATK

1 Hari

Telaah
dilakukan oleh
Panmud atau
Tim yang
ditunjuk KPN
dan
dituangkan
dalam resume

Menelaah dan
memberikan pendapat
terhadap resume

Tidak

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

- Checklist sudah
diparaf petugas

-Resume
permohonan
berkas

-ATK

1 Hari

Telaah dan
pendapat
Panitera

Mempelajari permohonan
eksekusi dan berkas
perkara yang
dimohonkan Eksekusi

Ya

-Permohonan
Eksekusi
-Berkas perkara
-Resume
-Pendapat
Panitera

-ATK

1 Hari

Pendapat KPN

3|

Menghitung besarnya
panjar biaya eksekusi

-Permohonan
Eksekusi
-Berkas perkara
-Resume
-Pendapat
Panitera

-SK Penetapan
panjar

-ATK

1Jam

Jumlah Panjar
Biaya perkara
diketahui

Membuat Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM)

L

-Lembar
perhitungan
Panjar  Biaya
Eksekusi

-ATK

1Jam

Slip Setoran
Panjar Biaya
Eksekusi dari
Bank dan
SKUM

Menerima bukti setoran
Bank dari Pemohon

e

-Slip Setoran
Panjar Biaya
Eksekusi dari
Bank

-Berkas
permohonan

-ATK

1Jam

Panjar Biaya
Eksekusi
terbayar

10

Menginput kedalam SIPP
dan mencatat kedalam
Buku Jurnal Keuangan

-Berkas
permohonan

-Slip Setoran
Panjar Biaya
Perkara dari
Bank

-SIPP

1Jam

Biaya perkara
terinput pada
Aplikasi SIPP
dan tercatat
dalam Buku
Jurnal
Keuangan




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PERLENGKAPAN| WAKTU | OUTPUT
-Buku Jurnal
Keuangan
ATK
11 | Menginput kedalam SIPP -Berkas Permohonan
dan mencatat permohonan Eksekusi
permohonan Eksekusi -Buku Register terinput dalam
dalam Register -SIPP 1Jam |SIPP dan
Permohonan Eksekusi -Buku Register tercatat dalam
Permohonan buku register
Eksekusi
12 |Membuat konsep -Berkas Draft
penetapan teguran / permohonan penetapan
Aanmaning Y Eksekusi teguran /
I_Ll -Berkas perkara Aanmaning
-Resume 1Jam
-Pendapat
Panitera dan
KPN
-ATK
13 |Penandatangan -Berkas Penetapan *2
Penetapan teguran / permohonan Aanmaning
Aanmaning Eksekusi
-Berkasperkara
-Resume
-Pendapat
Panitera dan 1Jam
KPN
-Draft
penetapan
Aanmaning
-ATK
14 | Menginput tanggal -Penetapan Tanggal
penetapan teguran / Aanmaning penetapan
Aanmaning kedalam SIPP -SIPP Aanmaning
dan mencatat dalam -register 1Jam |terinput dalam
register -ATK SIPP dan
tercatat dalam
reqister
15 | Penunjukan Jurusita / -Penetapan Jurusita /
Jurusita Pengganti Aanmaning 1 3am Jurusita
-SIPP Pengganti
-ATK telah ditunjuk
16 |Melakukan pemanggilan -Penetapan Relaas 3
teguran / Aanmaning -Surat Tugas panggilan
-Relaas 1 Jam Aanmaning
panggilan yang yang sudah
belum dilaksanakan
dilaksanakan
17 |Melakukan -Berkas Perkara Konsep BA
Sidang teguran / -Berkas Aanmaning
Aanmaning permohonan
Eksekusi
-Putusan
-Penetapan 1 Jam
Aanmaning
-Relaas
panggilan
Aanmaning
-ATK
18 | Pembuatan BA teguran / -Berkas Perkara BA teguran /
Aanmaning -Berkas Aanmaning
permohonan yang telah
Eksekusi ditanda
-Putusan tangani
-Penetapan Ll Panitera
Aanmaning
-Konsep BA
Aanmaning
-ATK
19 |Penandatanganan BA -BA Aanmaning BA teguran / 4
teguran / Aanmaning yang telah Aanmaning
ditandatangani 1 Jam telah
Panitera ditandatangani
-ATK KPN dan
Panitera
20 |Membuat konsep -Berkas Perkara Konsep S
penetapan Sita Eksekusi -Berkas Penetapan Sita
setelah Termohon tidak permohonan Eksekusi
memenuhi Putusan Eksekusi
secara sukarela dalam -Putusan 1 Jam
waktu paling lama 8 hari -Penetapan
setelah teguran / teguran /
Aanmaning Aanmaning
-Relaas

panggilan




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

KASIR

MEJAII | 1JS/1ISP

PANMUD

PANITERA

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
ATK

21

Memeriksa dan
Membubuhi paraf konsep
penetapan Sita Eksekusi

-Berkas Perkara
-Berkas
permohonan
eksekusi
-Putusan
-Penetapan
teguran /
Aanmaning
-Relaas
panggilan
teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
-Permohonan
Sita Eksekusi
-Draft
Penetapan Sita
Eksekusi
-ATK

1Jam

Konsep
Penetapan Sita
Eksekusi telah
diparaf

22

Mengoreksi dan
menandatangani
penetapan sita eksekusi

-Berkas Perkara
-Berkas
permohonan
Eksekusi
-Putusan
-Penetapan
teguran /
Aanmaning
-Relaas
panggilan
teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
-ATK

1 Jam

Penetapan Sita
Eksekusi telah
ditandatangani

23

Melaksanakan Sita
Eksekusi

-Penetapan Sita
Eksekusi
-Surat Tugas
-BA Sita
Eksekusi yang
belum
dilaksanakan

1 Hari

Sita Eksekusi
telah
dilaksanakan
dan BA Sita
Eksekusi telah
ditandatangani

*6

24

Membuat konsep
Penetapan Lelang

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Berkas perkara

-Resume

-Pendapat
Panitera dan
KPN

-BA Sita
Eksekusi

-ATK

1Jam

Konsep
Penetapan
lelang

25

Memeriksa dan
Menandatangani
Penetapan Lelang

-Berkas Perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi

-Draft
Penetapan
lelang

-ATK

1Jam

Penetapan
lelang

26

Menginput penetapan
lelang kedalam SIPP dan
mencatat dalam register

-Penetapan

lelang
-SIPP
-Register
-ATK

1Jam

Penetapan
lelang telah
diinput dalam
SIPP dan
dicatat dalam
register

27

Mengajukan permohonan
lelang

-Penetapan
lelang
-ATK

1Jam

28

Menunjuk pejabat penilai
public untuk menentukan
harga limit

-Berkas perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi

1 Jam

Konsep harga
limit

*7




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

KASIR

MEJAII

1s/isp

PANMUD

PANITERA

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

29

Menandatangani
penetapan Harga Limit

-Berkas perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi

-Penetapan
Lelang

-NJOP, hasil
taksiran
appraiser

-Konsep harga
limit yang telah
diparaf

-ATK

1 Jam

Harga limit di
tetapkan

*8

30

Pengiriman berkas Lelang
dan permintaan jadwal
lelang kekantor KPKNL

-Salinan
putusan /
salinan
sertifikat hak
tanggungan

-Penetapan dan
BA Aanmaning

-Penetapan dan
BA Sita
Eksekusi

-Tanda bukti
hak jika ada

-Penetapan
harga limit

-Surat
keterangan
Panitera jika
tidak ada tanda
bukti hak

2 Jam

Terkirim
berkas lelang
dan
permintaan
jadwal lelang
ke KPKNL

31

Pengumuman Jadwal
Lelang dimedia massa

-Surat kabar
-Papan
pengumuman
Pengadilan

30 Hari

Terbit
pengumuman
disurat kabar

29

32

Pelaksanaan Lelang

-Daftar hadir
peserta lelang
-Daftar hadir
petugas KPKLN
-Penetapan
lelang
-Penetapan
Harga limit
-Bukti
pengumuman
-ATK

2 Jam

Risalah Lelang

33

Menerima dokumen dan
hasil lelang serta
menyerahkan hasil lelang
kepada pemohon
eksekusi

-bukti transfer
lelang dari
KPKLN

-Konsep BA
penyerahan
uang

-Risalah lelang

-Buku Ekspedisi

-ATK

1Jam

Tanda terima /
BA penyerahan
uang

35

Menginput data
pelaksanaan Eksekusi
pada SIPP dan mencatat
dalam register

-Berkas perkara
-Berkas
permohonan
Eksekusi
-Berkas
pelaksanaan
eksekusi

-BA penyerahan
hasil lelang
-Risalah lelang
-SIPP

-Buku register
-ATK

1Jam

Data
pelaksanaan
Eksekusi
terinput dalam
SIPP dan
tercatat dalam
register

36

Menyerahkan berkas ke
Panmud hukum untuk

diarsipkan

-Berkas perkara
lengkap
-Buku ekspedisi

1 Jam

BA penyerahan
berkas

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

b |
2

Untuk perkara sifatnya sederhana/ mudah
Setelah dikoreksi dan paraf panitera

Disesuai kan dengan radius

Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan sita Eksekusi

Jika belum ada Sita Jaminan atau terhadap eksekusi hak Jaminan
Jika yang disita berupa barang tetap (tanah) segera didaftar kan ke BPN

Harga limit di dasarkan pada NJOP dan Harga Pasar (yang dinilai oleh apraiser)

Harga limit yang ditetap kan dari nilai NJOP dan Harga Pasar dibagi 2 (dua)




*9 2 kali pengumuman selama 30 hari untuk benda tetap dan benda bergerak 6 hari 1 kali pengumuman



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1487/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERT
SAROLANGUN
/;J‘/
D DIANA
NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PERDATA UMUM

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11.

12

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/X11/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas banding akan
terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

6 By o

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer

3. Printer

4. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP

2. Buku Register Induk Perkara Gugatan
3. Buku Register Banding

4, Buku Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANAAN MUTU BAKU
No A AS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF Js/isp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 |Menerima dan - Buku Register Diterimanya
memeriksa - Berkas Perkara permohonan
permohonan Tidak - ATK pencabutan
pencabutan < Je - Komputer banding dari
banding, Jika - Surat permohonan pemohon
banding elektronik 1 Jam
maka petugas
PTSP melakukan
unduh Surat
Permohonan dari
aplikasi eCourt
2 |Meneliti - Permohonan Persyaratan
persyaratan \ - Surat kuasa jika permohonan
permohonan ada 1Jam |pencabutan
pencabutan - SIPP banding lengkap
banding
3 |Membuat konsep - Akta Banding Konsep Akta
akta pencabutan - ATK pencabutan
pernyataan - permohonan 1Jam |pernyataan
banding pencabutan banding
banding lengkap
4 | Meneliti dan - Akta Banding Konsep Akta
membubuhkan y - ATK pencabutan
paraf pada konsep - Konsep Akta 1 Jam pernyataan
akta pencabutan pencabutan banding sudah
pernyataan pernyataan diparaf
banding banding
5 |Penandatanganan Konsep Akta Akta pencabutan
Akta Pencabutan Y pencabutan pernyataan
Banding pernyataan banding 1Jam |banding yang *]
sudah diparaf sudah
ditandatangani
6 |Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan A 4 Pernyataan Data terinput
Banding kedalam l l Pemohonan Kasasi 13360 kedalam SIPP dan
SIPP dan mencatat - SIPP tercatat pada
dalam Register - Register Register
- ATK
7 | Melaksanakan - Akta Pencabutan
pemberitahuan Pemohonan Termohon Banding
pencabutan y Banding telah menerima
permohonan Ej - Relaas 6.28m pemberitahuan
Banding Pemberitahuan pencabutan
Pencabutan permohonan
Pernyataan Banding
Banding
8 |Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah _ Relaas pemberitahuan
relaas A Pemberitahuan pencabuten
pemberitahuan E:I Pencabutan 1 Jam permohonan
pencabutan Bandin Banding tercatat
permohonan - SIPP 9 dan relaas
Banding pada SIPP terunggah pada
SIPP
9 | Mencatat tanggal - Relaas
pemberitahuan Pemberitahuan Pencabutan
pencabutan Pencabutan permohonan
permohonan h 4 Pernyataan Banding tercatat
Banding pada I:j Banding 1Jam |pada Register
Register Induk - Register Induk Induk Perkara
Perkara Gugatan Perkara Gugatan Gugatan dan
dan Register - Register Banding Register Banding
Banding - ATK
10 |Pengiriman Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan - ATK pengiriman
Banding ke v - Akta pencabutan
Pengadilan Tinggi pernyataan 3
Ej banding yang 1 Jom 2
sudah
ditandatangani
11 |Menginput akta v - Akta pencabutan Data terinput
pencabutan pernyataan kedalam SIPP dan
pernyataan E‘:I banding tercatat kedalam
banding kedalam - SIPP 1 Jam register
SIPP dan - eCourt
Mencatat dalam - Register
Register [ ] - ATK




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF JS/isp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
12 | Mengarsipkan Berkas perkara 1Jam | Arsip tersimpan
berkas perkara banding
banding
KETERANGAN
*1  Dalam hal Banding secara elektronik penandatanganan akta pencabutan hanya ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, Dalam hal Banding
dilaksanakan secara manual maka penandatanganan akta pencabutan pernyataan banding ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
*2  a. Dalam hal Permohonan Banding secara manual sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim melalui Kantor

Pos.
b. Dalam hal Permohonan Banding secara elektronik sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim secara elektronik.
c. Dalam hal Berkas Perkara Banding belum dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Akta Pencabutan cukup dilampirkan dalam berkas perkara tersebut.




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1488/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/}’/
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DERA DIANA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/1V/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas kasasi akan
terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata 2
2. Strata 1l
3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

4R o o

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata
Register Kasasi Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

Bt s




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVIRAS PTSP | MEJAIII | JS/JSP | PANMUD | PANITERA :::fgrm:ll! WAKTU OUTPUT KET;
1 Ms.-nerin‘za dan Tidak - Surat Permohonan
memeri ( )P Pencabutan
permohonan — Permohonan Kasasi Diteri
pencabutan - Surat Persetujuan ’ erm:\anya
permohonan Kasasi dari Prinsipal / Surat permob o
Kuasa yang sudah 1Jam penca hutan
secara khusus untuk zermq giah
pencabutan asasi dari
- Register Induk Pemohon
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Meneliti r A E
permoho’.:learrs:ya e g:;z::tagsg:lohonan Persya;atan
pencabutan B Permohonan Kasasi 1Jam penng gpan. dak
permohonan Kasasi Ya - Surat Kuasa jika ada terpenu : / tida
[ - SIPP terpenuhi
3 |Membuat konsep Akta - Surat Permohonan Konsep Akta
Eencabutan Pencabutan ) 1 Jam Pencabutan
ernyataan Permohonan Kasasi Pernyataan
Pemohonan Kasasi 1 - ATK Pemohonan Kasasi
4 | Membubuhkan paraf Kon:
konsep Akta P I:+:| = };onseguAt:ta Pgnz:guAt:;a
Pencabutan Pznmcaama: Kasasi 1Jam Pernyataan
Pernyataan - ATK Y Pemohonan Kasasi
Pemohonan Kasasi sudah diparaf
5 |Menandatangani Akta Konsep Akta
Pencabutan Pencabutan Akta Pencabutan
Pernyataan Pernyataan 1Jam Pernyataan
Pemohonan Kasasi Pemohonan Kasasi Pemohonan Kasasi
bersama Pemohon sudah diparaf
6 |Mengirim Akta \ - Buku ekspedisi
Pencabutan - ATK
Pernyataan Ej - Akta Pencabutan BT Tanda bukti 1
Pemohonan Kasasi ke Pernyataan pengiriman
Kepaniteraan MA Pemohonan Kasasi
sudah ditandatangani
7 | Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan ¥ Pernyataan Data terinput
pernyataan Kasasi Pemohonan Kasasi 1 Jam kedalam SIPP dan
kedalam SIPP dan - SIpp tercatat pada
mencatat dalam - Register Register
Register - ATK
ir e T g Temoren s
; telah menerima
pencabutan Pemohonan Kasasi bertahuan
permohonan Kasasi - Relaas 6 jam pem u
Pemberitahuan pencabutan
permohonan
Pencabutan Kasasi
Pernyataan Kasasi
9 (h;enginput tangghal : Tangb%al .
an mengungga Y - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan I:j Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam permohonan
permohonan Kasasi Pernyataan Kasasi Kasasi tercatat dan
pada SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 [Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitahuan Pemberitahuan permohonan
pencabutan Pencabutan pernyataan Kasasi
permohonan Kasasi Ijj Pernyataan Kasasi 1 Jams tercatat pada
pada Register Induk - Register Induk Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register Kasasi - Register Kasasi dan Register
- ATK Kasasi
" f';denglnmkan Akt A 4 - Surat Pengantar Akta Pencabutan
encabutan Akta P buta P ta
Pernyataan Ej 7 encandian 1Jam emyaiaan : *2
P y Pernyataan Pemohonan Kasasi
emphonan Kasasi ke Pemohonan Kasasi terkirim
Kepaniteraan MA I_
12 |Mengarsipkan berkas (b Akta Pencabutan
perkara Kasasi Pernyataan 1Jam Arsip tersimpan
Pemohonan Kasasi
KETERANGAN
*1  Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tidak perlu dikirim

*2  Dalam hal berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan Kasasi harus dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah Agung




NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1489/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
\
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
Kabupaten Sarolangun PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata2
3. Strata 1l
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

Al ol

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

gl okl




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III ]S/ 1sp PANMUD PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 | Menerima dan - Surat Diterimanya
memeriksa C\_,: AL Permohonan permohonan
permohonan Pencabutan pencabutan
pencabutan Permohonan PK permohonan PK
permohonan PK - Surat dari Pemohon
Persetujuan dari
Prinsipal / Surat 1 Jam
Kuasa yang
sudah secara
khusus untuk
pencabutan
- Register Induk
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Meneliti persyaratan Y - Surat Persyaratan
permohonan \ Permohonan permohonan
pencabutan Pencabutan terpenuhi / tidak
permohonan PK Ya Permohonan PK 1Jam |terpenuhi
- Surat Kuasa jika
ada
- SIPP
3 |Membuat konsep ¥ - Surat Konsep Akta
Akta Pencabutan Permohonan Pencabutan
Pernyataan Pencabutan 1Jam |Pernyataan
Pemohonan PK Permohonan PK Pemohonan PK
- ATK
4 | Membubuhkan paraf Konsep Akta
pada konsep Akta ; g sz:z:gu/t\:aa Pencabutan
Pencabutan Pernyataan PK 1Jam |Pernyataan
Pernyataan _ATK 4 Pemohonan PK
Pemohonan PK sudah diparaf
5 | Menandatangani Akta Konsep Akta Akta Pencabutan
Pencabutan 'j Pencabutan Pernyataan
Pernyataan E Pernyataan 1Jam |Pemohonan PK
Pemohonan PK Pemohonan PK
bersama Pemohon sudah diparaf
5 | Mengirim Akta - Buku ekspedisi Tanda bukt
Pencabutan v - ATK pengiriman
Pernyataan - Akta Pencabutan
Pemohonan PK ke Pernyataan 1Jam ¥
Kepaniteraan MA Pemohonan PK
sudah
ditandatangani
7 | Menginput - Akta Pencabutan Data terinput
pencabutan Pernyataan kedalam SIPP
pernyataan PK I:!|j Pemohonan PK §'Jai dan tercatat
kedalam SIPP dan - SIPP pada Register
mencatat dalam - Register
Register - ATK
8 |Melaksanakan - Akta Pencabutan Termohon PK
pemberitahuan Ej Pernyataan telah menerima
pencabutan Pemohonan PK pemberitahuan
permohonan PK - Relaas 6 Jam |pencabutan
Pemberitahuan permohonan PK
Pencabutan
Pernyataan PK
9 | Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah v - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam |permohonan PK
permohonan PK pada Pernyataan PK tercatat dan
SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 | Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitauan Pemberitahuan permohonan
pencabutan A Pencabutan pernyataan PK
permohnan PK pada Pernyataan PK 956 tercatat pada
Register Induk - Register Induk Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register PK - Register PK dan Register PK
- ATK
11 | Mengirimkan Akta . - Surat Pengantar Akta Pencabutan
Pencabutan E'j - Akta Pencabutan Pernyataan
Pernyataan 1Jam |Pemohonan PK
Pemohonan PK ke Pemyataan terkirim
x Pemohonan PK
Kepaniteraan MA
12 | Mengarsipkan berkas \ 4 Akta Pencabutan Arsip tersimpan
perkara PK ( ) Pernyataan 1 Jam

Pemohonan PK




PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1 | a. Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan PK tidak perlu dikirim.
b. Dalam hal berkas perkara PK sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan PK harus dikirim ke Kepaniteraan MA




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1490/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/;,‘/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN PEMBATALAN
Kabupaten Sarolangun PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

Reglement of Rechtsvordering (RV).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

tentang

:026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS | pTSP [ MEJA [ MEJA [KASIR| PAN | 1S/ [ PP [ PANI [HAKIM KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
II III MUD | JSP TERA PERLENGKAPAN

1 [Menerima - Pembatalan Checklist ot
Permohonan Putusan ditanda
Pembatalan Tidak Arbitrase tangani oleh
Putusan Arbitrase - Putusan Arbitrase petugas
dalam bentuk - Surat PTSP
gugatan Pendaftaran 1jam

Putusan Arbitrase
ke Pengadilan
Negeri

- Surat kuasa jika
ada

- Checklist

2 |Meneliti - Surat Berkas
Permohonan X Permohonan Permohonan
Pembatalan ] Pembatalan Pembatalan
Putusan Arbitrase Putusan Putusan

Arbitrase Arbitrase
- Putusan Arbitrase lengkap

8 - Surat .
1jam

Pendaftaran

Putusan Arbitrase

ke Pengadilan

Negeri
- Surat kuasa jika

ada
- Checklist

3 | Menghitung panjar \ - SK Biaya Panjar Jumlah

biaya perkara perkara Panjar Biaya

- Surat perkara
Permohonan diketahui
Keberatan :
Terhadap 1 jom
Putusan BADAN
ARBITRASE yang
sudah lengkap

- ATK

4 | Memberikan Slip - Lembar 1jam | Slip Setoran
Setoran Panjar perhitungan Panjar Biaya
Biaya Perkara Panjar Biaya Perkara dari
yang harus y Perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM)

5 |Menerima bukti - Slip Setoran Permohon an
setoran Bank dari Panjar Biaya Keberatan
Penggugat dan Perkara Dari Terhadap
membukukan Bank Putusan Badan
panjar biaya - Surat Arbitrase telah
perkara ke SIPP Y Permohonan terdaftar dan
dan mencatat Pembatalan mempero leh
kedalam buku Terhadap nomor perkara
jurnal keuangan Putusan Badan 1jam
perkara dan Kas Arbitrase Yang
Bantu Sudah Lengkap

- SIPP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

6 |Memungut dan - Permohonan Tanda terimg
menyetor Keberatan penyetoran
Penerimaan Terhadap PNBP
Negara Bukan Putusan Badan
Pajak (PNBP) v Arbitrase telah

terdaftar dan
memperoleh
nomor perkara
- Buku ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku Induk| 1 jam
HHK
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS  [pTSP | MEJA | MEJA [KASIR| PAN | JS/ | PP | PANI [HAKIM KPN | PERSYARATAN/ [ WAKTU | OUTPUT | KET
1I 111 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN

7 Menginput data - Aplikasi SIPP Data
perkara kedalam L Berkas perkara perkara
SIPP dan Permohonan terinput dan
mencatat perkara Keberatan tercatat di
ke Buku Register Terhadap SIPP dan
Induk Putusan Badan 1iam buku

Arbitrase ) register
- Buku  Register

Permohonan

Keberatan

Terhadap

Putusan BANI .

8 |Menyusun - SIPP 1 jam Berkas
kelengkapan A 4 . Berkas perkara perkara
berkas perkara + SKUM tersusun

+ Formulir beserta
- ATK kelengkapan
+ Sampul berkas nya

9 |Penetapan v | SIPP 3 hari Penetapan
penunjukan L Berkas perkara penunjukan
Majelis Hakim ATK majelis
melalui SIPP Hakim.

10 | Menunjuk Panitera | Berkas perkara 3 hari Penunjukan PP
Pengganti dan + SIPP tecatat
Jurusita/ Jurusita + ATK kedalam SIPP
Pengganti melalui
SIPP

12 | Mencatat tanggal L Berkas perkara Perkara
dan nomor L SIPP tercatat ke
penetapan Majelis A L Register dalam
Hakim, L ATK register
Penunjukan PP 1jam | induk
dan JS/JSP
kedalam register
Induk perkara
perdata

13 |Menyerahkan - berkas perkarg Tanda terima
berkas perkara lengkap 1 jam penyerahan
pada Majelis L buku ekspedisi JMberkas
Hakim

14 |Menetapkan hari ‘ Berkas perkara Penetapan
sidang melalui SIPP Hari Sidang
SIPP - ATK 3 hari

15 |Menerima L Berkas perkara Tanda terima
berkas perkara I Penetapan Har| penyerahan
dari Majelis Hakim Sidang 1jam |berkas
yang telah L Buku ekspedisi
ditetapkan | SIPP

16 |Mencatat Buku register Penetapan
penetapan hari SIPP hari sidang
sidang kedalam ATK 1 jam telah tercatat
buku register ke dalam SIPP
induk dan Buku

register induk

17 |Menerima -salinan Konsep Relaas
penetapan hari Permohonan panggilan yang
sidang dan ¥ Keberatan siap
membuat relaas Terhadap Putusa 1 jam dilaksanakan
panggilan kepada Badan Arbitrase
para pihak -penetapan hai

sidang
-Buku Ekspedisi

18 |Menyampaikan L salinan Relaas
relaas panggilan Permohonan panggilan yang
kepada para pihak v Keberatan telah

Terhadap Putusan dilaksanakan
Badan Arbitrase
L relaas panggilan
yang belum :
dijalankan 2han

L surat tugas




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS | pTSp | MEJA | MEJA [KASIR| PAN | 3S/ | PP [ PANI [HAKIM| KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
II 111 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN
19 [Menggunggah - Relaas panggilan | 1 jam Tanda terima
relaas panggilan yang telah penyerahan
ke SIPP dan dijalankan relaas
Menyerahkan + Buku ekspedisi
kepada Panitera
Pengganti
20 |Proses - Surat Keberatan + Court calendar] *2
Persidangan Putusan Arbitrase yang sudah
L Jawaban disepakati
Y - Replik BA sidang
L Duplik 18 hari L putusan
- Pembuktian - SIPP terisi
- Kesimpulan
- Putusan
- SIPP
- ATK
21 |Mencatat biaya -Putusan - Materai dan
materai dan biaya -Buku Jurnal biaya redaksi
redaksi putusan v Keuangan Perkara = Jurnal
dalam SIPP -Buku Kas Bantu 1jam ditutup
-Buku Induk
keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
22 | Menyerahkan -Berkas perkara ITanda terima
berkas ke Panitera . - Checklist ) penyerahan
Muda untuk — kelengkapan Ljam borkas
diminutasi berkas
-Buku ekspedisi
- Softcopy Putusan
23 |Menerima dan -Berkas perkara Berkas siap
memeriksa 4 - Checklist diminutasi
kelengkapan kelengkapan 14 hari
berkas perkara Tidak berkas
yang akan -Buku ekspedisi
diminutasi Ya - Softcopy putusan
24 |Menyerahkan L berkas perkara BA penyerahan
berkas perkara + Checklist ke Panmud
yang sudah BHT y kelengkapan liam bwum
ke Panmud berkas
Hukum untuk - Buku ekspedisi
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Pendaftaran keberatan dapat diterima paling lama 30 hari sejak putusan Badan Arbitrase didaftarkan ke PN
Tenggang waktu penyelesaian perkara 30 hari sejak didaftarkan
b. Penginputan Kegiatan Persidangan pada SIPP dan mencatat pada register

*1
*2

a.




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP WS5.U9/02/S0P/1491/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/‘,g.,"—/
DEKA DIANA
NAMA SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN BPSK

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

10.

11.

12.

13.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1?86 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadapa
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
:026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Register Induk Perkara Gugatan




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas  |petugas| Meja | Meja Panmud| JS / Majeli Persyaratan/ Ket.
PTSP 1I 111 Kaslr perdata| JSP i PaniterJ Haki iy Perlengkapan Waktu | “Outpux
Menerima -Surat Permohonan | 1jam | Checklist | "1
Permohonan C\ Tidak Keberatan ditanda
Keberatan _J Terhadap Putusan tangani
Terhadap BPSK oleh
Putusan BPSK -Putusan BPSK petugas
dalam -Bukti Pendaftaran PTSP
rangkap 6 (deponir) Putusan
BPSK di
Kepaniteraan
-Surat kuasa jika
ada
- Checklist
Meneliti -Surat Permohonan | 1 jam | Surat
Permohonan ! Keberatan Permohon
Keberatan Terhadap Putusan an
Terhadap < >-— BPSK Keberatan
Putusan BPSK -Putusan BPSK Terhadap
-Surat kuasa jika Putusan
Ya ada BPSK
- Checklist lengkap
Menghitung -SK Biaya Panjar 1jam | Jumlah
panjar biaya perkara Panjar
perkara v -Surat Permohonan Biaya
Ej Keberatan perkara
Terhadap Putusan diketahui
BPSK yang sudah
lengkap
-ATK
Memberikan -Lembar 1jam | Slip
Slip Setoran perhitungan Panjar Setoran
Panjar Biaya v Biaya Perkara Panjar
Perkara yang I l -ATK Biaya
harus dibayar Perkara
ke Bank serta dari Bank
menbuat Surat
Kuasa Untuk
Membayar
(SKUM)
Menerima -Slip Setoran Panjar | 1 jam |Permohona 2
bukti setoran Biaya Perkara Dari n Keberatan
Bank dari Bank Terhadap
Pemohon dan Y -Surat Permohonan Putusan
membukukan E:I Keberatan BPSK telah
panjar biaya Terhadap Putusan terdaftar
perkara ke BPSK Yang Sudah dan
SIPP dan Lengkap memperole
mencatat -SIPP h nomor
kedalam buku -Buku Jurnal perkara
jurnal Keuangan Perkara
keuangan -Buku Kas Bantu
perkara dan -ATK
Kas Bantu
Memungut - Permohonan 1jam |Tanda
dan Keberatan terima
menyetor Terhadap Putusan penyetoran
Penerimaan BPSK telah terdaftar PNBP
Negara L 2 dan memperoleh
Bukan Pajak I nomor perkara
(PNBP) - Buku Ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
-Buku Jurnal
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu
Menginput v -Aplikasi SIPP 1 jam Dat:
data perkara -Berkas perkara perkara
kedalam SIPP E] -Buku Register tercatat
dan Mencatat Permohonan di SIPP
perkara ke Keberatan dan buku
Buku Register Terhadap Putusan register
Induk BPSK
Menyusun -SIPP 1jam | Berkas
kelengkapan -Berkas perkara perkara
berkas perkara -SKUM tersusun
-Formulir beserta
-ATK kelengka
-sampul berkas pannya




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas | PetUg | yoiy | Meja . |Panmud| 35/ : JMajeliJ Persyaratan/ Ket.
P‘:;P I III Kasir perdata| 1SP PR [Paniter Hakim KPN Perlengkapan Wakui | ‘Outpue
9 | Menetapkan -SIPP 3 hari |Penetapan
penunjukan L‘J -Berkas perkara majelis
Majelis Hakim -ATK Hakim.
melalui SIPP ﬁ
10| Menunjuk I -Berkas perkara 3 hari |Penunjukan
Panitera -SIPP PP tecatat
Pengganti Ej -ATK kedalam
dan Jurusita SIPP
melalui SIPP
12 [Mencatat -Berkas perkara 1 jam [|Perkara
tanggal dan -SIpp tercatat ke
nomor % -Register dalam
penetapan -ATK register
Majelis Hakim, induk
Penunjukan PP
dan JS/JSP
kedalam
register Induk
perkara perdata
13| Menyerahkan h 4 -berkas perkara 1jam |Tanda
berkas perkara lengkap terima
pada Majelis EIZI -buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas
15| Menetapkan * -Berkas perkara 3 hari |Penetapan
hari sidang l -SIPP Hari Sidang
melalui SIPP -ATK
16| Menerima -Berkas perkara 1jam |Berkas
berkas -penetapan hari diterima
perkara dari sidang
Majelis Hakim -ATK
dan -Ekspedisi
menyampaika
n penetapan v
kepada
Jurusita/JSP
untuk
memanggil
Pemohon
17| Menerima -Salinan Permohonan| 7 hari |Pemanggilar
penetapan Keberatan Terhadap sudah
hari sidang. A 4 Putusan BPSK diterima olet:
Membuat dan -penetapan hari pihak
meyampaikan sidang
relaas - Buku Ekspedisi
panggilan
kepada para
pihak
18| Menyerahkan v + Relaas panggilan 1 jam | Tanda
relaas yang telah terima
panggilan dijalankan penyerahar
kepada + Buku ekspedisi relaas
Panitera
Pengganti
19 | Menyerahkan v - Relaas panggilan 1 jam | Tanda
relaas I yang telah terima
panggilan dijalankan penyeraha
kepada L Buku ekspedisi n relaas
Majelis Hakim
20 | Persidangan L Surat Keberatan 21 | Court 3
Putusan BPSK hari calendar
+ Jawaban yang sudah
v + Replik disepakati
- Duplik L BA sidang
+ Pembuktian + Putusan
- Kesimpulan + SIPP terisi
+ Putusan
- SIPP
L ATK
21 | Penginputan + Surat Keberatan 1jam  Court
Kegiatan Putusan BPSK calendar
Persidangan - Jawaban yang sudah
da SIPP - Repl[k dlse?akau
pe y L Duplik L BA sidang
- Pembuktia L Putusan
- Kesimpulan L SIPP terisi
+ Putusan
) - BA Sidang
- SIPP

- ATK




Pelaksana Mutu Baku
Petug . .
- Meja Meja
No |  Aktivitas as . |Panmud| 35/ ; MajeliJ Persyaratan/ Ket.
PTSP I III Kasir perdata| JSP PP |Panitera Hakim KPN Perlengkapan Waktu | Output
26 | Menginput -Putusan 1 jam | Materai da
biaya materai -Buku Jurnal biaya
dan biaya ge:aananBPaer:uara Jredal:si
: -Buku Kas Ban L Jurna
;e‘ljaks's’l’;;“a“ ¥ -Buku Induk ditutup
alam I keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
27 | Menyerahkan -Berkas perkara 1jam |Tanda
berkas ke - Checklist terima
Panitera gel;ngkapan':ierkas penyerahan
Muda untuk 4 =EARY el:spFedl berkas
diminutasi R n
28 | Menerima -Berkas perkara 14  |Berkas siap
berkas - Checklist hari | diminutasi
perkara dan ;ﬁ':”gekézzg.ge'kas
2 -Buku i
menginput
tanggal - Softcopy putusan
minutasi ke
dalam SIPP
29 | Menyerahkan + Berkas perkara 3 hari | BA
berkas + Checklist penyerahan
perkara yang ¥ kell(engkapaq berkas ke Panmud
sudah BHT CD - Buku ekspedisi Hukum
ke Panmud
Hukum untuk
diarsipkan

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Perma 01 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 3

‘1
2
3

Dalam hal keberatan diajukan konsumen & pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama maka perkara harus didaftar dengan nomor perkara yang sama

Tenggang waktu penyelesaian perkara 21 hari sejak sidang pertama dilakukan sampai dengan putusan




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1492/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DEKA DIANA

NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA

PARTAI POLITIK

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

13

2.

3.

10.

11;

12

13.

14.

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Pleno Rapat Kamar Mahakamah Agung Tahun 2016
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

bt bt o

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

0B L )

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA - MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJE KPN / | PERSYARATAN/| WAK KET
PTSP | MEJAII | KASIR II’ANMUD JS/isp PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN! TU OUTPUT

1 |Menerima Tidak - Surat gugatan | 1 jam | Cheklist
gugatan < sengketa partai ditandatang
sengketa partai politik ani oleh
politik - Putusan petugas

Mahkamah PTSP
Partai

- Surat kuasa
jika ada

- Cheklist

- ATK

2 | Meneliti gugatan - Surat gugatan | 1 jam | Persyaratan
sengketa partai sengketa partai surat
politik v politik gugatan

<> - Putusan sengketa
= Mahkamah partai politik
Partai terpenuhi
Ya - Surat kuasa
jika ada
- Cheklist
- ATK

3 |[Menghitung - SK Biaya 1 jam |Jumlah
panjar biaya v Panjar Perkara Panjar Biaya
perkara - Surat gugatan Perkara

E] sengketa partai diketahui
politik yang
sudah lengkap
- ATK

4 | Memberikan slip - Lembar 1 jam | Slip setoran +]
setoran panjar perhitungan panjar biaya
biaya perkara Ej panjar biaya perkara dari
yang harus perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Kuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

S | Menerima bukti - Slip setoran 1 jam | Gugatan 2
setoran Bank dari panjar biaya sengketa
Penggugat dan v perkara dan partai politik
membukukan L _—I Bank telah
panjar biaya - Surat gugatan terdaftar
perkara ke SIPP sengketa partai dan
serta mencatat politik yang memperoleh
kedalam buku sudah lengkap nomor
jurnal keuangan dengan perkara
perkara dan kas persyaratannya
bantu - SIPP

- Buku Jumal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas
Bantu

- ATK

6 |Menginput data - Berkas perkara | 1 jam | Data perkara
perkara kedalam \ - SIPP terinput
SIPP dan l:j - Buku Register dalam SIPP
mencatat data Gugatan / dan tercatat
perkara kedalam Sengketa dalam
register induk Partai Politik register

- ATK

7 | Menyusun - Berkas Perkara | 1 jam | Berkas
kelengkapan v - SKUM perkara
berkas perkara - Formulir tersusun

I—l—l - Sampul Berkas secara

- ATK lengkap

8 |Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
Majelis Hakim - SIPP Majelis
melalui SIPP - ATK Hakim

terinput
dalam SIPP

9 |Menunjuk - Berkas Perkara | 3 han | Penunjukan 3
Panitera v - SIPP PP terinput
Pengganti melalui - ATK dalam SIPP
SIPP Elj

10 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 han | Penunjukan 4
Jurusita melalui - SIPP Jurusita
SIPP - ATK terinput

dalam SIPP

11 | Mencatat tanggal - Berkas Perkara | 1 jam | Perkara
dan nomor h 4 - SIPP tercatat
penetapan Majelis | l - Register Induk kedalam
Hakim, Penunjuka - ATK Register
PP dan JS/JSP Induk

kedalam Register
Induk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN / | PERSYARATAN/| WAK KET
PTSP Mﬂ KASIR [PANMUD | 1S/3SP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT
12 |Menyerahkan - Berkas Perkara | 1 jam |Tanda
berkas perkara lengkap terima
kepada Majelis - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas
13 |Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
berkas dan - SIPP Hari Sidang
menetapkan hari - ATK terinput
sidang melalui IJ_I dalam SIPP
SIPP
14 |Menerima berkas | - Berkas Perkara | 1 jam |Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim v Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan Elj - SIPP
- ATK
15 |Mencatat £ - Register Induk | 1 jam | Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam 4 - ATK tercatat
Register Induk kedalam
Ej Register
Induk sesuai
dengan SIPP
16 |Menerima - Salinan 1 hari |Konsep
penetapan hari Gugatan relaas
sidang dan Sengketa panggilan
membuat relaas Partai Politik
panggilan kepada - Penetapan Hari
para pihak Sidang
- Buku ekspedisi
- ATK
17 |Membuat surat v - Penetapan Hari | 1 jam | Surat tugas
tugas untuk Sidang Jurusita/Juru
Jurusita/Jurusita - Konsep surat sita
Pengganti tugas Pengganti
- ATK
18 |Menyampaikan - Salinan 1 hari |Relaas
relaas panggilan ¥ Gugatan panggilan
kepada para I:j Sengketa yang telah
pihak Partai Politik dilaksanakan
- Relaas
panggilan yang
belum
dijalankan
- Surat tugas
19 |Menginput A 4 - Relaas 1 jam |Relaas
tanggal dan panggilan yang panggilan
mengunggah telah terunggah
relaas panggilan dilaksanakan dalam SIPP
ke SIPP - SIPP
20 |Menyerahkan 4 - Relaas 1 hari | Tanda
relaas panggilan L__J panggilan yang terima
kepada Panitera telah penyerahan
Pengganti dilaksanakan relaas
- Buku ekspedisi panggilan
21 | Persidangan - Gugatan 45 hari | - Berita '5
Sengketa Acara
Partai Politik Sidang
- Jawaban - Putusan
A4 - Replik
I: l_:| - Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Putusan
- SIPP
- ATK
22 | Menginput biaya -Putusan 1 jam | Materai dan
materai dan -Buku Jurnal biaya redaksi
biaya redaksi v Keuangan Jurnal
putusan dalam I Perkara ditutup
SIPP dan -Buku Kas Bantu
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan keuangan
perkara Perkara Perdata
-SIppP
-ATK
23 | Menginput -Putusan 1 jam | Tanggal,
tanggal, amar v -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan dan
doc putusan l__l -Direktori e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori ATK sudah
Putusan terinput
pada SIPP
dan Direktori

Putusan




PELAKSANA o MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN / | PERSYARATAN/| WAK KET
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | JS/JSP PP FERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN! TU OUTPUT
24 | Minutasi Perkara - Berkas perkara |14 hari | Berkas
lengkap perkara
- SIPP lengkap
- Register Induk telah
diminutasi
25 |Menyerahkan - Berkas perkara | 1 jam |Berkas telah 6
berkas perkara lengkap yang diarsipkan
kepada Panmud telah dengan baik
Perdata diminutasi
v - BAST berkas
( ) perkara
- Checklist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Panjar biaya perkara sudah termasuk PNBP
Nomor perkara menggunakan Pdt.Sus/Parpol/Tahun/Nama PN
Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim

g !

2
3
4
5
6

Bisa didelegasikan ke Panmud Perdata

Penginputan tanggal penundaan sidang dan jadwal-jadwal persidangan sesuai Surat Edaran Ditjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 dan Surat Ditjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021

Pencatatan tanggal minutasi pada SIPP dan Register Induk dilakukan oleh Kepaniteraan




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1493/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/\‘)_‘/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA
Kabupaten Sarolangun KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
KOMIS INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3. Printer

4. Aplikasi SIPP

5.

Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA i MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PANI | MAJ KPN / | PERSYARATAN/ | WAK
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | JS/JSP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT

1 |Menerima - Surat 1 jam | Cheklist 4
keberatan < Tidak keberatan ditandatan
keterbukaan keterbukaan gani oleh
informasi publik informasi petugas

publik PTSP
- Putusan Komisi
Informasi
Publik
- Surat kuasa
jika ada
- Cheklist
- ATK

2 | Meneliti v - Surat 1 jam | Surat
keberatan <\ keberatan keberatan
keterbukaan — keterbukaan keterbukaa
informasi publik / informasi n informasi

publik publik
Ya - Surat kuasa lengkap
jika ada
- Cheklist
- ATK

3 | Menghitung - SK Biaya Panjar | 1 jam |Jumlah
panjar biaya 4 Perkara Panjar
perkara - Surat Biaya

Ej keberatan Perkara
keterbukaan diketahui
informasi
publik yang
sudah lengkap

- ATK

4 | Memberikan slip - Lembar 1 jam | Slip
setoran panjar < perhitun_gan setqran
biaya perkara Ej panjar biaya panjar
yang harus perkara biaya
dibayar ke Bank - ATK perkara
serta membuat dari Bank
Surat Kuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

5 |Menerima bukti - Slip setoran 1 jam | Keberatan
setoran Bank dari panjar biaya keterbukaa
Penglgmuga; dan v g:rl;(ara dari n iglf%rmasi
membukukan n publi
panjar biaya Ej - Surat telah
perkara ke SIPP keberatan terdaftar
serta mencatat keterbukaan dan
kedalam buku informasi memperole
jurnal keuangan publik yang h nomor
perkara dan kas sudah lengkap perkara
bantu dengan

persyaratannya
- SIpPP
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
- ATK

6 |Memungut dan - Keberatan 1 jam | Tanda
menyetor keterbukaan terima
penerimaan informasi penyetoran
negara bukan A 4 publik telah PNBP
pajak (PNBP) Ej terdaftar dleahn

memperol
nomor perkara

- Buku ekspedisi
penyetoran
PNBP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

7 | Menginput data A 4 - Berkas perkara | 1jam | Data 2
perkara kedalam - SIPP perkara
SIPP dan Ej - Register Induk terinput
mencatat data - ATK dalam
perkara kedalam SIPP dan
register induk tercatat

dalam
register




PELAKSANA < MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN / | PERSYARATAN/ | WAK
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | JS/1SP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT
8 |Menyusun - Berkas Perkara | 1 jam | Berkas
kelengkapan 5,' - SKUM perkara
berkas perkara - Formulir tersusun
Eﬁ - Sampul Berkas secara
- ATK lengkap
9 | Penyerahan - Jawaban atas | 30 Hari| Jawaban 3
jawaban atas v keberatan atas
keberatan oleh keberatan
Termohon I:|:I
kepada Panitera
10 | Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
penunjukan - SIPP Majelis
Majelis Hakim - ATK Hakim
melalui SIPP terinput
dalam
SIPP
11 | Menunjuk y - Berkas Perkara | 3 hari | Penunjukan 4
Panitera | ] - SIPP PP terinput
Pengganti - ATK dalam SIPP
melalui SIPP
12 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari [ Penunjukan '5
Jurusita melalui A / - SIPP Jurusita
SIPP E:I - ATK terinput
dalam SIPP
13 | Mencatat tanggal - Berkas Perkara | 1 jam | Penetapan
dan nomor - SIPP Majelis
penetapan - Register Induk Hakim,
Majelis Hakim, - ATK Penunjukan
Penunjukan PP v PP dan
dan JS/ISP Jurusita
kedalam Register Ej tercatat
Induk kedalam
Register
Induk
14 | Menyerahkan v - Berkas Perkara | 3 hari | Tanda
berkas perkara | I lengkap terima
kepada Majelis - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas
15 | Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan ‘6
berkas dan - SIPP Hari Sidang
menetapkan hari L - ATK terinput
sidang melalui A dalam SIPP
sipp 1
16 |Menerima berkas - Berkas Perkara | 1jam | Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan - SIPP
- ATK
17 |Mencatat - Register Induk | 1 jam | Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam - ATK tercatat
Register Induk v kedalam
I—_I Register
Induk
sesuai
dengan
SIPP
18 |Persidangan - Keberatan 60 hari|- Court 7
keterbukaan Calendar
informasi yang
publik sudah
4 - Jawaban jika disepakati
ada - Berita
I:j - Putusan dan Acara
berkas perkara Sidang
dari Komisi - Putusan
Informasi - SIPP
Publik terisi
- Pembuktian
jika ada bukti
baru
- SIPP
- ATK
19 |Menginput biaya -Putusan 1 jam | - Materai
materai dan -Buku Jurnal dan biaya
biaya redaksi 4 Keuangan redaksi
putusan dalam Ej Perkara - Jumnal
SIPP dan -Buku Kas Bantu ditutup
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan keuangan
perkara Y Perkara Perdata
-SIPP

- ATK




PELAKSANA < MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN/ | PERSYARATAN/ | WAK
PTSP | MEJAII | KASIR |PANMUD | 1S/JSP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT
20 |Menginput -Putusan 1 jam | Tanggal,
tanggal, amar -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan
doc putusan -Direktori dan e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori Putusan - ATK sudah
terinput
pada SIPP
dan
Direktori
Putusan
21 | Minutasi Perkara A 4 - Berkas perkara | 14 hari| Berkas
l_ _I lengkap perkara
- SIPP lengkap
- Register Induk telah
diminutasi
22 |Menyerahkan - Berkas perkara | 1 jam |Berkas
berkas ke lengkap yang perkara
Panmud Perdata 4 telah telah
Q diminutasi terarsip
- Berita Acara dengan
Sidang baik
- Checklist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik

1

& W

N oo

selain badan publik negara

Paling lambat 14 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011) Ada dokumen bahwa

sengketa informasi publik tersebut telah diselesaikan secara internal

Panitera meminta komisi informasi memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut yang disengketakan serta seluruh berkas perkara 14 hari sejak keberatan

diregister di kepaniteraan pengadilan
Dalam tenggang waktu 30 hari sejak keberatan diregister Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan

Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim

Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Terhitung sejak Penetapan Majelis Hakim
Tenggang waktu penyelesaian perkara 60 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1494/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/ﬂ:’/
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II oﬁmﬁ
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering.

Reglement Tot Regeling Van Het RechtswezeN

In De Gewesten Buiten Java En Madura 3. Het
Herziene Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum .

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,
Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

AR el

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




- SIPP

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAI 11 KASIR MUD | TERA JS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
1 Menerima - Formulir - Permohona
pendaftaran Tidak keberatan n
keberatan Gugatan Keberatan
terhadap Sederhana Gugatan
putusan - Formulir memori Sederhana
gugatan keberatan dan
sederhana gugatan 1Jam memori
sederhana keberatan
- Putusan Hakim gugatan
- Surat Kuasa (jika sederhana
ada) - Bukti
- Checklist penerimaa
- ATK n memori
2 Meneliti - Permohonan 1J)am |Berkas
kelengkapan Keberatan Keberatan
berkas Gugatan terhadap
keberatan Sederhana dan putusan
- memori Gugatan
keberatan Sederhana
gugatan lengkap
sederhana
Ya - Putusan GS
- Checklist yang
sudah diparaf
- ATK
3 |Menghitung 4 - Berkas 1Jam |Jumlah
panjar biaya | | keberatan Panjar Biaya
perkara dan Gugatan perkara
menerbitkan Sederhana diketahui
SKUM lengkap
- Putusan GS
- Checklist yang
sudah diparaf
- ATK
4 Menerima - Lembar 1Jam |- Menerima
pembayaran perhitungan bukti
panjar biaya Panjar Biaya pembayara
keberatan Perkara n
keberatan - keberatan
terhadap telah
putusan terdaftar
Gugatan dan
Sederhana memperole
- Slip setoran h nomor
A panjar biaya perkara
I perkara dari yang sama
Bank dengan
- Berkas perkara
keberatan pokok
terhadap
putusan
Gugatan
Sederhana Yang
Sudah Lengkap
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
- ATK
5 Menginput - Berkas
Elaya peskara Permohonan Biaya
e dalam buku :
jurnal keuangan A ~ Ship Setoran periara
elektronik dan | | F;an]ar Biaya 5] i Lichecad
erkara dari pada Buku
IHENCARH ada I Bank Jurnal
EURU jurnal - Nomor perkara Keuangan
euangan - SIPP
perkara
6 Memberi Nomor v - SIPP Data perkara
Perkara pada tercatat
SIPP dan I i gﬁmpﬁx? 1Jam |dalam
Register Induk l Permohec?nan register
perkara
7 Pemberitahuan 3 Hari |Relaas
keberatan dan :
- Memori
menyerah A
kan memori I l _ ;ﬁ:arztan
keberatan ke T mberita
pihak termohon A zﬁan
- ATK




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS: | pree [mEiat MEIA [kasir| PAN | PANI Lis/asp pp |HakaM| KPN/ | PERSYARETAN/ | wakTu | output KEX
Menerima - Kontra memori 3 hari |Bukti peneri
kontra memori maan kontra
keberatan,
8 | menginput
dalam SIPP dan
mencatat dalam |
register |
Penetapan
Majelis
Penetqpakg v i Hakim
penunjukan - y
% | Majelis Hakim | - A KA
melalui SIPP ]
Penetapan
Penunjukan Penunjukan
Panitera Panitera
Pengganti 4 -sipp Pengganti
9 Jurusita I -ATK Lo dan
Pengganti J Jurusita/
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
Mencatat -Penunjukan
penetapan Majelis
penunjukan Hakim dan
Majelis Hakim I A 4 PP serta
dan PP serta . Jurusita/JSP
2 -Register
Jurusita/JSP ke tecatat
9 | dalam Buku zﬁeT;(kas Perkara 1dam |\ edalam
Register dan buku
menyerahkan register
berkas perkara -Tapda
ke Majelis terima
Hakim berkas
Menetapkan A Siep Penetapan
12 |hari sidang | TATK 1 Hari |Hari Sidang
melalui SIPP T Pertama
Menerima
gerklaws pelrkara v Siospaia
ari Majelis -Berkas perkara
Hakim dan -penetapan hari
menyampaikan sidang Berkas
1 penetapan hari -ATK tam diterima
sidang kepada -Ekspedisi
JS/1SP
Untuk panggilan
sidang
Mengeluarkan -Surat Tugas
biaya v -Konsep relaas
pemanggilan pemberitahuan
dan menginput I l -Buku Jurnal Tanda
14 gy 1Jam |terima biaya
dalam SIPP I keuangan panggilan
serta mencatat perkara
pada buku -SIPP
jurnal keuangan - ATK
- SIPP
v - Salinan Gugatan
; Sederhana
Memanggil para I 2 . |Relaas
15 |, - Penetapan Hari 3 hari €
pihak Sidang panggilan
- Relaas panggilan
- ATK
Relaas
Mengunggah v -SIPP panggilan
relaas panggilan I l -Relaas panggilan terunggah
16 dan yang telah 1 Jam pada SIPP
menyerahkan dijalankan dan tanda
kepada Panitera -Buku ekspedisi terima
Pengganti -ATK p;nyerahan
relaas
A
I -Berkas Perkara -Court
| -Komputer Callendar
16 |Persidangan -SIPP 7 Hari -B%rita Acara
-ATK Sidang
-Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAI Pes KASIR MUD | TERA JS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Tanggal
putusan,
Menginput amar
tanggal, amar putusan
putusan dan e- :Ezt;sf;er serta e-doc
17 |doc putusan -SIPPp 1Jam |putusan
pada SIPP dan l ATK sudah
Direktori terinput
Putusan pada SIPP
dan Direktori
Putusan
Putusan
-Putusan yan yang sudah
Perandafangan bekn o tands ditanda
a0 Pilusan dleh A tangani tangani oleh
18 |[Majelis Hakim I Komput 1Jam M 'gl‘
dan Panitera SROMpUter aels
Panggant ] -SIPP Hakim dan
-ATK Panitera
Pengganti
-Berkas Perkara
y -SIPP e
19 |Minutasi | -Checklist Thari | tasi
-Komputer dengan baik
-ATK
Mengarsipkan %E -Berkas perkara Berkas
berkas perkara -Checklist 2
20 pada Panmud kelengkapan 3 hari gzma;‘dan
Perdata berkas




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1495/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/\»)/
DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Kabupaten Sarolangun PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK
(ECOURT)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2

3:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

=l 2 B o R o

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS [ Ty [mesarr| KA | PAN [PANI 10 o[, | HA [ KPN/ | PERSYARATAN/ [ \uery | oureur | K7
SIR MUD TERA KIM WKPN | PERLENGKAPAN
Menerima Tidak -Berkas Permohonan m’m
1 | Permohonan C_) secara elektronik 1Jam tanganai oleh
melalui eCourt l - Checklist petugas PTSP
Meneliti
kelengkapan Berkas
berkas perkara X -Berkas Permohonan Barmobionan
2 secara elektronik 1Jam
dan melakukan ; lengka,
- Checklist 9xap
validasi panjar
biaya perkara
. Ya -Berkas Permohonan
3 -Bukti Pembayaran 1Jam < A
SIPP dan elektronik registrasi
Register Induk I S&‘:;M !
s -Buku ekspedisi
Menerima dan penyetoran
menyetor l PNBP/Buku Induk :’"B‘;m
4 | Penerimaan HHK 1Jam Te;:'ad terima
Negara Bukan -Buku Jurnal g :t o
Pajak (PNBP) Keuangan Perkara penyetoran
-Buku Kas Bantu
-Berkas Permohonan
Mencatat biaya ¥ -Slip Setoran Panjar Biaya perkara
5 perkara ke dalam Biaya Perkara dari 1Jam tercatat pada
buku jurnal Bank Buku Jumnal
keuangan | -glc;r:or perkara Keuangan
v -sIpP Data perkara
Mencatat data -Berkas perkara tercatat dalam
6 |perkara pada I I Buku Regist 1Jam oA
Register Perkara T ; Sl egis
\ Permohonan perkara
Penetapan A 4 l
Penunjukan -SIPP . |Penetapan
7 Hakim melalui -ATK 3 Harl Hakim
SIPP
Penetapan
Penunjukan: ¢
- Pani{era + l;enun)ukan
. anitera
g | oot I o 3Hari |Pengganti dan
Pengganti i"’“‘!“"’
melalul SIPP urusta.
Pengganti
Menc;t:;n -Penunjukan
g::ﬁ njukan Hakim dan PP
> serta
:’::a";:z;gjsp 4 -Register Jurusita/JSP
9 | -Berkas Perkara 1Jam | tecatat
ke dalam Buku
¢ -ATK kedalam
Register dan I " :
menyerahkan buku regager
as perkara -Tanda terima
ke Hakim benas
Menetapkan hari _SIPP Penetapan
10 | sidang melalui | e 3Hari  |Hari Sidang
SIPP T ' Pertama
Menerima berkas I
perkara dari
Hakim dan l -Berkeat: per:k:;:
menyampaikan 'gi:;n pa Bert
11 | penetapan ATK 9 1Jam diterima
kepada _El fisi
Jurusita/JSP
untuk memanggil
Pemohon
Menerima ~SICPP t
penetapan hari :Salinan Pemanggilan
12 | S can y Permohonan 3Har | Slektronik
memanggil I -Penetapan Hari sudah
pemohon melalui Sidan pd terkirim.
e-Summons l _ATK 9
Dokumen
" -KE erkas t!;ed(ara elektronik,
5 SlOPI PF d Berita Acara
13 |Persidangan E eCourt 13 hari | Sidang dan
g ATK Penetapan /
: Putusan
elektronik.
-Penetapan /
Penandatanganan Putusan yang Penetapan /
Penetapan / A belum di tanda Putusan yang
14 | Putusan secara I tangani 1jam sudah ditanda
manual oleh Hakim -Komputer tangani oleh
dan Panitera -SIPP Hakim secara
Pengganti | -eCourt manual
-ATK
Y Naskah Penetapan / Peaetapan/
-Putusan pa Putusan sudah
Naskah Penetapan | Komputer terunggah di
15 |/ Putusan diunggah [ _SIPP 1jam |eCourt
ke eCourt v -eCourt
-ATK




PELAKSANA MUTU BAKU -
NO AKTIVITAS KA PAN PANI HA KPN/ PERSYARATAN/
PTSP | MEJAI |[MEJAII SIR MUD TERA Js/ isp PP KIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Melakukan
Verifikasi antara -Naskah Penetapan /
naskah Penetapan Putusan terunggah
-Penetapan /
(AR Putusan yan
terunggah dengan ditand é 9 Penetapan /
16 |Penetapan / tanda "9":“ 1jam  |Putusan telah
Putusan yang telah Tidak Ksccara manta terverifikasi
ditanda tangani -SIOF:T;’M&
secara manual oleh i
Hakim dan Paniterd Ya ':%'}un
Pengganti i
Menandatangani -Penetapan / Salinan
Salinan Penetapan v Putusan yang telah penetapan /
/ Putusan secara l terverifikasi putusan telah
17 | elektronik dan -Komputer 1 jam ditandatangani ‘1
mengirimkan | -SIPP dan terkirm
kepada para pihak -eCourt kepada para
secara elektronik -ATK pihak
Tanggal
Melakukan input -Penetapan / putisan, amak
tanggal, amar Y Putusan penetagan
putusan dan
1g |Penetapan/ ~Komputer 1jam  |e-doc
putusan dan e-doc -SIPP etapan /
penetapan / -eCourt msasa
putusan pada SIPP -ATK terinput pada
SIPP
-Berkas Perkara Semua data
A4 -SIPP pada kolom
19 | Minutasi -Checklist 14 hari | SIPP sudah
-Komputer terinput
I -ATK
Menyerahkan -Berkas perkara BA
berkas perkara Checklist erahan ke
20 |yang sudah BHT ke, .k el 5 3hari | PEV
engkapan berkas Panmud
Panmud Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

1

Pengucapan penetapan / putusan elektronik, penandatanganan Salinan penetapan / putusan dan pengiriman kepada para pihak secara elektronik dilakukan pada hari dan
tanggal yang sama




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1496/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
/‘\J/
X DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Kabupaten Sarolangun BANTAHAN/ PERLAWANAN — MEDIASI
BERHASIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2%

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

oo

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

NP W=

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU -
MAJE
NO | AKTIVITAS | orop | MEJAT |MEJATI Mron | | KasIR ;ﬁ'; PANA |3s13se | ee LIS A m’;{‘ :::&Y:S‘KIP‘:{‘ WAKTU | ouTpPuT
Checklist
ditanda
; Tidak -Dokumen 5
1 Menerima pendaftaran 1 Jam tangani
pendaftaran Checklist oleh
petugas
PTSP
Meneliti -Dokumen Dokumen
2 | Dokumen — pendaftaran 1Jam |pendaftara
Pendaftaran - Checklist n lengkap
v’ . Jumlah
] s | |, [
3 |panjar biaya T _Berkas 1Jam bia)l';
perkara perkara
Permohonan diketahui
-Lembar
Membuat penghitungan
4 SKUM I panjar biaya 1Jam |SKUM
perkara
-Slip setor dari
Menerima A4 BANK :
bukti setor l -Aplikasi SIPP Memperole
5 Barikidarl -Bukulurnal 1Jam |h nomor
pemohon getaanan perkara
-Buku Kas
Bantu
-Buku ekspedisi
penyetoran PNBP
A PNBP/Buku disetor
. | Induk HHK tepat
6 PNBP -Buku Jurnal 1Jam |waktu
Keuangan Tanda
Perkara terima
-Buku Kas penyetoran
Bantu
Menginput -Berkas
biaya ; v Permohonan Biaya
pelr}<k2rz_a SIePP ] -Slip Setoran perkara
7 (aigr; St Panjar Biaya 1 Jam tercatat
Perkara dari pada Buku
mencatat Bank Jumnal
dalam Buku -Nomor perkara Keuangan
Jurnal _SIPP
Keuangan
Menginput
data perkara ¥ Data
pada aplikasi I -SIPP perkara
8 SIPP dan -Berkas perkara 1Jam tercatat
mencatat -Buku Register dalam
pada Buku Permohonan register
Register perkara
Induk
Memeriksa
kelengkapan v
berkas [ J Berkas
9 perkara -Berkas perkara | 1Jam |perkara
sebelum j lengkap
diserahkan
ke KPN/
WKPN
Penetapan
penunjukan A 4 -SIPP Penetapan
10 | Majelis J -Berkas perkara | 3 hari |Majelis
Hakim J -ATK Hakim
melalui SIPP
Penetapan
Penunjukan: Penunjuka
Panitera h 4 SIpp n Panitera
1 Penggantn I | -Berkas perkara | 3 hari Pengganti
Jurusita -ATK dan .
Pengganti Jurusita/Ju
melalui SIPP ruSita
Pengganti
Mencatat
penetapan Penunjuka
per]uq]ukan n Majelis
Majelis Hakim dan
Hak!m, A -Register PP serta
p [PEtse | Berkas Perkara | 1Jam  |Jurusita/JS
Pengganti T -ATK P tecatat
dan : kedalam
'J(uruds:ta/JSP toku
e dalam ;
Buku register
Register dan




PELAKSANA MUTU BAKU i
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI MAJE | \pN/ | PERSYARATAN
PTSP | MEJAT |MEJAII| " 0" | KASIR | L | qpoa |IS/JSP| PP uKs1 :A wxpllv PERLENGKAP AA WAKTU | OUTPUT
menyerahka
n berkas
perkara ke
Hakim/
Majelis
Hakim
Penetapan
Menetapkan Y SIPP b g
13 | hari sidang -Berkas perkara | 3 hari
melalui SIPP I -ATK
tMenerima
berkas
perkara dari -Berkas perkara
Majelis I -penetapan hari
Hakim sidang Berkas
| Menyampaik -ATK 1Jam | diterima
an -Ekspedisi
penetapan
kepada
Jurusita/JSP
Menerima
penetapan
hari sidang -SIPP
Membuat -Salinan Pemanggila
s dan A Permohonan Ihari |0 sudah
meyampaika I -Penetapan dilaksanak
n relaas Hari Sidang an
panggilan -ATK
kepada para
pihak
Menyerahka -Relaas Tanda
n relaas A panggilan yang terima
16 panggilan J tggah 1 Jam penyeraha
kepada [ dijalankan n relaas
Panitera -Buku ekspedisi
Pengganti -ATK
v -Berita
-Berkas Perkara Acara
Sidang -Komputer . | Sidang %
¥ pertama -SIPP Fhail Pertama 1
-ATK -Penetapan
Mediator
-Penetapan Laporan
18 ;‘;‘gfg“aa" r‘ Tidak Mediator 30 hari | hasil
- -ATK mediasi
Menginput |
Pelaksanaan v -Penetapan
Mediasi I Mediator Pelaksanaa
pada SIPP -Laporan hasil n mediasi
19 |dan L mediasi 1Jam |sudah
mencatat -SIPP terinput
pada -Register Induk pada SIPP
Register -ATK
Induk
Majelis -Berkas Perke?ra
hakim Y -Lapo_rap hasil Konsep
. mediasi . | putusan
20 | mempelajari <>_ SIPP S hari Fesitamaa
kesepakqtan -Komputer n
perdamaian v ATK
" -Putusan
Pengucapan l -Putusan sudah
21 |putusan J :g):;puter 1Jam -g::r?;pkan
perdamaian _ATK Acara
Sidang
Menginput Tanggal,
tanggal, A amar
amar l putusan
putusan, e- -Putusan |dan
doc putusan -Komputer softcopy e-
pada SIPP -SIPP doc
22 |dan Direktori -Direktori 1Jam |putusan
Putusan Putusan sudah
serta -Register Induk terinput
mencatat -ATK pada SIPP
pada l\) dan
Register Direktori
Induk Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU i
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI MAJE | \oN/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJAI |MEJAII| "L 0" | KASIR | o0 | oeon [JS/ISP| PP LIKS1 :A WKP{‘ PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP sudah
23 | Minutasi -Checklist 14 hari |terminutasi
I I -Komputer dengan
-ATK baik
Menyerahka
n berkas
perkara (b -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 | BHT ke kelengkapan 3hari |nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*1




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1497/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/\F/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Kabupaten Sarolangun BANTAHAN/ PERLAWANAN —
MEDIASI GAGAL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

bk oK

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

Wb LN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | orop |MEsa 1MEIA I{MEPIA  agip | PAN | PANI 155, 5p| pp 75 Ha| KPN/ |PERSYARATAN/ | oo ooyt KEr
TOR MUD | TERA / KIM WKPN |PERLENGKAPAN
Checklist
ditanda
y |Menerima Tidak =Dokimen tangani
pendaftaran 1Jam
pendaftaran -Checklist oleh
petugas
| PTSP
Meneliti - -Dokumen Dokumen
2 | Dokumen pendaftaran 1Jam |pendaftara
Pendaftaran Ya -Checklist n lengkap
Y R Jumlah
Menghitung I "S,::::‘é‘:r By panjar
3 |panjar biaya T _Berkas 1Jam |biaya
peckary Permohonan gerkara :
iketahui
A * | -Lembar
Membuat penghitungan
4 |skum | panjar biaya 1Jam; |SKUM
perkara
-Slip setor dari
Menerima BANK
o [bukti setor ] Aplikasi sipp | | |Hemperal
Bank dari -Bukulurnal A | ehnomor
rkara
Pemachon Keuangan pe
-Buku Kas Bantu
-Buku ekspedisi PNBP
penyetoran disetor
A PNBP/Buku tepat
6 Menyetor I Induk HHK £ waktu
PNBP -Buku Jurnal Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetora
-Buku Kas Bantu n
Menginput _Berkas
z:{(: A Pepnohonan Biaya
aplikasi SIPP I -Slip Setoran perkara
plikasl Panjar Biaya tercatat
7 |dan ) Ve 1Jam
it Perkara dari pada Buku
dalam Buku Bank Jumal
-Nomor perkara Keuangan
Jurnal SIPP
Keuangan
Menginput
data perkara r Data
pada aplikasi I -SIPP perkara
8 SIPP dan -Berkas perkara 1 Jam tercatat
mencatat -Buku Register dalam
pada Buku Permohonan register
Register perkara
Induk
Memeriksa
kelengkapan v
berkas | Berkas
9 perkara -Berkas perkara 1Jam |perkara
sebelum I lengkap
diserahkan
ke KPN/
WKPN
Penetapan
Penunjukan Y P ﬁzﬁzﬁakg
10 |Majelis -Berkas perkara 3 Hari e
: n Majelis
Hakim | -ATK Hakim
melalui SIPP
y Penetapan
!’enunjukan Penunjuka
- Panitera | SIPP f ;Z';g‘;’g
11 | Pengganti -Berkas perkara 3 Hari dan
- Jurusita : ATK Jurusita/Ju
Penggann ruSita
melalui SIPP Pengganti
Mencatat
penetapan Penunjuka
penunjukan n Majelis
Majelis v Hakim dan
Hakim, -Register PP serta
12 |Penitera l -Berkas Perkara 1Jam |Jurusita/JS
Pengganti [ -ATK P tecatat
dan kedalam
Jurusita/JSP A buku
ke dalam l\) register
Buku




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | prop |MEIA 1MEIA 1D MEPIA | kasir | PAN | PANL |55, 55! pp L?SA:IEA KPN/ |PERSYARATAN/ | w1y | ouTPUT KET
TOR MUD | TERA KIM WKPN |PERLENGKAPAN
Register dan
menyerahka
n berkas
perkara ke
Majelis
Hakim
Menetapkan -SIPP fonewgan
13 |hari sidang -Berkas perkara 3 hari Sidang
melalui SIPP | -ATK s
Menerima
berkas
perkara dari A -Berkas perkara
Majelis I -penetapan hari
Hakim dan sidang Berkas
H menyampaik -ATK 1Jam diterima
an -Ekspedisi
penetapan
kepada
Jurusita/JSP
Menerima
penetapan
hari sidang -SIPP
Membuat -Salinan Pemanggil
dan A Permohonan . |an sudah
15 meyampaika I -Penetapan Hari atian dilaksanak
n relaas Sidang an
panggilan -ATK
kepada para
pihak
Menyerahka
n relaas A 4 .
¥ -Relaas panggilan Tanda
Eg;gg'ala" r I yang telah terima
: I dijalankan penyeraha
16 |Paniters -Buku ekspedisi | 1 2™ |n relaas
Pengganti _SIPP
dan ATK
mengungga
h ke SIPP
\ -Berita
| -Berkas Perkara 25;:9
17 S‘dr‘;’;‘g ‘E?P"F‘,p”te' 7Hari | Pertama | *1
periama 7 -Penetapa
-ATK =
Mediator
A4 3
Pelaksanaan Pengtapan 30 Lapp fan
18 Mediasi I Mediator Hari hasil
a3} -ATK mediasi
-Penetapan
Menginput ‘ Mediator :ﬁl?ﬁggi
Laporan I -Laporan hasil
19 : e i 1Jam [sudah
Hasil Mediasi mediasi 7
pada SIPP [ SR terinput
ATK pada SIPP
- Berkas Perkara
Persidangan v - Laporan hasil -Egll:a ﬁ o
20 setelah I mediasi 74 -Berita
mediasi - SIPP Hari Seara
gagal - Komputer :
_ATK sidang
! -Putusan -Putusan
Pengucapan -Komputer -Berita
= putusan I _SIPP Llam | fcora
I -ATK Sidang
Menginput ] —
tanggal,d amar
amar, e-doc
, putusan
putusan | -Putusan dan e-doc
pada SIPP -Komputer putusan
dan Direktori I -SIPP
2 z ¢ 1Jam |sudah
Putusan -Direktori Putusan terinput
serta -Register Induk pada SIPP
mencatat -ATK dan
g d'a Direktori
Register Putusan

Induk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | prop |mMesa 1MEJA 11 MEPIA| kasir | PAN | PANI 35,550 pp Te Ha| KPN/ |PERSYARATAN/ |\ oryy | outpur KEr
TOR MUD | TERA / KIM WKPN |PERLENGKAPAN
-Berkas Perkara Berkas
\/‘ -SIPP 14 sudah
23 | Minutasi -Checklist Hari terminutas
arl N
[ I -Komputer i dengan
-ATK baik
Menyerahka
n berkas
perkara (5 -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 |BHT ke kelengkapan 3 Hari [nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*1




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1498/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
M

o
D IANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
Kabupaten Sar°|angun SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK (E-
COURT)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
Gewesten Buiten Java En Madura 3. Het Herziene
Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

Ll Al el il =

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU i
NO AKTIVITAS PAN PANI PERSYARATAN/
MUD | TERA HAKIM PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
Menerima Tidak -Berkas Gugatan daita] ena d’:/;st
Gugatan Sederhana secara >
1 Sederhana [ )‘ elektronik 1Jam tar;sagls oleh
melalui e-Court - Checklist ﬁspg
v x| Setas ugatan | [505%,
2 |kelengkapan dan e!ekt:onik 1Jam |Sederhana
persyaratan Checklist lengkap
berkas perkara | ?
Mengeluarkan -e-Court SKUM
3 | SKUM elektronik Ya -SIPP 1Jam | o lektronik
Menero Bk
panjar biaya PNBP/Buku Induk PNBP disetor
perkara dan HHK tepat waktu
4 menygtor _Buku Jurnal 1Jam Tapda
Penerimaan Kauanaan terima
Negara Bukan 9 penyetoran
Pajak (PNBP) Perkara
-Buku Kas Bantu
Menginput biaya
perkara ke -Berkas -
dalam buku Permohonan B'ar{gra
jurnal keuangan -Slip Setoran ?;'catat
5 |elektronik dan Panjar Biaya 1 Jam da Buku
mencatat pada Perkara dari Bank pa
: Jurnal
buku jurnal -Nomor perkara Keuanaan
keuangan -SIPP 9
perkara
Memberi Nomor -SIPP E:!artcaat;;rkara
Perkara pada -Berkas perkara
6 : 1Jam |dalam
SIPP dan -Buku Register :

A register
Register Induk Permohonan perkara
Penetapan _SIPP Penetapan

7 |Hakim Tunggal I ATK 1 Hari |Hakim
melalui SIPP : Tunggal
Penetapan
Penunjukan: A 4 Penunjukan
Panitera [ Panitera
Pengganti -SIPP . |Pengganti
8 Jurusita -ATK 1 Harl dan
Pengganti Jurusita/
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
-Penunjukan
r:::;lt;;n Hakim dan
Hakim Tunggal ?:ns;:tt: /ISP
dan PP serta Regist tacatat
Jurusita/JSP ke TREDSIEE £2a
9 -Berkas Perkara 1Jam | kedalam
dalam Buku

; -ATK buku
Register dan register
menyerahkan -Teagn da
berkas perkara terima
ke Hakim -

berkas
Jika perkara
X tidak
memenuhi
Melakukan Tidak -SIPP syarat maka
10 |Pemeriksaan -Berkas Perkara 1 Hari |dibuatkan *1
Pendahuluan -ATK Penetapan
tidak
memenuhi
syarat
Penetapan tidak
memenuhi v Ya Penetapan
syarat untuk -Berkas Perkara .| tidak
1 diajukan melalui _I -Bukti Awal han memenuhi
Gugatan syarat
Sederhana
Menetapkan hari SIPP Pengtgpan
12 |sidang melalui ATK 1 Hari |Hari Sidang
SIPP f Pertama
Menerima berkas
perkara dari -Berkas perkara
Hakim dan. -penetapan hari
menyampaikan :
sidang Berkas
13 |penetapan 1Jam iy
-ATK diterima
kepada JS/1SP -Ekspedisi
untuk

memanggil Para

Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS
PTSP |MEJAI|MEIATI KASIR | Ho% | PE0N 135/ 3sp| PP [HAKIM b :5:':::2:::2{‘ WAKTU | ouTpPUT
Pemanggilan
Memanggil K zgu ¥ elektronik
P B
melai & - Salinan Gugatan e
Summons, Sederhana : y Pemang.gilan
membuat dan | g ls’;naentapan Harl 3 hari manual
menyampaikan - Re!aassJ nggilan sudah
relaas panggilan kepsd p_? 99 t diterima
kepada Tergugat] Epaca-Temguaa oleh
< ATK Tergugat
Mengeluarkan -Surat Tugas
biaya -Konsep relaas
pemapggilan dan pemberitahuan Tanda
menginput -Buku Jurnal 1Jam | terima bi
dalam SIPP serta keuangan il 2ya
mencatat pada perkara panggrian
buku jurnal -SIPP
keuangan -ATK
Mengunggah ¥ Relaas
relaas l -SIPP panggilan
panggilan -Relaas panggilan terunggah
Tergugat dan yang telah 1 Jam pada SIPP
menyerahkan dijalankan dan tanda
kepada -Buku ekspedisi terima
Panitera -ATK penyerahan
Pengganti relaas
-Persetujuan
berperkara
secara
-Berkas Perkara _ec'suktr;m‘k
-g);?’puter Callendar
Persidangan ) 14 Hari |-Berita Acara
P Sidang
g -Putusan
sudah di
ucapkan
secara
elektronik
Tanggal
putusan,
Menginput amar
tanggal, amar -Putusan putusan
putusan dan e- -Komputer serta e-doc
doc putusan -SIPP 1Jam |putusan
pada SIPP dan -e-Court sudah
Direktori -ATK terinput
Putusan pada SIPP
dan Direktori
Putusan
-Putusan yang Putusan
Penandatangana 3
n Putusan secara belum qa tanda yang sudah
tangani ditanda
manual oleh ;
; -Komputer 1Jam [tangani oleh
Hakim dan A
Pani -SIPP Hakim
g 2 -e-Court secara
Pengganti -ATK manual
e-doc
Mengunggah -Naskah Putusan putusan
naskah putusan -Komputer 1 Jam sudah ter
pada aplikasi e- -e-Court unggah
Court -ATK pada aplikasi
e-Court
Melakukan
Verifikasi antara -Naskah Putusan
naskah Putusan terunggah
terunggah X -Putusan yang
dengan Putusan ditanda tangani Putusan
yang telah secara manual 1jam |telah
ditanda tangani -Komputer terverifikasi
secara manual Ya -SIpPP
oleh Hakim dan -e-Court
Panitera -ATK
Pengganti
Menandatangani v -
: Salinan
Salinan Putusan -Putusan yang
secara elektronik I T I telah terverifikasi {?I;Sz;a nda
dan ~ROmpULEy 1jam |tangani dan
mengirimkan -SIPP terkifim
kepada para -e-Court kepada para
pihak secara -ATK ihak
elektronik P




PELAKSANA MUTU BAKU -
NO AKTIVITAS PAN PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJAI|MEJAII| KASIR Mup | TERA JS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP sudah
22 | Minutasi -Checklist 14 hari |terminutasi
I -Komputer dengan baik
-ATK
: Berkas
A 4 5
Mengarsipkan (D Berkas‘ perkara perkara
berkas perkara -Checklist & .
23 3 hari | elektronik
pada Panmud kelengkapan dan Putusan
Perdata berkas manual

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Nilai Gugatan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Para Pihak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang s2ama, bukan sengketa hak atas tanah




NOMOR SOP WS5.U9/02/S0P/1499/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/‘0/
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II D DIANA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR
PERKARA PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun
2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
pPedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
613/DJU/PS.01/6/2020 Hal: Pedoman Kepatuhan
Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

RN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
KASIR PANMUD PANITERA PTSP PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
. : likasi SIPP
Pemberitahuan pengembalian < Tidak Ap
1 sisa panjar perkara (: N ll?\'l;"l((u Jurnal 1Jam |Laporan *1
Aplikasi SIPP Pencatatan
2 Meneliti jurnal keuangan Buku Jurnal 1 Jam pemberitahuan
perkara Perincian biaya pengembalian
Ya perkara sisa panjar
Membuat konsep surat Nominal sisa
5 g . 3 Konsep surat
3 | pemberitahuan sisa panjar panjar perkara 1Jam 3
perkara ATK pemberitahuan
A 4 Surat
Menandatangani surat Kmssgrig;ita = pemberitahuan
4 | pemberitahuan sisa panjar gies;n niar 1Jam |sisa panjar
perkara ATK panj perkara sudah
di tandatangan
Resi
- v pengiriman
Mengirimkan surat S /
5 | pemberitahuan sisa panjar Ej 2#;" ehepedist 1Jam g:::irim ah
periara secara
elektronik
Surat
pemberitahuan Kwitansi
6 Menyerahkan/ membayarkan sisa panjar perkara 1 Jam pengembalian
sisa panjar perkara KTP sisa panjar
Surat kuasa (jika perkara
ada)
sipp Sudah tercatat
7 Pencatatan pengembalian sisa 'jj Jurnal Keuangan 1 Jam ?jr?\aals TEPdsh
panjar perkara Perkara
ATK Keuangan
Perkara
Kwitansi Dokumen
A v pengembalian sisa pengembalian
8 Pengarsupap dokumen CD panjar perkara atau Bukti
pengembalian sisa panjar atau Bukti 1Jam setor ke Kas
pesiana penyetoran ke Kas Negara sudah
Negara diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Maksimal 5 hari setelah minutasi




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1500/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/2""/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-
Kabupaten Sarolangun COURT) TK PERTAMA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

8. Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/X1I/2019  tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
Secara Elektronik.

15. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

09 Nistes

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

OV Bl N

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jurnal Keuangan Perkara

0 e I bt




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AXTIVITAS PTSP | MEJAIII | KASIR | JS/JSP | PANMUD |PANITERA :::g:gﬂ::‘ waktu| outrpur | XET
Menerima - Permohonan Permohonan
1 ﬁe:nohg:ag.upaya % - SIEZ . 13am banding
ukum banding - e-Cou secara
— - Checklist elektronik
Memeriksa Tidak - e-Court Permohonan
2 pembayaran - Bukti 1 Jam banding
permohonan pembayaran sudah
banding 1 8 - Bank dibayar
Meneliti - SIPP Permohonan
permohonan - e-Court banding
3 |banding - Checklist 1Jam |secara
Ya elektronik
lengkap
Menerima dan - Buku ekspedisi PNBP disetor
menyetor PNBP penyetoran tepat waktu
PNBP/ Buku Tanda terima
Induk HHK penyetoran
4 - Buku Jurnal 13am
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
Melakukan registrasi ‘ - Berkas Gugatan/ -Data perkara
pada aplikasi SIPP _L_| Bantahan/ tersimpan
serta mencatat ke E Perlawanan pada SIPP
Buku Jurnal - Bukti -Biaya
5 |Keuangan pembayaran 1Jam | perkara
- SIPP tercatat
pada Buku
Jurnal
Keuangan
Melakukan - SIPP Data perkara
pencocokan data A 4 - e-Court sudah sesuai
permohonan Ej - Berkas perkara antara SIPP
6 banding antara SIPP - Buku Register 2 Jam dan e-Court
dan e-Court serta Induk serta tercatat
mencatat pada Buku pada Buku
Register Induk Register
Induk
Membuat konsep Tidak - SIPP Konsep akta
7 | akta permohonan | I* - ATK 2 Jam | permohonan
banding x banding
Meneliti dan - Konsep akta Konsep Akta
memberi paraf permohonan permohonan
8 |konsep akta banding 2 Jam |banding
permohonan - ATK sudah diparaf
banding Ya
Menandatangani - Konsep akta - Akta
akta permohonan permohonan permohona
banding dan banding yang n banding
melakukan unggah ljj sudah di paraf - Softcopy
pada aplikasi e- - e-Court akta
9 |Court - ATK 1Jam | permohona
n banding
sudah di
unggah ke
aplikasi e-
Court
Menginput - SIPP Permohonan
permohonan y - e-Court banding
banding pada tj - Buku Register sudah
10 |aplikasi SIPP dan Induk 2 Jam |terinput dan
mencatat pada Buku - Buku Register tercatat
Register Banding
- ATK
Melakukan v - e-Court Pemberitahua
pemberitahuan - SIPP n banding
banding secara . |sudah
1 elektronik kepada | THari | ilakukan
Terbanding secara
elektronik
- Menyetor PNBP v - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP penyetoran disetor
pada SIPP dan Ej PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
12 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi h 4 - e-Court Memori
memori banding I I - SIPP banding
yang diajukan oleh . |sudah
13| pembanding (bila ZHar | 4 erifikasi
ada) @ (bila ada)




PELAKSANA MUTU BAKU
NO/ | AKEIVERAS PTSP | MEJAIII | KASIR | JS/JSP | PANMUD [PANITERA | PERoYaReloN) |wakTu| outpur WEF
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP E j penyetoran disetor
pada SIPP dan PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
14 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan E:l Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi - e-Court - Kontra
kontra memori - SIPP memori
banding yang ¢ banding
16 diajukan oleh 2 hari sudah
Terbanding (bila diverifikasi
ada) (bila ada)
Mengunggah —] - Berkas perkara Bundel A
Bundel A dan B - e-Court dan B sudah
17 | yang belum - ATK 3 hari | terunggah
terunggah pada pada aplikasi
aplikasi e-Court 1 e-Court
Memverifikasi - Berkas perkara Bundel A dan
18 |Bundel Adan B - e-Court 2 jam |B sudah
diverifikasi
Pemberitahuan g - e-Court Pemberitahua
Inzage kepada para - SIpp n
pihak secara | I pelaksanaan
19 |elektronik 1Jam |inzage sudah
dilaksanakan
secara
elektronik
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP . penyetoran disetor
pada SIPP dan I:j PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
20 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi A - e-Court Verifikasi
Inzage yang . | pelaksanaan
A dilakukan oleh Pihak e Inzage sudah
dilaksanakan
Mengirimkan biaya - e-Court Biaya
banding ke - Virtual account banding
2 Pengadilan Tinggi 1 Jam ::i?:m G
Pengadilan
Tinggi
Menginput biaya - SIPP Biaya
banding pada SIPP - Buku Jurnal banding
25 |dan mencatat pada I——I Keuangan 2 Jam [sudah
Buku Jurnal - ATK terinput dan
keuangan - geerrckaata!
Melakukan - e-Court S
pengiriman berkas A - SIPP banding
banding secara I: sude_;l?
% elektronik ke 1 Jam terkirim
Pengadilan Tinggi slecséa -
elektronik ke
Pengadilan
Tinggi
Pemberitahuan A - e-Court Pemberitahua
Putusan Banding [ - SIPP n Putusan
27 |secara elektronik 1Jam (Banding
kepada para pihak Zgldi:a )
ilaksanakan
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP penyetoran disetor
pada SIPP dan PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
28 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Mengunduh v
dokumen elektronik
menjadi backup E:I - Salinan Putusan
data dan disatukan Banding Hardcopy
29 |dengan berkas 3 1Jam |berkas
- e-Court ok
perkara _ATK perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR JS/ 1sp PANMUD |PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menyerahkan berkas BA
perkara yang sudah & gﬁr:cai(s"g:edera penyerahan
BHT ke Panitera g . | berkas
30 | Muda Hukum untuk kelengkapan 3 Hari perkara ke
diarsipkan beckas pevkara Panitera
- Buku ekspedisi

Muda Hukum




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP WS5.U9/02/SOP/1501/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
=
DEKA DIANA
NAMA SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
KEMBALI DENGAN ALASAN
KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG
NYATA

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer

3. Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali




MUTU BAKU

PELAKSANA
NO AKTIVITAS JURU PANI | MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAIII| KASIR SITA PANMUD TERA HAKIM | WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Tidak - Memori PK dan
( _j: Softcopy Memori
PK
: 5 - ATK
Menerima Memori heckli i
1 |PK dan Softcopy ) Rel st 1jam :Wemkoan P
Memori PK n 008 engkap
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
Khusus bila ada
- Memori PK dan
) Softcopy Memori
< PK
Meneliti - ATK
2 persyaratan dan / - Checklist berkas 1 jam Ig;?ga"g
tenggang waktu Ya yang telah diparaf terpenuhi
permohonan PK - Relaas o
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
- SK Panjar Biaya
Menghitung 3 Perkara SKUM Biaya
3 |panjar biaya Ej - Berkas 1jam |permohonan
perkara PK permohonan PK PK
- ATK
v Panjar biaya
Menerima slip I:j t)erkara
ercatat
setoran, . ATK pada
mencatat pada ikaci
: - Jurnal Keuangan ; Aplikasi SIPP
4 |buku jurnal - Buku Kas Bantu 1o dan Buku
keuangan dan SIPP J |
menginput ke i uma
SIPP Keuangan
serta Buku
Kas Bantu
Menginput v Permohonan
permohonan PK E:I - SIPP PK tercatat
5 |ke SIPP dan - ATK 1jam |pada SIPP
mencatat pada - Register Induk dan Register
register induk Induk
- SIPP Konsep Akta
mgﬁi‘nﬁ%ﬁfz v - Register Induk Permohonan
6 |PK dan Akta a E | - BUKti Setoran 156 PK dan
Penerimaa Bank dan SKUM J Konsep Akta
Me m" . PKn - Berkas Penerimaan
emon permohonan PK Memori PK
Menandatangani Akta
Akta Permohonan - Akta Permohonan Parriohana
PK dan Akta X PK etk
: 3 ¢ n PK dan
7 | Penerimaan E - Akta Penerimaan 1 jam Akta
Memori PK yang Memori PK Penarifadn
telah diparaf - ATK Memori PK
Panmud Perdata
Menugaskan
Jurusita/Jurusita
3 A - Pernyataan PK
Pengganti untuk Ej - Memori PK ) X
8 | melaksanakan - SIPP 1 jam |Surat Tugas 1
pemberitahuan
- ATK
dan penyerahan
memori PK
Mengeluarkan - Surat Tugas
biaya - Relaas
pemberitahuan pemberitahuan Tal:nda 3
A terima biaya
dan penyerahan E dan penyerahan Relaas
g |memo PR Temon P K yang 1jam |pemberitahu
menginput dalam belum dijalankan andan
SIPP serta - ATK h
penyerahan
mencatat dalam - SIPP memori PK
buku jurnal - Buku jurnal
keuangan keuangan
Pemberitahuan = Relaas gs::la;ﬁtahu
dan penyerahan Y pemberitahuzn an dan
10 | memori PK I::I ‘::m%?ﬁ(ragin 6 jam |penyerahan
kepada Fryang memori PK
belum dijalankan
Termohon PK . ATK ;g!a:w ”
ijalankan
Menginput - Relaas Tanggal
tanggal. . pemberitahuan pen;bentahu
pemberitahuan an dan
dan penyerahan h
11 dan mengunggah memori PK 1 jam aenyer?Pzn
relaas . SIPP emori
penyerahan _ATK terinput dan
Memori PK ke . terunggah
SIPP, serta =Register.Induk dalam SIPP,




PELAKSANA MUTU BAKU e

NO | AKTIVITAS | prsp Mesamm| KasIR | aoml |panmup| PR e Ll g::fg:g::::‘ WAKTU | OUTPUT
mencatat dalam serta
Register Induk tercatat

dalam
Register
Induk
Kontra
Menerima Kontra Reelra P £ 21:':“0" PK
12 f dan Softcopy 1jam Softcopy
Memori PK Kontra Memori PK Kontra
Memori PK
- Berkas Perkara Konsep Akta
Membuat konsep - SIPP = Penerimaan

13 |Akta Penerimaan - Register Induk 1jam | yontra
Kontra Memori PK - ATK Memori PK
Menandatangani b
Akta Penerimaan \ 4 Akta Penerimaan S::zrimaan

; eneri .

5 532;’&?!?’""" 8 L1 Kontra Memori PK | 232 |Kontra
diparaf Panmud Memori PK
Perdata

Tanggal

Penerimaan
Menginput Kontra
tangg§| g - SIPP Memori PK
penerimaan Ej - ATK . tercatat

15 | Kontra Memori PK - Register Induk 1jam | hada s1pp
dalam SIPP dan dan Register
mencatat dalam Induk
Register Induk Perdata dan

Register PK

Menugaskan

Jurusita/Jurusita

Pengganti untuk A 4 - Kontra Memori PK 7]
16 |melaksanakan ] - SIPP 1jam |Surat Tugas

3 penyerahan - ATK

kontra memori PK

kepada Pemohon

PK

Mengeluarkan b —

biaya penyerahan - Surat Tugas b

Kontra memori Y - Relaas Pgnyerahan :fé;g‘aas B
1 zsllar:weglgr;;pslgrta L_‘l Kontra Memori PK | 1 jam Penyerahan

yang belum Kontr.

mencatat dalam dijalankan o,

buku jurnal Memori PK

keangan

Relaas

peyelion b Kontra Memori PK ieo:)t,rearahan

kontra memori PK E 6 jam 5

18 kepada Pemohon Ej - ATK t Memori PK

PK telah
dijalankan
Tanggal
penyerahan
Menginput kontra
tanggal memori PK
penyerahan - SIPP tercatat
kontra memori PK E - Register Induk dalam SIPP

19 dan mengunggah Ej - ATK 1jam |dan register
relaas - Relaas Penyerahan induk serta
penyerahan ke Kontra Memori PK Relaas
SIPP, serta pemberitahu
mencatat dalam an
Register Induk terunggah

dalam SIPP

Konsep
MCﬂYll)JSUH Sdan v - Berkas Perkara Surat
membuat Surat bundel A dan . Pengantar

20 | Pengantar C 1] E)undel B) 13am | pengiriman
Pengiriman - ATK Berkas PK
Berkas PK ke MA

Surat
Menandatangani - Konsep Surat Pengantar
Surat Pengantar v Pengantar Pengiriman

21 Pengiriman | I Pengiriman Berkas | 1jam |Berkas PK
Berkas PK yang PK yang sudah
sudah diparaf - ATK ditandatang
Panmud Perdata ani

2 - Dokumen Dokumen
hdd::f:\grg\gah elektronik bundel elektronik
i : bundel B

2 elektronik bundel B Ljam | crinload

B dan surat - Surattgf:r?antar dearlt;;r)n 03
yang
{);fa‘ltg‘a;:)aerﬁﬁr;g diberikan tanggal, direktori




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS JURU PANI | MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAIII| KASIR | ‘G |PANMUD| qrps | 'yagim | wKPN | PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
tanggal, nomor nomor dan dokumen
dan stempel pada stempel elektronik
direktori putusan - ATK MA
Menginput
tanggal dan | |
nomor surat
pengantar di (B;?r(\zselp:rs:;a
Y e bundel B) Ljam | Tenda Bukti | .o
K - Surat pengantar Pengiriman
euangan dan I:j - Barcode
mengirimkan . ATK
berkas PK yang
telah memiliki
barcode
Meninput tanggal ) irr\agtirli);’;%ag? rir(as
dan nomor surat PK Data telah
pengantar ke Y ) s 4
SIPP dan L__J - Register Induk ) terinput di
24 mencatat pada Perkara Perdata 1jam |SIPP dan
Register Induk - Register PK tercatat di
Perdata register
Perkara Perdata - SIPP
dan Register PK _ATK
Arsip
Arsip berkas' é glzt:r::{;( tersimgan
i [Fere SK O - Alta-akta 5l B
simpan di arsip - Memori dani:kontra arsip aktif di
aktif memori PK Kepaniteraa
n Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
Paling lambat berkas dikirim 65 hari sehak permohonan PK diterima

*1
*2
*3




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1502/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

N
D DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
Kabupaten Sarolangun KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA
NOVUM
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

1 SN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA JURU PANI |MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP | "1 |KASIR | ‘crra PANMUDL reps [akim | WKPN | PERLENGKAPAN | WAKTU| ~ OUTPUT
Tidak - Memori PK dan
( ) Softcopy Memori PK
- ATK
Menerima Memori - Checklist Memori PK
1 |PK dan Softcopy - Relaas 1Jam lenaka
Memori PK pemberitahuan gxap
putusan
- Surat Kuasa Khusus
bila ada
- Memori PK dan
) Softcopy Memori PK
- ATK
2 Meneliti persyaratan ] mﬂ br:;kas yang 1 Jam Tenggang waktu
permohonan PK Ya - Relaas P terpenuhi
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
Menyampaikan
berkas permohonan ¥
PK yang - Berkas permohonan Pernyataan
3 berdasarkan Novum L—I - Novum fm terhadap Novum
untuk dilakukan
penyumpahan
Menerbitkan
Penetapan E‘j Penetapan
Penunjukan Hakim Penunjukan
4 |untuk melakukan g::ﬁ?uiae:e; i?; 1 Jam |Hakim untuk
penyumpahan ) melakukan
terhadap penemuan penyumpahan
Novum
Melakukan v Berita Acara
5 penyumpahan Penetapan B Sumpah
terhadap penemuan Penunjukan Hakim Penemuan
Novum Novum
- SK Panjar Biaya
, . Perkara ;
Menghitung panjar SKUM Biaya
6 biaya perkara PK 3 girkas permohonan | 1 Jam permohonan PK
- ATK
4 Panjar biaya
Menerima slip I I ATK perkara tercatat
setoran, mencatat ) pada Aplikasi
7 | pada buku jural e 1Jam | SIPP dan Buku
keuangan dan SIpp Jurnal
menginput ke SIPP Keuangan serta
Buku Kas Bantu
Menginput v . SIPP Permohonan PK
8 permohonan PK ke r ATK 1 Jam tercatat pada
SIPP dan mencatat Riadicter Tidik SIPP dan
pada register induk €9 Register Induk
- SIPP
Membuat konsep . Konsep Akta
Akta Permohonan A g gagk‘lt?tgetg‘rgl:\ksank Permohonan PK
9 |PK dan Akta r ) dan SKUM 1Jam |dan Konsep Akta
Penerimaan Memori Penerimaan
PK - Eﬁrkas permohonan Memori PK
Menandatangani Akta
Akta Permohonan - Akta Permohonan PK
PK dan Akta A - Akta Penerimaan Permohanan PK
10 ; . : 1Jam |dan Akta
Penerimaan Memori Memori PK Peretiniaan
PK yang telah - ATK Memori PK
diparaf Panmud
Menugaskan
Jurusita/Jurusita \ A p
Pengganti untuk EE‘ X ;Zr;):n.ta:; K
11 | melaksanakan _SIPP 1Jam |Surat Tugas *1
pemberitahuan dan - ATK
penyerahan memori
PK
Mengeluarkan biaya gi::;: vgas
pembenhtahuan dan_ pemberitahuan dan Tanda terima
penyerdnan memor A penyerahan memori biaya Relaas
12 PK, menginput J PK yang belum 1 Jam |pemberitahuan
dalam SIPP serta
dijalankan dan penyerahan
mencatat dalam _ATK memori PK
buku jurnal - SIPP
keuangan Buku jurnal keuangan
2 - Relaas
g Relaa
Pemberitahuan dan pemberitahuan dan' p: mb:n'tahuan
penyerahan memori | penyerahan memori .
13 | pK kepada L PK yang belum i :?enm‘gi]{’?i:;;
Termohon PK K/I gi_i'%lankan dijalankan




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PERLENGKAPAN OUTPUF
Menginput tanggal - Relaas
pemberitahuan dan pemberitahuan dan Tanggal
mengunggah relaas penyerahan memori pemberitahuan
penyerahan Memori PK dan penyerahan
14 PK ke SIPP, serta - SIPP Memori PK
mencatat dalam - ATK terinput dan
Register Induk - Register Induk terunggah dalam
Perdata dan Perdata SIPP, serta
Register Peninjauan - Register Peninjauan tercatat dalam
Kembali Kembali Register
. - Kontra Memori PK Kontra Memori
j5 |fienenra Komva dan Softcopy Kontra PK dan Softcopy
Memori PK Kontra Memori
PK
Membuat konsep . g;a;:;as Perkara l;onse_p Axa
: - enerimaan
16 th:t Pe;e""‘a,a{,‘K - Register Induk Kontra Memori
ontra Memori _ATK PK
Menandatangani
Akta Penerimaan . Akta Penerimaan
17 |Kontra Memori PK 3 :';;angea:n";agx Kontra Memori
yang telah diparaf PK
Panmud Perdata
Menginput tanggal - Berkas permohonan
penerimaan Kontra - Penetapan ;
18 Memori PK dalam penunjukan Jurusita g:;‘:;::;a oleh
SIPP dan mencatat - Penetapan Jurusita
dalam Register Penawaran
Induk Pembayaran
Menugaskan
Jurusita/Jurusita
Pengganti untuk - Kontra Memori PK *2
19 | melaksanakan - SIPP Surat Tugas
penyerahan kontra - ATK
memori PK kepada
Pemohon PK
Mengeluarkan biaya
penyerahan Kontra - Surat Tugas Tanda terima
memori PK, - Relaas Penyerahan biaya Relaas
20 | menginput dalam Kontra Memori PK Penyerahan
SIPP serta mencatat yang belum Kontra Memori
dalam buku jurnal dijalankan PK
keangan
Relaas
Penyerahan kontra X Penyerahan
21 | memori PK kepada ;(\g;m(tra Memor! PK Kontra Memori
Pemohon PK PK telah
dijalankan
Menginput tanggal Tanggal
penyerahan kontra - SIPP penyerahan
memori PK dan - Register Induk kontra memori
mengunggah relaas Perdata PK tercatat
penyerahan ke SIPP, - Register Peninjauan dalam SIPP dan
z serta mencatat Kembali register induk
dalam Register - ATK serta Relaas
Induk Perdata dan - Relaas Penyerahan pemberitahuan
Register Peninjauan Kontra Memori PK terunggah dalam
Kembali SIPP
Menyusun dan - Berkas Perkara Konsep Surat
membuat Surat (bundel A dan bundel Pengantar
23 |Pengantar B) Pengiriman
Eﬁngiﬁman Berkas - ATK Berkas PK ke MA
Menandatangani - Konsep Surat Surat Pengantar
Surat Pengantar Pengantar Pengiriman
54 |Pengiriman Berkas Pengiriman Berkas Berkas PK yang
PK yang sudah PK sudah
diparaf Panmud - ATK ditandatangani
Perdata
Mengunggah - Dokumen elektronik Dokumen
dokumen elektronik bundel B elektronik
bundel B dan surat - Surat pengantar bundel B
25 pengantar yang yang telah diberikan terupload dalam
telah diberikan tanggal, nomor dan direktori
tanggal, nomor dan stempel dokumen
stempel pada - ATK elektronik MA

direktori putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA JURU PANI [MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP | "1 |KASIR|'grra PANMUD 7epa | HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN bl
Menginput tanggal
dan nomor surat - Berkas perkara
pengantar di Subbag (bundel A dan bundel
2% Umum / TU dan & B) Tanda Bukti
Keuangan dan - Surat pengantar Pengiriman
mengirimkan berkas I - Barcode
PK yang telah - ATK
memiliki barcode
- Surat pengantar
Meninput tanggal pengiriman berkas
dan nomor surat PK
pengantar ke SIPP A - Register Induk ?a?a te:aél' SIpp
27 |dan mencatat pada J Perkara Perdata d:'wnf ": tlat di
Register Induk - Register PK Perdata . istee rca
Perkara Perdata dan - SIPP €9
Register PK - ATK
. Arsip tersimpan
Arsip berkas perkata (_‘_L) ml{r:ketr; elektronik sebagai arsip
28 |PK di simpan di arsip M : aktif di
3 - Memori dan kontra ;
aktif memori PK Kepaniteraan
Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
*2  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
*3  paling lambat berkas dikirim 65 hari sehak permohonan PK diterima
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MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP HUKUM PN
(SOP YANG DISEMPURNAKAN)

NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP PENANGANAN PENGADUAN
PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN
NEGERI)

364/DJU/OT.01.3/3/2022

2 | SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF 365/DJU/OT.01.3/3/2022
SENDIRI PENGADILAN NEGERI

3 | SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 366/DJU/OT.01.3/3/2022

4 | SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA 367/DJU/OT.01.3/3/2022
INSIDENTIL

5 | SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT | 368/DJU/OT.01.3/3/2022
PERKARA

6 | SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 369/DJU/OT.01.3/3/2022

DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI

SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH

TANGAN (WAARMEKING)

370/DJU/OT.01.3/3/2020




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP HUKUM PN
(SOP BARU)

NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP SURAT KETERANGAN
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI
ERATERANG

259/DJU/OT.01.3/3/2020

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA
PN

359/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PELAYANAN PEMBERIAN
INFORMAS| DENGAN KEBERATAN
PENGADILAN NEGERI

371/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PELAYANAN PEMBERIAN
INFORMASI TANPA KEBERATAN
PENGADILAN NEGERI

372/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA
(BULANAN/ 4 BULANAN/ 6
BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN
NEGERI

373/DJU/OT.01.3/3/2022

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
ARSIP BERKAS PERKARA
PENGADILAN NEGERI

374/DJU/OT.01.3/3/2022




NOMOR SOP W5-U9/ 1503 /0T.01.3/8/2022
IIS;BUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang -
Kabupaten Sarolangun /y
DEKA DIANA
NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN
PENDELEGASIAN DARI BAWAS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1;

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014{SOP Kepaniteraan Hukum

tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PERINGATAN/CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun/Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeriperadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan
di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8

1.
2;

4.
5.

S-3 Hukum

S-2 Hukum

S-1 Hukum

S-1 Sistem Komputer
SMU

Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

80 NGy tn b W0 IN; g

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
RI 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 122/KMA/SK/V11/2013 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Rl
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan
Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




13.

14.

15.

Badan Peradilan di bawahnya.

Surat Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/1X/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 3




Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas Sekretans Tim Keterangan
KPN/ WKPN Panmud Tim Pernesibisa P:{syar:?n / | waktu Output 9
Hukum Pemeriksa Perlengkapan
1. [Menerima delegesi dari Aplikasi SIWAS 1jem [SKEm 1
BAW/AS dan membentuk Tim pemeriksa
pemeriksa
2. |Mengisi register pengeduan h 4 — Aplikasi SIWAS 1jam |Register
- Register pengaduan
pengaduan telah terisi
|
3. |Membuat rencans kerja v - Surat 2jam [Rencena kerja
pemariksaan berdasarkan hasil pengaduan bemeriksaan
telaah BAWAS dan substansi - Surat .
pengaduan penunjukan Tim
pemeriksa
— Telaghen
BAWAS
- ATK
4. [Membuat dan menginim suret J, - Rencana kerja 2jam | Suret
penggilan kepada pelapor, pemeriksaan panggilan
terlapor, saksi dan pihak - Konsep Surat
terkait atas nama tm | panggilan
pemeriksa - ATK
5. |Pemerixsaan pelapor, tedapor, L 2 - Konsep BA 7 Hari
saksi dan pihak terkait pemeriksaan Femerixsun
- Ruang
Pemeriksaan
I |- &
6. |Mengunggsh SK Tim - BA pemeriksean 1jam [BA
pemeriksas dan berts acCara - SKTim pemeriksaan
pemeriksaan ke aplikasi Pemeriksa dan SK Tim
SIWAS MARI ~ Aplikesi SIWAS [Pemeriksa
- ATK sudah
diunggah pade
|plikasi SIWAS
7. |Membuat dan menyerahkan 4 ~ Berita Acara 3 hari |Leporan hasil
Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan
kepada Ketua/ Weakil Ketua — Bukti-bukti telah ditands
Pengadilan Tinggi l terkait Tangani
- ATK
8. |Membuat rekomendasi dan A - Berita Acara 2 hari [Rekomendasi
suret pengantar - LHP dan Surat
- Rekomendasi [Pengantar
| dari Tim
9. |Mengunggah Laporan Hasil Aplikasi SIWAS 1jam [Laporen hasil
Pemeriksaen ke eplikasi h 4 Laporen Hasil pemeriksaan
SIWAS MARI dan mencatat Pemerikssan sudah di
dalam register pengaeduan berikut kesimpulan unggeh
dan Dad aplkaﬁ
rekomendasinys ISIWAS den
ATK tercatat di
register
pengeduan
10. |Mengirim hasl pemeriksaan é - Leporan Hasil 1jem |Leporen Hasi
Pemeriksaan IPemeriksaan
beserta telah
kesimpulan dan disampaiken
rekomendasinye
yang telsh
ditandatangeni
- Aplikasi SIWAS

Penjelasan pada kolom keterangan :
Bawas dapat mendelegasikan penanganan pengaduan pada Pengadilan Tk Banding

*1
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NOMOR SOP W5-U9/ 1504 /0T.01.3/8/2022
;(Es:\-/iBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /zr/
Kabupaten Sarolangun Kkm/
DE ANA
NAMA SOP PENANGANAN - PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

10.

11.

12:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014SOP Kepaniteraan Hukum

tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PERINGATAN/CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun/Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeriperadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan
di Bawahnya.

1.
2
3.
4.

S-3
S-2
S-1
SMU

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7

NV A WN R

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
RI 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI' Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




13.

14.

15.

Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.

Surat Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/1X/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Ket
Petugas Meja Panmud Hakim Persyaratan /
Pengaduan |Hukum / Staf KeN WKPH Penelaah Pameriea Perdengkapan Waktu SERp
1. | Menerma pengaduan Formylr 1 han Pengaduan
masyarakat/Pelapor daam ‘ ’ Pengadaan dterma dan
DeMmuk Isan, tertu s - Regster tercamt
maupun eextron ik dan Pengaduan daam
menyerahkan formukr - Surat Reg=ter
pengaduan dan mencatat Pengaduan pengaduan
regster pengaduan serta
meng nouk pengaduan
2 [ Memys regster dan A 4 - Aplikas 1jam | Tandatenma
menyapkan lemdar telaan SIWAS berxas
- Buw pengaduan
exspeds
- Berias
pengaduan
ATK
3. | Menerma berkas d Berias tyam |- Tanda
pengaduan dan Panmud rracy pengadian terma
Huxum dan menunjuk Buku Derxas
hakm penelaan exspeds pengadian
=ATK - Surat
Penunukan
Hakm
Peneaan
5. | Meskukan penziaanan - Berkas 7han | LaporanHas
4 pangaduan telaan
- Surat
penunuan
Lembar
telash
- ATK
6. | Menerma dan memeriksa v barkas 1 han Pendapat '
hasi teaan ) pengaduan WKPN
Tidak - hasi teaan terhadap
I ATK hasd teaan
7. | Menentukan tndakianjut - berkas 1 han Penumukan
nasl telaan / pengaduan sm
- hasi telaan
\ - ATK
8. | Menunjuk tm pemenisa b Ya - Beras 1 jam Penunjukan
pengadaan om
Hasl talaan pameriksa
- Pendapat
I KPN/WKPN
9. | Memoux renzana kena - Suat 2 jam Rencana
pemerixsaan berdasarkan pengaduan Kerp
nasl teaan hakm penelaan - SXTim DeMmer Ksaan
dinswsans pengadian Pemerxsa
Laporan
nas| telaan
-~ ATK
10. | Memoust dan mengnm y - AKX 7 Han Surat
Surat pengglan kepada pangglan
pelapor, teriapor, saksi dan
phak terkait atas nama tm b
pemer Ksa
11. | Pemeriksaan pelapor, - Swrat 1 jam BA
1eriapor, saks dan phak _V_ panggian pemeriksaan
terkait - XTim
Pemenxsa
Aplxas
| SIWAS
- ATX
12. | Mengunggan K Tim v - Berta Aan 3 han Laporan has|
pemeriksa dan benta acara Pemenksaan pemerksaan
pemerksaan ke api kas I - Buku-buku dan
SIWAS MARI ¥ terkar rexomendas
Apkas telan dranda
SIWAS Tangan
- AX
\ 4

Halaman 3 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
s Tim
No Aktivitas Dby Meja p: 3 Hakim Persyaratan / | Waktu Ket
Pengaduan |Hukum / Staf KPH WieN Penelaah Pemeriksa Perlengkapan Output
13. | Membuat dan menyerahkan - Benita Acara 2 hari T
Laporan Hasil Pemenksasn - WP Rekomendasi
kepada Wakil Ketua Tim
Pengadilan Negen Pemeriksa
v
| |
14. | Menyampaiken laporan hesil - Berta Acara | 2 hui | Persetujusn
pemenkssan kepedas Ketuas - WP Rekomendasi
Pengadilan Neger - Telash Tim
] Rekomendas Pemenksa
Tim Suret
p——r Pemerisa mpengm‘ Rar
15. | Mengunggsh Laporan Hasil - Apliasi 1jem | Leporen hasil
Pemenksaan ke oplikasi SIWAS pemenksaan
SIWAS MARI dan mencatat A 4 - Leporen Hasil sudsh di
dalam register pengaduan Pemeriksaan unggsh
berilast pada aphkasi
kesimpulen SIWAS dan
dan tercatat di
rekomendasi register
Nyas pengaduan
- ATK
16. | Arsp v Leporan Hasil 1 jam Berkas
Pemeriksaan terarsipkan
kesimpulan
den
rekomendasi
Surat
Pengantar
Penjelasan pada kolom keterangan :

*1

Dalam hal tidek tenndikasi laporan diarsipkan, bils terndikesi maka dtindaklanjuti.

Halaman 4 dari 4




NOMOR SOP WS5-U9/ 1505 /0T.01.3/8/2022
:gl'\-/iBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l
Komplek Perkantoran Gunung Kembang N
Kabupaten Sarolangun /’/
DEKA DIANA
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung RI;

1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /|Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

Rechtreglement voor de BuitengewestenPERINGATAN/CATATAN:

(RBg) Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7|kuasa tidak terlaksana dengan baik

Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan

1. S-3
2. S-2
3. S§1
4. D-3
5. SMU sederajat

Peradilan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Surat edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang
surat kuasa Khusus.

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu  Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 2



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Ket
Pt':;Tusgpa . l;‘anmud ‘:::k"‘:‘: Panitera Kasir :::'se ‘:‘::;::r/] Waktu Output
ukum
1. Menerima - Asli dan 1 Jam Tanda
permchonan l'dak Salinan/Foto terima
pendaftaran Surat copy Surat pendaftaran
Kuasa C Y . Kuasa,
Foto copy Kartu
Advokat,
- Foto copy Berita
Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- ATK
& Menelti kelengkapan - Aslidan 1 Jam Berkas
permohonan Salinan/Foto permchonan
pendaftaran surat copy Surat pendaftaran
kuasa dan v Kuasa, surat kuasa
membubuhi paraf Foto copy Kartu lkengkap
- Advokat,
- Foto copy Berita
Ya Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- Tanda terima
pendaftaran
ATK
3. Memberi cap dan Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
mencatat Surat i § didaftarkan telah
Kuasa yang didaftar i - Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku J - Buku Register dalam
Register Pendaftaran - Surat Kuasa register
Surat Kuasa - ATK
4. | Memben paraf pada - Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
surat kuasa yang didaftarkan telah
sudah disapkan p— - Cap Pendaftaran tercatat
Buku Register dalam
Surat Kuasa regster
ATK
4. | Menandatangani - Asli dan salinan { Jam Surat Kuasa
pendaftaran surat Surat Kuasa yang telah ditanda
kuasa - telah diregister tangani
r— dan di cap
stempe
pendaftaran surat
Kuasa yang telah
dibubuhi cap
5. |Memungut dan - Permohonan Llam | Disetor PNBP
menyetor Penerimaan pendaftaran surat tepat waktu
Negara Bukan Pajak Kuasa Tanda terima
(PNBP) pubeny |- Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
Buku Kas Bantu
6. |Menyerahkan Surat y L Surat Kuasa yang 1 Jam Tanda
Kuasa yang telah | sudah didaftar terima
didaftar kepada penyerahan
Pemohon surat kuasa
7. |Mengarsipkan salinan 4 Salinan Surat 1 Jam Arsip
surat kuasa CD Kuasa

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/ 1506 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN | 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I. :
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /2/
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT UJIN KUASA
INSIDENTIL
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum/Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2, SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;
3. Hirziene Inlands Reglement (HIR) /catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Rechtreglement voor de BUite"geweSte“PERINGATAN/CATATAN:
(RBg) Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7kuasa tidak terlaksana dengan baik
Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KUALIFIKAS PELAKSANA :
Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl 1. 53
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 2. 52
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 3. 51
Kesekretariatan Peradilan. 4. D3
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung/ 5. SMU sederajat
Nomor  KMA/032/SK/IV/2007 tentang] PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan peNCATATAN DAN PENDATAAN :
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi g, 1, Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
8. Surat edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang
surat kuasa Khusus.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor|
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Hal

aman 1 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Petugas P Staf d Panmud Panit KPN Persyaratan/ Waktu Output Ket
PTSP Hanmu Hukum il Perlengkapan e pu 9
ukum
Menenma berkas ~ Permohonan ljn | 1 Jam Kelengkapan
Surat Tidak Kuasa Insidentil surat jin
Permchonan ljin ] - Surat kuasa
Kuasa Insidenti keterangan dan nsientil yang
kepala sudah
desa/kelurahan/ diche ckiist
atasan
- Buku register
~ Checkibist
ATK
Menelti Asli dan 3 Jam Berkas
kelengkapan Salinan/Foto permohonan
permohonan surat b 4 copy Surat ijin surat ijin
Ijin kuasa \ Kuasa nsident| kuasa
insdentildan ~ Surat nsdentil
membubuhi paraf , keterangan dari lengkap
Ya kepala
desa’kelurahan/
atasan
- Tanda terima
pendaftaran
- ATK
Membuat konsep Permohonan 1 Jam Konsep
sural in kuasa surat jin kuasa surat yin
insidentil A 4 insident! kuasa
Kelengkapan nsdent!
SERmS. persyaralan
ATK
Memeriksa Konsep Surat 1 Jam Konsep
kensep Surat ljin Ijn Kuasa Surat ljin
Kuasa insdentil v Insidentil Kuasa
dan memben Kelengkapan hsidentil
paraf I surat jin kuasa yang
insident!| sudah
ATK dipenksa
kelengkap
annya
Menenma dan - Konsep Surat ljin | 1 Jam Suratipn
membern paraf R Kuasa Insidentil kuasa
konsep sural jin yang sudah nsidentil
kuasa insdentil L diperksa yang
e kelengkapannya sudah
-~ ATK dparaf
Menandatangani Surat jin kuasa 1Jam Surat ijin
surat jin kuasa insidentl yang kuasa
insidentil A 4 sudah diparat insdentil
ATK sudah
; dtanda
I tangan
Mencatat Surat Suratijin Kuasa
ijin Kuasa insident!| 1 Jam - Suratipn
insidentil kedalam v -ATK “n“:::n“
I
buku register tercatal
pembenan jin LI_ dolam
Kuasa Insidentl register
Memungutdan v - Permohonan 1 Jam - Disetor
menyetor jin kuasa PNBP tepat
Penerimaan insidentil waktu
Negara Bukan —— - Buku Ekspedisi -Tanda
Pajak (PNBP) penyetoran tenma
PNBP/Buku penyetoran
Induk HHK
h 4 - Buku Kas
Bantu

Halaman 2 dari 3




salinan Surat ljin
Insidentil

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ket
Petugas Pait:\'ud Eanmua Panitera KPN Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Hukum Perlengkapan p
Hukum
8. |Menyerahkan Surat Surat Kuasa 1Jam Tanda
Kuasa yang telah yang sudah tenma
didaftar kepada ddaftar penyerahan
Pemchon ‘ surat kuasa
T
g Mengarsipkan ! Salinan Surat 1 Jam Arsip surat
berkas lin Kuasa §in kuasa
Permchenan Surat \ 4 Insidentil, insdentil
Iin Kuasa —-
Insidentil, dan D

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/ 1507 /0T.01.3/8/2022

lgll\-/iBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang &
Kabupaten Sarolangun m\/
DIANA

DE
NAMA SOP SURAT KETERANGAN TIDAK
TERSANGKUT PERKARA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum/Khusus

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7icatatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Ag“"gPERINGATAN/CATATAN:
RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan. 1S3

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2. 52
Nomor  KMA/032/SK/IV/2007  tentang 3- S-1
Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman 4. D-3
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 5. SMU sederajat
Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan| 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasil 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Administrasi Pemerintahan Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 2016 tentang Permohonan Surat
Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
kuasa tidak terlaksana dengan baik
KUALIFIKASI PELAKSANA :

Halaman 1 dari 3



PELAKSANA MUTU BAKU
e AKTIVITAS Pet Staf Panmud Persyaratan/ Kset
;Tusg;s l:;:nmw Hukum Pantera KPN Pen:rylgkapan Waktu Output
ukum
1 Menenma berkas - Permohonan 1lJam Kelengkapan
Surat Tidak Tdak surat
Permohonan Tersangkut permohonan
Tidak tersangkut Perkara yang sudah
perkara - SKCK dicheckiist
- Surat
Pernyataan
tdak pernah
dijatuhipidana
~ Buku register
Checkiist
- ATK
2: Menelt - Asl dan 1 Jam Berkas
kelengkapan Salnan/Fole permohenan
permohonan copy Surat benkut
Tidak tersangkut permghonan kelengkapann|
Perkara ) & - SKCK ya
\ - Surat
Pernyataan
Ya tdak pernah
dijatuhipdana
- Tanda terima
persyaratan
ATK
3 Membuat konsep Permohonan 1 Jam Konsep
surat keterangan surat surat
tidak tersangkut A 4 keterangan keterangan
perkara -I tidak tersangkut tidak
perkara tersangkut
=
- Kelengkapan perkara
persyaratan
S — & ATK
4 Memeriksa - Konsep Surat 1Jam  |Konsep Sural
konsep Surat keterangan keterangan
keterangan tidak tid ak tersangkut tidak
tersangkut A 4 perkara tersang kut
perkara dan J ~ Kelengkapan perkara
member paraf — surat Yang sudah
keterangan dipernksa
td ak tersangkut kelengkapann|
perkara ya
ATK
5. Menenma dan - Konsep Surat 1 Jam Surat
memberiparaf keterangan tidak keterangan
konsep surat - A tersangkut tidak
keterangan tidak perkara yang tersangkut
tersangkut sudah dipenksa perkara
perkara kelengkapannya yang
- ATK sudah
diparaf
6 Menandatangani Surat 1 Jam Surat |
surat keerangan keterangan keterangan
tdak tersangkut - A td ak tersangkut tidak
perkara perkara yang lersang kut
sudah diparaf perkara
| - ATK sudah
ditanda
tangani
2 Mencatat Surat - Surat
keterangan tidak keterangan 1Jam Surat
tersangkut A 2 tdak tersangkut keterangan
perkara kedalam r perkara tidak
buku register tersangkut
- ATK perkara
tercatat
dalam
register
8. |Memungutdan - Permchonan 1Jam - Disator
menyefor surat PNBP tepat
Penermaan I keterangan wakfu
Negara Bukan tdak lersangkut + Tanda
Pajak (PNBP) perkara terima
- Buku Ekspedisi penyetoran
r penyetoran
PNBP/Buku
| I Induk HHK

Halaman 2 dari 3




No

10.

AKTIVITAS

Menyerahkan
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara

kepada Pemchen

Mengarsipkan
berkas
Permoheonan
Surat keterangan
tidak tersangkut
perkara

PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Staf Panmud Persyaratan/ Ket
PTSP Panmud Hukum Pantera KPN Perengkapan Waktu Output
Hukum
Surat keterangan 1Jam Tanda
LI‘J tidak tersangkut lerma
perkara penyerahan
surat
4 keterangan
= tidak
tersangkut
I perkara
Salinan Surat 1 Jam Arsip surat
keterangan tidak keterangan
Y tersangkut perkara tidak
( . ) tersangkul
perkara

Penglasan pada kolom keterangan :

"1

Untuk surat keterangan tertentu ditand a tangani oleh Panitera

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/ 1508 /0T.01.3/8/2022
TI;E;BU ATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /-if
Kabupaten Sarolangun DE IANA
NAMA SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK) PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7

SOP Kepaniteraan Hukum

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

PERINGATAN/CATATAN:

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Hika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan

masyarakat tidak dapat diukur

Peraturan Menteri Pendayagunaan

KUALI FIKASI PELAKSANA :

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. S-2
2. S1
3. D3
4. SMU sederajat

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor  026/KMA/SK/I1/2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara

Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik  (SISUPER) pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Questioner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey
Harian

Peradilan di Bawahnya.




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
No
Panmud| Sekretaris| Panitera|Tim Survey WKPN KPN |Persyaratan /| Waktu Output
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
1 Menyusun konsep Tim L ATK 1Jam |[Konsep Tim
Survey Survey
Tidak
2 Meneltl dan Konsep Tim 1Jam |[Konsep Tim
memberikan paraf ) 4 Survey Survey sudah
pada konsep tim ATK di paraf
survey
Ya
3 Penandatanganan SK Konsep Tim 1Jam |SK Tim Survey
Tim Survey Survey yang
v sudah di paraf
ATK
4 Menyusun rencana SKTim 1 Hari  [Jadwal L &
program Survey Pelaksanaan
Pelaksanaan SKM dan - Aplikasi Survey dan
SPAK SISUPER biaya
Proposal
Survey
Data
pendukung
S Hasil survey
sebdumnya
Konsep jadwal
pdaksanaan
Customer
Base
ATK
5 Memeriksa rencana _— A Aplikasi 1jam |Rencana
pregram pengukuran Tidak SISUPER pregram
SKM dan SPAK serta ‘ i Rencana pengukuran
memberikan paraf T program SKM dan SPAK
pengukuran yang telah
SKM dan diparaf
SPAK
ATK
A 4
Me mberikan Aplikasi 1jam [Persetujuan
3 persetujuan SISUPER pelaksanaan
pelaksanaan SKM dan Data SKM dan SPAK
SPAK pendukung
Ya yang
diperlukan
untuk
melakukan
survey
ATK
4 Mempersapkan sarana g Aplikasi 2Jam | Tersedianya
dan prasarana SISUPER aplikasi
pelaksanaan survey Layar menttor beserta layar
k& ;| ATK monitor
5 | Mendistribusikan dan k 4 - Unk aplikasi | 3 Link aplikas
mengkomun ikasikan SISUPER Bulan sudah
link aphkas SISUPER - ATK terdidribus
kepada responden

Halaman 2 dari 3




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Panmud| Sekretaris| Panitera|Tim Survey WKPN KPN [Persyaratan /| Waktu Output
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
Mengumpulkan hasi Link aplikasi | S Hari laperan
pelaksanaan survey sudah terisi
dan menetapkan IKM ATK
dan IPAK
Menyusun laporan Aplikasi 1 Laporan
pelaksanaan hasl SISUPER Bulbn
survey Link aplikasi
1 SISUPER
Data Hasl
survey
Menerima laporan Laporan 1Jam (Laporan
pelaksanaan survey pdaksanaan sudah
hasil survey diterma dan
l ditandatanga
n
Mempublikasikan hasi Laporan hasl | 1Jam |Laporan Hasl
survey dan survey Analisa IKM
menindaklanjut 3 Webste dan dan IPAK
unsur terendah dari media sudah
hasil survey pengadilan terpublkasi
Data dan
pendukung ditindaklanjut
|
Mengirimkan hasi Surat 1Jam | Tanda
survey ke Ditjen v pengantar Pengiriman
Badium mealul Hasl survey dan publikas
aplikasi SISUPER dan hasil survey
analisanya
Data
pendukung
Checklist data
survey
ATK
Mengarsipkan hasl IKM Surat 1Jam | Llaporan
dan IPAX pengantar urvey
Laporan hasi tersimpan
v pelaksanaan dalam arsip
ATK

Penjdasan pada kolom keterangan :

1 jukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sexali

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/ 1509 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I. D \©
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II ‘ /\»‘/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang _ /
Kabupaten Sarolangun " DEKA DIANA
NAMA SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH
TANGAN (WAARMEKING)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentan
Mahkamah Agung RI;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

PERINGATAN/CATATAN:

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.
Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan
peradilan.

Buku Il Mahkamah Agung Rl tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
. SMU Sederajat

VoA W e

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmeking

Halaman 1 dari 3




PELAXKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KET
Staf Persyaratan
p‘;r":’" Kasir Kepaniteraan ’”::’:?u:“d‘ Panitera ::::,IN /Perkengkapan Waktu Output
Muda Hukum
1 Menerima can menekt Sunt 1Jam PBenxas
keengkapan Surat Tidak Permohonan Permononan
Permohonan Akta ‘ - M - KTP Masing- Vaarmerkng
gnawah masng ank
TanganyWaame ung wars
cdan Pemohon sesua - Kartu Keluarga
cengan Chackdst - Fotocopy dan
Buku Tabungan
Asi
- Sunt
Keterangan
Wans
Sunt
Keterangan
Kemavan
Akt Keanhran
masng-masing
niwars
Checkist
2 Me mver fikasi y Sunat 1Jam | Berxas
kelengrapan surat \ Permohonan permohonan
permonhonran Akta - Sama cengan waarmerking
cipawan Syarat Nomor 1 kengkap
Tangan/Viaame ming Ya K
can keengkapannya - Checkist
sesudl cengan Checkist
3 Membuat Catatan - Camman 1Jam |[Catwtan
Waarmerkng pada L % Tidak Waarmerkng Waamenung
pemyataan Ahl Wans 2 Surat pemyataan Surat
« AR Wans dan Pemyaan Anl
keengkapan Wars sudan
I cokumen dibenkan
ATX cam|n
4 Meneit dan - Berkas 1Jam [Catatan
membudunkan panf A 4 parmohonan Waamerxing
paca Camman / - Sunat pemyataan sunt
Waarmerkng surat aniwars Pemyataan
pEmyataan ahl wans Kekengkapan ahlh wars
permohona sudan di panaf
Ya - ATK
Meneld dan - Bemas 1Jam |Catatan
membudunkan panf permohonan Waamenung
paca Camtan Surat pemyataan surat
Waarmerkng surat Tidak aniwars Pemyataan
pemyataan ahlwars - Keen;napa: ahh wars
permohona sudancipanf
Ya - AX
L Menancatangan - Catnmn 1Jam |Catmatan
Catatan Waamerung L Waarmerkng Waamernung
suntpemyataan ank Surt pemyataan Surat
Wars dengan ahaar| aniwars pemyataan ank
oleh Pemohon - Kelengkapan wars telah
] permohonan dRanca tangan
- ATX
6 Mencatat ke calam buky - Catatan 1Jam |Catatan
regster Akta Dbawan Waarmereng Waarmerkng
Tangan/Waameming v Surat pemyataan Surat
Gan membenkan nomor Ahl Wars yang Pernyataan
pancaftaran serta sucah keterangan ank
anggal pencaftaran arandamngan Wars tean
Akta Doawan Tangan, I - keengkapan tercatat gaam
cokumen DUKku regser
- bukuregister
- ATK
7 Menerima ¢an menyetor - Camuan 1lam PNBP sudan
Penerimaan Negara ¥ Waarmerkng GiseDr
Bukan Pajak (PNBP) Surat pemyataan
Ahll Wars yang
sucan
I gandaangan
- keengkapan
gokumen
- bukuregister
- ATX
8 Menyerani@n surat - Camtan 1Jam |-Tancatenma
pemyataan Ahk Wans Waarmerkng penyerahan
kepaca Pemohon Surat pemyataan Ash @atatan
hi Wars Surat
| - DUk ekspeds pemyataan
- Blanko tanca ANl Wans
tenma PN8P Tanca
- AX terima PN8P

Halaman 2 dari 3




Mengarsipkan saknan Salinan Surat 1Jam | Dokumen
Surat Pemyataan Ahl Pernyataan Ahd carsipran
wars Wars can

kelengrapan

cokumen

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/ 1510 /0T.01.3/8/2022
TGL.
PEMBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.l. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /EI‘/
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman Umum/Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Tahun 2018 tentang Organisasi dan TataPERINGATAN/CATATAN:
Keia . sepaniterzan: dan Kesekretanatanjika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
REISHISH: keterangan tidak terlaksana dengan baik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 -
Tahun 2016 tentang Permohonan Sura KUALIFIKASI PELAKSANA :
Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan 1. S3
Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. 2. 52
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik| 3. S-1
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 4. D-3
Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016/ 5. SMU Sederajat
Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. PERALATAN/PERLENGKAPAN:
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan| 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peradilan Umum Nomor 2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Elektronik
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu 3 Komputer
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 4. Printer
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan 5. Jaringan Internet
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 8 Elnpnc
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/201 PENCATATAN DAN PENDATAAN -
tentang Perubahan Surat Keputusan - - -
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan
Elektronik  (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan.




PELAKSANA

MUTU BAKU
Ho AKTIVITAS Petugas Staf Panmud | Paniter Persyaratan/ n
PTSgP Kasir Panmud Hukum N KPN Perlengkapan Waktu Output
Hukum
1. Menerima dan Data diri pemohon. | 1Jam  |Kelengkapan sura
meneliti berkas -Dokumen elektronik permohonan
Surat Permohonan surat permohonan elektronik yang
can kelengkepan | () L. -Dokumen elektronik sudah dicheckist
data persyaratan identitas
baik yang diajukan (KTP,Paspor,SIM)
secara elektron ik - Dokumen elektronik
aaupun manual SKCK
sesuai checklist - Dokumeen elektronik
foto
- Copy lj1asah terakhlq
- Buku register
Checkist
- Komputer
- ATK
2. Verifikasi, ~Asli cata dirl 1 Jam Berkas
kelengkapan data pemohon permohonan
persyaratan. v Asli dan berikut
\ salinaryfotocopy kelengkapannya
surat permohonan
-Asli dan
salinan/fotocopy
Ya identitas
-Asli dan
salinan/fotocopy
SKCK
Foto
Tanda tenma
persyaratan
-ATK
3 Mencetak Konsep i 8 I-Permohonan surat | 1 Jam Konsep surat
Surat Keterangan Tdak keterangan keterangan
% elektronik
-Kelengkapan
persyaratan
-ATK
4. Memeriksa konsep -Konsep Surat Llam  |Konsep Surat
Surat keterangan keterangan keterangan
elektonik ) 4 elektronik elektronik
Kelengkapan surat yang sudah
B keterangan diperksa dan
elektronik diparaf
-ATK
Ya
S Memeriksa konsep Konsep Surat tJam  [Konsep Surat
Surat keterangan A keterangan keterangan
elektronik elektronik yang elektronik
sudah diperiksa yang sudah
1 kekengkapannya diperiksa dan
-ATK diparaf
6 Menandatangani y -Surat keterangan 1Jam  Burat keterangan
surat keterangan "1 | elektronik yang lektronik
elektronik sudah diparaf sudah ditanda
| -ATK Fangani
7. Menerima dan -Permohonan surat | 1 Jam Disetor PNBP
menyetor ketzrangan tepat waktu
Penerimaan Negara elektronik - Tanda terima
Bukan Pajak (PNBP) - Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
8. Menyerahkan Surat y Surat keterangan 1Jam Tanda terima 1
keterangan elektronik penyerahan
elektronik surat keterangary
kepada Pemohon 1 elektronik
9. Mengarsipkan ‘ Salinan Surat 1 Jam Arsip surat
berkas keterangan keterangan
Permohonan Surat (:) elektronik elektronik
keterangan
elektronik
Penjelasan pada kolom keterangan :
»1 Dokumen asli diperlibatkan oleh pemohon
Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP WS5-U9/ 1511 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I. £33
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il /).r’-/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN: -
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 1. SOP Kepaniteraan Pidana
Kearsipan 2. SOP Kepaniteraan Perdata
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 3. SOP Kepaniteraan Hukum
Kekuasaan Kehakiman 4. SOP Kepaniteraan Tipikor
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradiisnumuns _IPERINGATAN/CATATAN:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 201‘Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ; : ilaksanakan:derizan baik
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan peradilanitidak dapat dilaks g
5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun KUALIFIKASI PELAKSANA :
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 1 S5-3 Hukum
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015/ 2- S5-2Hukum
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan 3. S-1 Hukum
Dan Kesekretariatan Peradilan 4. 5-1Sistem Komputer
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 5. D-3
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. SLTA/ Sederajat
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Tugas dan Administrasi Pengadilan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2. Komputer
Nomor: 143/KMA/SK/VII/2007  tentang 3 printer
Pemberlakukan Buku | 4. SIPP
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung g gy ekspedisi dan Berita Acara penyerahan berkas
Nomor : 026/KN!A/SK/II/2012 tentang Standar 6. Lemari/ Rak Arsip
Pelayanan Peradilan PENCATATAN DAN PENDATAAN :
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Arsip Perkara
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor: 3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang
Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi
Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum

Halaman 1 dari 2




Pdaksanaan Mutu Baku
No. Aktivitas Panitera Muda | Petugas Persyaratan / Waktu Output
[Staf Kepaniteraan Hukum Ket
Hukum Arsip Perlengkapan
1. | Menerma berkas perkara dari - Petugas penenma 1Jam | - Tandaterima
Kepanreraan Perdata, Pdana, C\: Tidak DerKas penyeranan
Toor, i Berxas Perxara berkas
- Benta Acara - Benta Acara
penyeranan bamas Penyeranan
perkara
Buxu Ekspeds
- Chackist
ATK
2. | Mencin kelengkapan Berxas 4 - Berxas Perxara 1Jam | - Tandaterma
Perxara \ Benta Acara panyeranan
penyeranan berkas Derkas
parkara Benta Acara
va — - Buxu Ekspeds Penyeranan
Chacklst
3. | Menyusun Derkas perara - Berxas Perxara 1 Jam | Berkas perxarayang %1
berdasarkan Tahun Perkara A 4 - Data okas telantersusun rap
Serta memasukkan ke daiam I penyimpanan, dalamarsp
DoX arsip Bax Arsip
- Rak / leman arssip
- Ruang arsip dan
periengeapannya
4. | Mengnpue dan scan data - Berkas Perkara, | 1Jam | - Dataarspsudan
berkas perkara ke daam Data perkara yang terinput dalam
Sstem Informas Penskisuran drenma, Stpe
Perxara (SIPP). - Buxu Ekspeds - Bextonk
- Komaueer/ aptop Dokumentennpu
- Eextonk Dokumen dalam aplkas
- ADikas SIPP Stpp
5. | Membuatdaftaris dan ATK 1 Jam | Beriastelah
melexatan d ssidepan box A 4 - Kompurer darsipkan
fie arsip Barkas Pervara
- Data okas
penyimpanan
- Bax Assip
- Rak/ leman assip
6. | Menarima laporan Data okas 1 Jam | Laporanpengarspan
pengarsipan telah teriaksana é penyimpanan.
Penjelasan pada kolom keterangan :
*1 Susunan berkas disesuaikan dengan ketentuan Buku 11

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/ 1512 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
'TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I /\a‘/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1%

10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik.

Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

1. SOP Kepaniteraan Pidana

2. SOP Kepaniteraan Perdata
3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

Kedua Atas Peraturan Mahkamah AgungPERINGATAN/CATATAN:

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Peradilan.
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum

4. S-1Sistem Komputer
5. SLTA/ Sederajat

dan Kesekretariatan Pengadilan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Permohonan Informasi

5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

Nomor : 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar]

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelayanan Peradilan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur,
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur]
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik
untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar
Meja Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman:
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung
lainnya




Pelaksana Mutu Baku
A Petugas Penanggung
No. Aktivitas Jawab PPID Ket.
Petugas PTSP imes Informasi (Panitera & uecanly Permyaratan / Waktu Output
(Panitera Muda (Kabag & Sekretaris) PPID Periengkapan
Hukum) Panmud)

1. | Menerima dan - Formulr 1 jam Permononan
mencatat permananan Informas tercatat
permonanan - KTP/ Buxg Dn dalam regster
informas secara - Kompuger
angsung maupun B,
sacara vdak - Bucu regster
langsung kedaam - [denttas diri dan
regster nncian informasi

yang dbutuhian
ATK

2. | Menerma dan A A Tidak « pemMmahanan 1 jam Permanonan
menganaisa l informasi Informeas tercatat
permonman - Daa din dalam regster
informas _d pemaohon

‘ ﬂ - Regster

3. | Meneruskan + permohonan 1 jam Kepurusan tertang
permananan informasi pembenan
nformas kepada - Data dripemonon informasi
PPID karena - Informas  yang
nformas tdak terseda
bsa d putuskan
oleh penanggung
jawab

4 | PPID mendlak - Surat 13am | Suratjawaban
permohonan Pemmohanan dsera dengan
rformas pemanon alasan penolaxan

informasi
- Tanggapan /
jawaban ternus
Ya dan PPID

5 | Pemonon - Surat  Penolakan 1jam | SwratJawavan
mengajukan v PPID dan Awsan PPID
keberatan atas - Surat
penolakan olen Permononan
PPID pemoahon

informasi

- Kedperatan  atas
pendlakan  olen
PPID

6 | Mengabuixan a2y - Surat 1jam | Swat
menoaK L 7 Permonanan mengabuixan
kederatan atas pemohon keberatan
permanhonan informas) dengan
nformas - Kederatan atas membenkan

penaakan informasi atau
Ya Menguatkan
penolakan

7 | Menyapkan * - permononan 1 jam Informas yang
nformas sesua informasi wrseda
dengan - Data dripemohon
permintaan S - Informas  yang
pemonon [ tersedia

8 | Menyerankan - Informas yang 1 jam Tanda tenma
informas melaly terseda
PSP - Baya

penggandaan dan
tramsponas
S25U3| keremtuan
9 | Aso - Berias Informas 1 jam Berkas [nformas
"_\ Tidak - Keberatan  atas darspkan
‘ ) penciakan dengan rapi

- Surat  pwaban

awsan PPID

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/ 1513 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.l.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang _/)"‘7
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. SOP Kepaniteraan Pidana
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. SOP Kepaniteraan Perdata
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. SOP Kepaniteraan Hukum
Tentang Pelayanan Publik. 4. SOP Kepaniteraan Tipikor
3. PermaNomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agu"gPERINGATAN/CATATAN:
Nomor 7_ Tahun 2,015 tentang 0rgamsasu. Da'"ApabiIa SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan . : ; :
Petsilllan: peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik
4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang KUALIFIKASI PELAKSANA :
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 1+ S-3 Hukum
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun| 2- S5-2 Hukum
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan| 3- S-1 Hukum
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015/ 4. S-1Sistem Komputer
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan| 5. SLTA
dan Kesekretariatan Pengadilan. PERALATAN/PERLENGKAPAN:
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Republik Indonesia Nomor 14 2. Komputer
144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman| 3. printer
Pelayanan Informasi di Pengadilan. 4. Register Permohonan Informasi
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 5. rormulir-formulir dokumen pendukung lainnya
Nomor : 026/KN!A/SK/II/2012 tentang Standar PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Felayanan, Peradilan, Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur !
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur]
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik
untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standari
Meja Informasi di Pengadilan.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KELAS II

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

2024



MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO. NAMA SOP NOMOR SOP
.| PENERIMAAN SURAT MASUK 162/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
2. | PENGIRIMAN SURAT KELUAR 163/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
3 | PENERIMAAN TAMU 164/KPN.W5-USIOT1.2/11/2024
4| PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 165/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
5. | PEMELIHARAAN RUMAH DINAS 166/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
6. | PEMELIHARAAN PENGOLAH DATA 167/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
- | PENGELOLAAN PERSEDIAAN (SAKTI) 168/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
8. | PENGELOLAAN ASET TETAP (SAKTI) 169/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
9. | PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 170/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
10. | PENGELOLAAN KEBERSIHAN KANTOR 171/KPN.W5-USIOT1.2/11/2024
1. | KEAMANAN KANTOR 172/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
12| PENGAJUAN GAJI INDUK 173/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
13- | PENGAJUAN GAJI SUSULAN 174/KPN.W5-UB/OT1.2/11/2024
14 | KEKURANGAN GAJI 175/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
15 | PENGAJUAN UANG MAKAN 176/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
16 | PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA 177/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
17 | GANTI UANG PERSEDIAAN 178/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
18 | TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 179/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
19 | LAPORAN REALISAS| ANGGARAN 180/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
20 | PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA 181/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
21 | PENGELOLAAN PNBP 182/KPN.W5-UB/OT1.2/11/2024
22 | MONEV SMART 183/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024

Halaman 1 dari 1




MAHKAMAH AGUNG R.|
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP :162/KPN.W5-U8/0T.1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | :01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28,:Féﬁf®0\2\tl

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

—7 \
C

DASAR HUKUM

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SopP (Standard
Operasional Procedure) Administrasi Negara

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

KETERKAITAN :

DISAHKANOLEH |/ & [ -/ D44

DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENERIMAAN SURAT MASUK
KUALIFIKASI PELAKSANA: 7
1. 51
2. SLTA
PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerimaan Surat
Masuk tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1dari2




Pelaksana Mutu Baku
-] o w o
o ) o ° o
¢ Vi R 5 0 oS = 3 S =
No Aktivitas g 3 g 2 3 3=z =3 Persyaratan/ Waktu Output
c Yo oS! 8 = =< Perlengkapan
3 o ~ P
L Menerima dan meneliti e Surat Masuk | 5menit | Surat Masuk
surat masuk ‘ ) o ATK
2. Mencatat kartu kendali v e Surat Masuk 5 menit Surat Masuk
surat masuk o ATK telah diberi
kartu kendali
3. Melakukan penginputan e Surat Masuk 20 menit | Surat Masuk
surat masuk ke dalam ° ATK telah terinput
aplikasi PTSP ke dalam
aplikasi PTSP
4, Menyampaikan surat e Surat Masuk 10 menit | Surat Masuk
masuk kepada Ketua o ATK telah
untuk mendapatkan terdisposisi
disposisi
5. Meneruskan Disposisi e Surat Masuk 10 menit | Surat Masuk
dari Ketua kepada e ATK telah
Panitera atau Sekretaris terdisposisi
6. Meneruskan Disposisi e Surat Masuk 10 menit | Surat Masuk

dari Ketua kepada
Panmud atau Kasub
untuk ditindaklanjuti

e ATK

telah
diserahkan
kepada
Panmud atau
Kasub

Halaman2dari2




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 162/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH 1 3
NAMA SOP . SOP PENERIW;’}\N SURAT MASUK

HISTORIS PERUBAHAN

ISI| PERUBAHAN

NO.
DAHULU

SEKARANG

TANGGAL BERLAKU

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

28 Februari 2024

Halaman3dari3




> =T
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NOMOR SOP : 163/KPN.W5-U8/0T1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2015
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.| SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH ~
KomplekPerkantoran Gunung Kembang /‘7
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
: SOP PENGIRIMAN SURAT
NAMA SOP KELUAR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 1. S1
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah 2. SLTA

Agungdan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standard Operasional
Procedure) Administrasi Negara

. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan

4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengiriman Surat Keluar tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halamanldari2




Pelaksana Mutu Baku
=4 =
o © = =~
Py w - O ) g 3 3
No. Aktivitas cdz 2 SHEHE: Persyaratan/ Waktu Output
3 o'® = ® o & | Perlengkapan
s 2 5 3 m
1. Menerima surat dari subbagian e Surat Keluar 5 menit | Surat Keluar
dan kepaniteraan ( ) o ATK
2. Mencatat ke dalam agenda e Surat Keluar 5 menit | Surat Keluar
surat keluar dan member e ATK telah diberi
nomor surat nomor
3. Membuat daftar surat keluar e Surat Keluar 15 menit | Tersedianya
yang akan dikirim ke dalam 4 e ATK daftar Surat
buku ekspedisi surat keluar Keluar yang
akan dikirim
4. Melakukan pengecekan Y e Ekspedisi 10 menit | Surat Keluar siap
terhadap surat keluar yang Surat Keluar dikirim
akan dikirim o ATK
4, Melakukan pengiriman surat e Surat Keluar | 1jam Surat Keluar
melalui kantor pos/travel telah dikirm

Halaman2dari2




NOMOR SOP : 163/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Fe'_b‘rda’ﬁ’ 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I ) P ) ‘\
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH ' ; ﬂ))“/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang -
Kabupaten Sarolangun DIANA
NAMA SOP : SOP PENGIRIMAN SURAT KELUAR
HISTORIS PERUBAHAN
ISt PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun

Halaman3dari3




NOMOR SOP : 164/KPN.W5-U8/0T.1.2/11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | :28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.| Sl 3= SARDLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN S5l A
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH ol & ﬂ")’-—/
Kabupaten Sarolangun i
| D DIANA
NAMA SOP : SOP PENERIMAAN TAMU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1. SLTA
2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan 2. D3
Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standard
Operasional Procedure) Administrasi Negara
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerimaan tamu tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




Pelaksana Mutu Baku
v
No Aktivitas § 33 Persyaratan/
5 ° 3% Waktu Output
o c 3 Perlengkapan
: :

1. | Memeriksa Identitas e KTP 5 menit | KTP
tamu ‘ ’ o ATK

2. | Mencatat Identitas e KTP 5 menit | Identitas tercatat di
tamu dan keperluan o ATK Aplikasi E-Bertamu
tamu ke dalam Aplikasi e Komputer
E-Bertamu

3: Menginput Identitas e Komputer 5 menit | ldentitas tercatat di
tamu dan keperluan e ATK Aplikasi E-Bertamu
tamu ke dalam Aplikasi v
Penerimaan tamu pada
PTSP

4. | Memberitahukan v e Ruang PTSP | 5 menit | Catatan
kepada Penerima Tamu / Penerimaan Tamu
Terkait kesediaan pada Aplikasi
menerima tamu \

5. | Memberitahukan e Ruang PTSP | 5 menit | Aplikasi
kepada Tamu
Terkait kesediaan
Penerima tamu

5. | Menerima tamu di v e Ruang 1Jam Penerimaan Tamu
Ruang Tunggu Tamu Tamu
Terbuka Terbuka

Halaman2dari3




NOMOR SOP : 164/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I =
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH /9-7
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENERIMAAN TAMU
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi PTSP | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi E- 28 Februari 2024
Bertamu
2. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun

Halaman3dari3




: 165/KPN.W5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN | ° 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | :28 Februari 2024
~~ KETUA PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG R.I /| __/NEGERLSAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKARE " Do 4\
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH /),-‘9-7
Kabupaten Sarolangun =\ e
DEKA DIANA
" | :SOPPEMELIHARAAN
NAMASOR |~ «eNDARAAN DINAS
DASAR HUKUM KUALIFIKAS! PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. 51
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1;

SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Perawatan Kendaraan Dinas tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari3




Pelaksana Mutu Baku
P c?® &
(1]
No. Aktivitas 23 v z -3 Persyaratan,
g g Py 25 3 R Waktu Output
s g = Pz o Perlengkapan
58 € =x o
1. | Mengajukan usulan e Kendaraan 5 menit | Usulan
pemeliharaan kendaraan ( \ Dinas pemeliharaan
‘r/ kendaraan
2. Menerima dan meneliti e Kendaraan 5 menit ljin
usulan pemeliharaan Dinas pemeliharaan
kendaraan \ kendaraan
3. Melakukan pengecekan < e Kendaraan 30 menit | Kendaraan dinas
kondisi kendaraan Dinas telah dilakukan
pengecekan
4, Melakukan perbaikan/ e Kendaraan 3 jam Kendaraan dinas
pemeliharaan kendaraan ! Dinas telah selesai
ke bengkel dilakukan
perbaikan/
pemeliharaan
5. Melakukan pengecekan e Kendaraan 15 menit | Kendaraan dinas
hasil perbaikan/ Dinas telah selesai
pemeliharaan kendaraan dilakukan
yang telah dilakukan perbaikan/
pemeliharaan
6. Menyerahkan kendaraan e Kendaraan 5 menit Kendaraan dinas
kepada pengguna 4 Dinas telah diserahkan
kembali ke
pengguna

Halaman2dari3




NOMOR SOP : 165/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI 1 28 Febru/aQ\ZOZ4
TGL. EFEKTIF : 2;6@5}85}3:5624.
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I /» { ,, ) Q=
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN OLEH /; & > A\ /»’-""'/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang \ wRi 0/
Kabupaten Sarolangun |\ S KA DIANA
NAMA SOP : SQ{’ PEMELIHA!}AAN KENDARAAN DINAS
\Q ;.,;-,'357'
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Nama SOP adalah Perawatan Kendaraan Nama SOP adalah Pemeliharaan Kendaraan 28 Februari 2024
Dinas Dinas
2. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3dari3




1 166/KPN.W5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF |-+ 28 Februari 2024
“KETUA PIEN\GADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.| A SARQLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS |1 DISAHKAN G \az )
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH /
Kabupaten Sarolangun =
/- DEKA DIANA
: SOP PERAWATAN RUMAH
NAMA SOP DINAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Perawatan Rumah Dinas tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1dari2




Pelaksana Mutu Baku
N Aktivita g » g g g tan/
o. ivitas b A 2 3 ersyaratan
Sé £ A= 1 Perlengkapan Waktu Dutput
= c o s
() o 7
1. Mengajukan usulan e Rumah Dinas | 5menit | Usulan
perawatan Rumah Dinas ( \ perawatan
K..J Rumah Dinas
2. Menerima dan meneliti b e Rumah Dinas | 5 menit | ljin perawatan
usulan perawatan Rumah / Rumah Dinas
Dinas \
3. Melakukan pengecekan e Rumah Dinas | 15 menit | Rumah Dinas
kondisi Rumah Dinas s telah dilakukan
pengecekan
4. Melakukan perbaikan/ e Rumah Dinas | 1 hari Rumah Dinas
perawatan Rumah Dinas ! telah selesai
dengan memanggil dilakukan
tukang/ahli bangunan perbaikan/
perawatan
5. Melakukan pengecekan e Rumah Dinas | 15 menit | Rumah Dinas
hasil perbaikan/ telah selesai
perawatan Rumah Dinas dilakukan
yang telah dilakukan perbaikan/
perawatan
6. Memberi info kepada e Rumah Dinas | 5 menit Rumah Dinas
pengguna bahwa rumah > telah diserahkan
dynas telah selesai kembali ke
dilakukan perawatan/ pengguna
perbaikan

Halaman2dari2




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 166/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH | _,. , : /'“,)../

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

/

Kabupaten Sarolangun EKA DIANA
NAMA SOP : SQP' PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

: 169/KPN.W5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP 11/2024

TGL.

PEMBUATAN : 01 Desember 2016

TGL. REVISI 1 | : 05 November 2021

TGL. REVISI 2 | : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF | ;28 Februari 2024

/I “KETUA PENGADILAN NEGERI
/ SAROLANGUN
DISAHKAN | - |/

I | 7 -
OLeH | [l /&7

\ DEKA DIANA

A

NAMASOP | SOP PENGELOLAAN ASET

DASAR HUKUM

“_TETAP
KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya

. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. S1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran tunjangan kinerja tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari3




Pelaksana Mutu Baku
At o scd 1
No. Aktivitas § § % g_ E :e'risyaratan/ gy Output
g Bl g s erlengkapan
= = o =
1. | Menginput data e Data 30 menit | Terdatanya informasi
barang masuk di ( ) barangmasuk barang masuk
aplikasi SAKTI-ASET o ATK
TETAP
2. | Menyesuaikan dan , e Data 30 menit | Kesesuaian data aset
memvalidasi data barangmasuk dan barang yang
aset barang masuk e ATK masuk
3. | Mengapprove data e Asetbaru 30 menit | Aset telah sesuai dan
asset baru yang o ATK terdata
sudah diinput dan
divalidasi
5. | Memberi label pada e DBR 30 menit | Label barang
aset baru dan e ATK
mencetak data asset
di setiap ruangan
6. | Menandatangani v e Data 10 menit | DBR
Daftar Barang penambahan
Ruangan aset
o ATK
7 Menutup periode . e Data 20 menit | Aset tercatat di SAKTI
bulanan SAKTI-ASET ( ) Penambahan
TETAP Aset
o ATK

Halaman2dari2




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 169/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

N
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH : /-‘7

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN ASET TETAP
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
SIMAK-BMN SAKTI
2. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3dari3




: 170/KPN.W5-U8/0T.1.2/
NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG R.| NEGERARQLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN// =
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH < /"‘M/
Kabupaten Sarolangun =
\ _ DEKA DIANA
: SOP PENGELOLAAN
NAMASOR PERPUSTAKAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. S1
2. SLTA
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) Administrasi Negara
4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengelolaan Perpustakaan tidak

terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halamanldari2




Pelaksana Mutu Baku
o
i g 5
sie o 7
No. Aktivitas g E o4 Persyaratan/ Waktu Output
>0 =T Perlengkapan
o v o
o c ®
=)
1. Menerima buku dari Subbagian e Buku 5 menit | Buku
Umum dan Keuangan ( ) e ATK
2. Menginput data buku baru ke e Buku 10 menit | Buku terinput ke
dalam aplikasi SLIM SENAYAN o ATK aplikasi SLIM
SENAYAN
3. Melakukan penataan buku e Buku 30 menit | Buku tertata
sesuai klasifikasi buku v o ATK sesuai dengan
klasifikasinya
4. Membuat daftar buku i e ATK 10 menit | Daftar buku
peminjam peminjam
S. Melakukan pencatatan e Buku 5 menit Data Peminjam
peminjaman buku ke dalam e ATK telah tercatat ke
buku peminjam dalambuku
peminjam
6. Melakukan pencatatan e Buku 5 menit Data
pengembalian buku ke dalam i o ATK Pengembalian
buku peminjam Buku telah
tercatat ke dalam
buku peminjam
7 Membuat laporan perbulan < e Buku 15 menit | Laporan
kondisi pengelolaan e ATK
perpustakaan
8. Menerima laporan kondisi \ e Laporan 5 menit Laporan
pengelolaan perpustakaan e ATK
perbulan

Halaman2dari2




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 170/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH }.}J\/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang % __/
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
HISTORIS PERUBAHAN
I1SI PERUBAHAN
TANGGAL BERLAKU

NO.
DAHULU

SEKARANG

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun

28 Februari 2024

Halaman3dari3




: 171/KPN.W5-U8/0T.1.2/
NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG Rl /¢ JRGRRESAROLANGN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH ﬂ""//
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
\ : SOP PENGELOLAAN
NAMA.SOP KEBERSIHAN KANTOR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang | 1. S1
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan | 2. SLTA
Peradilan yang berada di bawahnya
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) Administrasi Negara
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengelolaan Kebersihan Kantor tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




Pelaksana Mutu Baku
= c A
N Aktivitas g8 |32 |p tan/
b 2 E ® & Sy Waktu Output
=% = T | Perlengkapan
o own o 2
S c®
1. Membuat jadwal petugas e ATK 5 menit | Jadwal
kebersihan ( ) Kebersihan
2. Melakukan pengecekan e Checklist 10 menit | Checklist
kebersihan gedung kantor dan A
lingkungannya
3. Memerintahkan petugas e Checklist 5 menit | Checklist
kebersihan sesuai jadwal
4. Petugas melaksanakan \ e Alat 30 menit | Terselesaikannya
pembersihan Kebersihan kebersihan
5: Melaporkan hasil pekerjaan i e Buku 5 menit Terselesaikannya
e ATK kebersihan
6. Melakukan pengecekan / e Buku S menit | Diketahuinya
kembali ° ATK hasil pekerjaan

Halaman2dari3




NOMOR SOP : 171/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I <

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH =2 | /,ua-—/
\ ) DIANA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
D

Kabupaten Sarolangun \
: SOP PENGELOLAAN KEBERSIHAN

NAMA SOP KANTOR
HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun

Halaman3dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 172/KPN.W5-U8/0T.1.2/11/2024
TGL.
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH ﬂ:"‘/
DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP KEAMANAN KANTOR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1, 51

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP SubbagianUmumdanKeuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Keamanan Kantor tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




Pelaksana Mutu Baku
Aktiv :? S 5 ? /
No. itas 3 = c Persyaratan
c o (0]
gx = % Perlengkapan WL Seput
) A £ m
=3 .

1. | Menyusun jadwal petugas keamanan e Daftar 1jam Jadwal

setiap bulan Petugas Petugas
{ ' Keamanan Keamanan
o ATK Kantor

2. | Melaksanakan tugas keamanan e Jadwal 1 hari Keamanan

sesuai jadwal Petugas lingkungan
Keamanan kantor
Kantor

3. | Mengontrol semua ruangan kerja e Alat 2 jam Keamanan
dan ruang sidang setelah jam kerja Keamanan lingkungan
dan memastikan Peralatan dan kantor
Mesin yang tidak dipakai dalam
keadaan mati.

4. | Mengunci semua pintu ruang kerja e Alat 1jam Keamanan
dan pagar kantor serta menyalakan Keamanan lingkungan
lampu dalam dan luar kantor sesuai kantor
kebutuhan

5. | Melakukan control keliling ke setiap e Alat 1 hari Keamanan
sudut kantor untuk memastikan Keamanan lingkungan
keamaan kantor kantor

6. | Mencatat kegiatan pengamanan e Buku Piket 10 menit | Keamanan
pada buku piket Pengamanan ( ) lingkungan
Kantor. kantor

Halaman2dari2




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kemba
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 172/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH /“_‘,—/
ng a/

D DIANA

NAMA SOP : SOP KEAMANAN KANTOR

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL BERLAKU

NO.
DAHULU

SEKARANG

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

28 Februari 2024

Halaman3dari3



MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP :173/KPN.W5-U8/0T.1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN

OLEH /;,‘_,_,./
KA DIANA

NAMA SOP | : SOP PENGAJUAN GAJI INDUK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

4. Peraturan Sekretaris MahkamahAgungNomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. §1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran gaji induk tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




- SIYVAIWNES

Persyaratan/

Rekap Gaji

10

Rekap Gaji

Membuai rekap

gaji bulan { ) ATK menit

selanjutnya pada

aplikasi Web Gaji

Menandatangani ’ Rekap Gaji 5 menit | Rekap Gaji

rekap gaji ATK yang telah
ditanda
tangani

Membuat SPM Gaji e Rekap Gaji 10 SPM Gaji

berdasarkan rekap ATK menit

gaji yang telah

ditandatangani

Memeriksa, v SPM Gaji 10 SPM Gaji

meneliti dan \ ATK menit

menandatangani

SPM gaji dan data /

pendukungnya

Mengirim SPM dan N SPM Gaji 10 SP2D Gaji

data dukung ATK menit

lainnya ke KPPN

Halaman2dari3




NOMOR SOP : 173/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH
Komplek Perkantoran Gunung Kembang . %fv‘//
Kabupaten Sarclangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENGAJUAN GAJI INDUK
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1: Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Web Gaji | 08 November 2021
GPP dan Aplikasi SAKTI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3dari3




: 174/KPN.W5-U8/0T.1.2/
NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN :01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF 128 F(_abr_ugri 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN :
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH %)—"/
Kabupaten Sarolangun EI/
D DIANA
\ : SOP PENGAJUAN GAlI
NAMA SOP sustin?
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran gaji susulan tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




T PeakGana

_ MuwBaka

5
& Persyaratan/
o AL
i5 erlengkapan
: 5 N , e
Membuat daftar gaji, daftar Rekap Gaji 1jam Rekap Gaji
perubahan pegawai dan SSP ATK
di Aplikasi Web Gaji
Mengoreksi dan Rekap Gaji 10 Rekap Gaji
menandatangani daftar gaji ATK menit yang telah
dan SSP yang telah dibuat ditanda
berikut daftar perubahan tangani
pegawai
Menandatangani daftar gaji Rekap Gaji 10 Daftar Gaji
yang telah dibuat dan ATK menit telah
menerbitkan SPP ditanda
tangani
Membuat SPM Gaji Susulan Daftar Gaji 10 SPM Gaji
< ATK menit Pegawai
Menyampaikan SPM Gaiji SPM Gaji 10 SP2D Gaji
Susulan dan data Susulan menit Susulan
dukungnya ke KPPN D ATK

Halaman2dari3




Negeri Sarolangun

Sarolangun

NOMOR SOP : 174/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGER!I SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I S By
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS [I DISAHKAN OLEH A /’—\’,G/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang E Y Y /
Kabupaten Sarolangun \ DEKA DIANA
NAMA SOP - \SQP PENGAJUAN GAJI SUSULAN
T
HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
GPP Web Gaji dan SAKTI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Halaman3dari3




MAHKAMAH AGUNG R.|
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

:175/KPN.W5-U8/0T.1.2
NOMOR SOP /11/2024
TGL.
PEMBUATAN | ° 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH /9;/
DEKA DIANA
: SOP PEMBAYARAN
NAMA SOP KEKURANGAN GAIJI
PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya

. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. s1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran kekurangan gaji pegawai tidak

terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1ldari2




 Pelksama

Rekap Gaji

Membuat daftar gaji, daftar Rekap Gaji
perubahan pegawai dan SSP ATK
-
Mengoreksi dan Rekap Gaji 10 Rekap Gaji
menandatangani daftar gaji \ ATK menit yang telah
dan SSP yang telah dibuat ditanda
berikut daftar perubahan / tangani
pegawai
Menandatangani daftar gaji Daftar Gaji 15 Daftar Gaji
yang telah dibuat dan ATK menit telah
menerbitkan SPP ditanda
tangani
Membuat SPM Kekurangan Dafta Gaji 15 SPM
Gaji Pegawai ATK menit Kekurangan
Gaji Pegawai
Menyampaikan SPM Gaji SPM 10 SP2D
Susulan dan data D Kekurangan menit Kekurangan
dukungnya ke KPPN Gaji Pegawai Gaji Pegawai
ATK

Halaman2dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 175/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGAD“.AN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

sop PfMBAYARAN KEKURANGAN GAJI

NAMA SOP PEGAWAI
HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
GPP Web Gaji dan SAKTI
2: Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3dari3




: 176/KPN.WS5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP 11/2024
TGL.
PEMBUATAN | 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF-{ "7 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN

MALKAMAHAGUNG R _ NEGERISAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1| DISAHKAN [ Af wase 1 Z)
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH H ﬂy
Kabupaten Sarolangun .
DEKA DIANA
\ : SOP.PENGAJUAN UANG
NAMA SOP. h MAKAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. :S1

2. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

S. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung danBa dan
Peradilan yang berada di bawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran tunjangan kinerja tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halamanidari3




vesnoBusg |

- pieyepuag

s Pelaksanatise

Persyaratan/
rlengkapan.

e d TR e

Rekab Abseh » 15

.RekaAp v

Membuat rekap
permintaan Uang ( } ATK menit Permintaan
Makan melalui Web - Uang Makan
Gaji
Memeriksa v Rekap 10 Rekap
Kelengkapan Berkas / Permintaan menit Permintaan
permintaan Uang Uang Makan Uang Makan
Makan ATK
Menandatangani Rekap Uang S Rekap Uang
Rekap Uang Makan v Makan menit Makan
SPTIM SPTIM
ATK
Membuat SPM Uang Rekap Uang 10 SPM Uang

Makan di Aplikasi Makan menit Makan
SAKTI SPTIM

ATK
Meneliti, SPM Uang 10 SPM Uang
memeriksa, dan [. Makan menit Makan
Menandatangani ATK ATK
SPM Uang Makan
Mengirim SPM Uang v SPM Uang 10 SP2D
Makan ke KPPN Makan menit

beserta data
pendukung lainnya

Halaman2dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

1 176/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

. 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

A Y
DISAHKAN OLEH ‘ y

DIANA

NAMA SOP

. SOP PENGAJUAN UANG MAKAN

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
GPP Web Gaji dan SAKTI
2: Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun

Halaman3dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

:177/KPN.W5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP 11/2024

TGL.

PEMBUATAN | 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN
DISAHKAN

v N

OLEH 7 ﬂff
\ D DIANA

NAMA SOP \ : SOP PENGAJUAN

- TUNJANGAN KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. s1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan 2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran tunjangankinerja tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman1dari2




RN eMalu Bk

No. 2 E Persyaratan/ |\ 1o
L Perlengkapan

1. Membuat rekap Rekap Absen 30 Rekap
permintaan ATK menit Permintaan
remunerasi Remunerasi

2 Meminta Rekap 30 Rekap
tandatangan rekap Permintaan menit | Permintaan
permintaan Remunerasi Remunerasi
remunerasi dan ATK Yang telah
pertanggung ditanda
jawaban kepada tangani ASN
seluruh ASN

3. Memeriksa Rekap / Rekap 10 Rekap
Permintaan Q Permintaan menit | Permintaan
Remunerasi Remunerasi Remunerasi

ATK

4, Menandatangani Kwitansi 10 Kwitansi
kwitansi g P Remunerasi menit | Remunerasi
Remunerasi ATK

5. Mengirim dan Permintaan 10 Remunerasi
mengupload Remunerasi menit
softcopy ke dalam * ATK
komdanas

Halaman2dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

1 177/KPN.WS5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGER! SAROLANGUN

p 7 7 ~N
DISAHKANOLEH | -~ ﬂ“y

DEKA DIANA

NAMA SOP

: SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA

HISTORIS PERUBAHAN

NO.

ISI PERUBAHAN

TANGGAL BERLAKU

DAHULU

SEKARANG

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Halaman3dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
KomplekPerkantoranGunungKembang
Kabupaten Sarolangun

:178/KPN.W5-U8/0T.1.2/

NOMOR SOP A
TGL.

PEMBUATAN | 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN

N \
OLEH e

DEKA DIANA

: SOP GANTI UANG

NAMASOP ““PERSEDIAAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. S1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Ganti Uang Persediaan tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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i Pelakéa’,i\a e

Kwitansi/Nota

10 menit

PBydan

beserta data pendukung

Menginput Kwitansi/Nota ke
Aplikasi SAKTI (:) ATK Kwitansi
Membuat dan Mencetak v ATK 10 menit | Print Qut DRPP
DRPP
Melakukan pengecekan dan , DRPP 10 menit | DRPP
menandatangani DRPP ATK
Membuat SPP dan SPM y ATK S menit | SPP dan SPM
Mencetak SPP dan SPM X ATK S menit | SPP

i SPM
Meneliti, memeriksa, dan SPM GUP S menit | SPM GUP
Menandatangani SPM GUP \> ATK ATK
Mengirim SPM GUP ke KPPN i!. SPM GUP 10 menit | SP2D

lainnya
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MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 178/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

NAMA SOP

: SOP GANTI UANG PERSEDIAAN

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

Negeri Sarolangun

Sarolangun

NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
i Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
SAS SAKTI
2: Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
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MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP | 179/KPN.W5-U8/0T.1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN | ° 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN
DISAHKAN |

: IS
OLEH : ‘ /yﬂ//
DEKA DIANA

: SOP TAMBAHAN UANG

NAMASOP PERSEDIAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. s1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Tambahan Uang Persediaan tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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_ Pelaksana

Membuat permohonan

e Dokumen

15 menit

Permohonan ljin

ijin TUP di Aplikasi SAKTI Rencana TUP TUP

e ATK
Memeriksa dan Meneliti ‘ e Permohonan | 10 menit | ljin TUP
Permohonan ljin TUP ljin TUP

e ATK
Menyampaikan e |jin TUP 10 menit | ljin TUP telah
Permohonan TUP ke o ATK terkirim ke KPPN
KPPN <
Membuat dan Mencetak o ATK 15 menit | Print Out SPP
SPP dan SPM TUP dan SPM
Meneliti, memeriksa, dan / e Print Out SPP | 10 menit | Tersedianya
Menandatangani SPM dan SPM SPM TUP yang
TUP o ATK telahditanda

tangani

Mengirim SPM TUP ke : e Dokumen 10 menit | SP2D
KPPN beserta data TUP
pendukung lainnya o ATK
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NOMOR SOP : 179/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
SAS SAKTI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun
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NOMORSOP | ° 180/KPN.W5-U8/0T.1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN | 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN 3
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH /b’).).//
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
: SOP LAPORAN REALISASI
NAMASQF ANGGARAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan Realisasi Anggaran tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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Data Realisasi

Menginput daté 1jam Tersedianya
realisasi anggaran ATK Laporan Realisasi
ke aplikasi LRA Anggaran
manual
Mencetak LRA ATK 5 menit | Print Out LRA
Manual Manual
Memeriksa LRA - Print Out LRA 15 Tersedianya LRA
Manual ATK menit yang telah
diperiksa
Menandatangani LRA 5 menit | Tersedianya LRA
LRA Manual Ip] ATK yang telah
ditandatangani
Membuat Laporan LRA 10 Laporan LRA ke
LRA ke Ketua ATK menit Ketua

Pengadilan Negeri

Pengadilan
Negeri
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NOMOR SOP : 180/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH ”"—/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang = 9;/
Kabupaten Sarolangun DIANA

NAMA SOP : SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun
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NOMORSOP | ° 181/KPN.W5-U8/0T.1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN

OLEH /\Ap-‘/
ns/

KA DIANA

: SOP PEMBAYARAN LS PIHAK

NAMA SOP KETIGA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

8. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. s1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. AlatTulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran LS pihak ketiga tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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Menerima tagihan dari e SPK S menit | Daftar
Pihak Ketiga e BA Serah Permintaan
(:) Terima Barang
o ATK
Menerima tagihan dari PPK e SPK 15 SPM LS
dan menerbitkan SPM 2 e BA Serah menit
Terima
e ATK
Mengirim SPM beserta data e SPM 10 SP2D LS
dukungnyake KPPN e Data Dukung | menit
lainnya
Melakukan pengarsipan e SPM S menit | Arsip
dokumen LS :‘i e Data Dokumen
Dukung
lainnya

Halaman2darid




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 181/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH &L /\_‘,,./
. DEK

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

IANA

: SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

NAMA SOP
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG

1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021

SAS SAKTI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun
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NOMORSOp | © 182/KPN.W5-UB/OT. 1.2/

11/2024
TGL.
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

MAHKAMAH AGUNG R.1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

KETUA PENGADILAN NEGERI
_ SAROLANGUN
DISAHKAN | ||

OLEH I ERE /‘:7/

DEKA DIANA

NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN PNBP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

S. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

8. Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1. s1

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. AlatTulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan PNBP tidak terlaksana
dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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Pelaksana Mutu Baku
SR P R - @ = [ : e :
o SR S © 0 C,S‘.. m
Noolao o vites R 2E za | Persamtan/ | Ll Output
; 3z xc > 3 | Perlengkapan | :
® 3 £ m o '

1. | Menerima uang leges, e Tanda Terima | 5 menit Tandaterima
redaksi dari bagian ( ) e ATK PNBP
Perdata

2 Menginput Penerimaan 3 e Tanda Terima | 15 menit | PNBP tercatat
Negara Bukan Pajak dan e ATK di Aplikasi
membuat SSBP SIMARI
menggunakan aplikasi
SIMARI

3. Melakukan penyetoran e Tanda Terima | 30 menit [ Slip Setor
PNBP ke Kas Negara e ATK PNBP
melalui Kantor Pos atau
Bank

4. | SSBP yang telah disetor e Slip setor 1jam PNBP telah
dicetak bukti PNBP terinput di
penerimaanya dan o ATK aplikasi
mencetak Laporan SIMARI
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
pada Aplikasi SAKTI
Kemenkeu

S. | Mengoreksi dan memaraf o LPJ 15 menit | LPJ Bendahara
Laporan Bendahara telah dikoreksi
Pertanggungjawaban Penerima dan diparaf
Bendahara Penerima dan e ATK
Laporan PNBP

6. | Menadatangani Laporan e LPJ 5 menit LPJ Bendahara
Pertanggungjawaban s Bendahara telah ditanda
Bendahara Penerima dan Penerima tangani
Laporan PNBP o ATK

7 Mengirim Laporan e LPJ 10 menit | LPJ telah
Pertanggungjawaban j': Bendahara dikirim ke
Bendahara Penerima ke Penerima KPPN
KPPN o ATK

Halaman2dari4




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

NOMOR SOP

: 182/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

i

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN PNBP
HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
L, Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah SIMARI 08 November 2021
SILABI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Halaman3darid




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
KomplekPerkantoranGunungKembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 183/KPN.W5-U8/0T.1.2/ 11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

o

D IANA

NAMA SOP

: SOP MONEV SMART

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1, 181

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Subbagian Umum dan Keuangan

AlatTulis Kantor (ATK)

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksaan laporan
Aplikasi Monev Smart tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan
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~ Pelaksana Mutu Baku
S R : By e s S o ’
S PR kt ':g._'g‘m gg 3 g B e USRI SRR BRI
: it e R T = ; j ; e b ;
Nol - aldhits o PR RS | RS S | Femenlanl b wig 0 ouge
Scleton SR 5T | FT > s Perlengkapan ifc e el o Q5
1. | Mencetak data Laporan e Laporan 5 menit Laporan
Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi
‘ ) Anggaran Anggaran
telah diterima
2. | Login ke website v e Komputer 30 menit | Data telah
https://sakti.kemenkeu. e Jaringan dientri ke
go.id dan mengentri data Internet dalam website
secara online smart.kemenk
eu.go.id
3. | Mengecek hasilentri data o Komputer 15 menit | Print out hasil
ke dalam website e- e Jaringan entri data
Monev Smart Internet
»> e Datayang
telahdientri
4. | Melaporkan kepada e Print out hasil | 15 menit | Laporan telah
atasan bahwa aplikasi entri data diterima
Smart telah dilaksanakan atasan
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MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

NOMOR SOP

: 183/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DISAHKAN OLEH /“._,«/
A DIANA

Kabupaten Sarolangun D
NAMA SOP : SOP MONEV SMART
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG

1. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021

e-Monev SMART SAKTI
2. Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KELAS II

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

2024



MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NO. NAMA SOP NOMOR SOP
1 PEMBUATAN CUTI HAKIM / PEGAWAI W‘( /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
5 ggg,:s:l&l:MSl DAFTAR HADIR HAKIM DAN wg JKPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
3 PENGUSULAN TASPEN, KARPEG, KARIS, KARSU wc /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
4 KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) m /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
5 USULAN KENAIKAN PANGKAT L%/D /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
6 T:BL:_?Z:“KAN / PENGAMBILAN SUMPAH Cﬁ? /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
7 INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETING PEGAWAI) V)fD/KPN.W5-U8/OT1.2/II/2024
8 USULAN PROMOSI JABATAN Lﬁ( /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
9 PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) lfvl /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
10 PENGELOLAAN SURAT DINAS \(% /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
11 PENYELESAIAN DOKUMEN HUKUMAN DISIPLIN W1 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
12 PEMBUATAN KP4 wg /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
13 PEMBUATAN SURAT TUGAS L0) (;/KPN.W5-U8/OT1.2/II/2024
14 USULAN PENSIUN HAKIM / PEGAWAI [ﬁ? /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
| PRI | s sjor s
16 E?;LARII?SLIJ;ET KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI [7 /KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
17 DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM lb{p' /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

Halaman 1 dari 1l




MAHKAMAH AGUNG R.|
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP :188 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH a
DEKA DIANA

. NAMA SOP : SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT
: DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
iT. Undang-Undangmmor 49 Tahun 2009 st o -
g 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 2 88

3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006

4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIIl/2007

5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/V111/2007

6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

; KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan
pangat tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktiitas Staf KasubagKe Sekretaris Ketua}/ Persyaratan/ Waktu Output
portala Wakil Perlengkapan
Ketua
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Menyiapkan Bahan usul Tersedianya bahan usul
bahan usul ( ) kenaikan 120 kenaikan pangkat
kenaikan pangkat pangkat Menit
PNS dan Hakim
2 Membuat konsep v Bahan usul Tersedianya konsep usulan
surat usulan kenaikan 120 kenaikan pangkat
kenaikan pangkat pangkat Menit
Alat Tulis
Kantor (ATK)
3 Mengetik konsep \ Konsep surat Tersedianya  draf  usulan
usulan  kenaikan - s usulan 60 kenaikan pangkat
pangkat = o Komputer/ Menit
Laptop
4 Koreksi usulan Surat  usulan Diparafnya draf usulan kenaikan
kenaikan pangkat / kenaikan 30 pangkat
dan paraf surat > pangkat Menit
pengantar Alat Tulis
Kantor (ATK)
5 Menanda tangani v Surat  usulan Tersedianya  surat  usulan
pengantar usulan kenaikan 20 kenaikan pangkat
kenaikan pangkat pangkat Menit
Alat Tulls
Kantor (ATK)
6 Memberi nomor Surat  usulan Surat usulan kenaikan pangkat
surat, mengepak kenaikan 120 siap untuk dikirimkan
dan menyerahkan 2 pangkat Menit
kebagian umum Alat Tulis
Kantor (ATK)
Buku agenda
surat keluar
7 Mengarsipkan file Surat  usulan Arsip surat usulan kenaikan
daftar usulan v kenaikan 15 pangkat tersimpan pada unit
kenaikan pangkat D pangkat Menit pengelolah
PN Sarolangun Box file




NOMOR SOP

: 188 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAZOLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH ~
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /W’y
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

28 Februari 2024




NOMOR SOP :189 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISARKANQLED ”“)‘—\/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang y
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
SOP PELANTIKAN / PENGAMBILAN
NaMASOP SUMPAH JABATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 2. D3
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII1/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007
6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelantikan /
pengambilan sumpah jabatan tidak terlaksana dengan
baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris | Ketua /Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima  dan SK Mutasi Diterima dan dicatatnya
mencatat SK Agenda surat | 30 penerbitan SK Hakim dan PNS
mutasi  Hakim/ masuk Menit
PNS yang
diterbitkan

2 Meneliti SK SK Mutasi Terdatanya data kepegawaian
mutasi  Hakim/ e 15 pada SK Hakim/ PNS
PNS yang mutasi A B Menit

3 Mempersiapkan - SK Mutasi Disiapkannya kelengkapan
kelengkapan Ruang 120 pelantikan
bahan pelantikan pelantikan Menit

4 Melantik dan L SK Mutasi Dilakukannya kegiatan pelantian
mengambil Ruang 240
sumpah Hakim/ pelantikan Menit
PNS

5 Membuat konsep SK Mutaasi Tersedianya konsep
SPMT, < Alat Tulis | 20 administrasi pelantikan
menduduki Kantor (ATK) Menit
jabatan dan
pelantikan

6 Mengetik konsep A\ 4 SK Mutasi, Tersedianya draf administrasi
SPMT, konsepSPMT,m | 309 pelantikan
menduduki enduduki Menit
jabatan dan jabam? dan

3 pelantikan
pelantikan Komputer/
Laptop
Printer

7 Koreksi draf SPMT, Diparafnya draf administrasi
SPMT,menduduki / \ menduduki 20 pelantikan
jabatandanpelant jabatan dan | paanip
) pelantikan
ikan dan paraf Alat Tulis

Kantor (ATK)

8 Menandatangani SPMT, Terselesaikannyaadministrasi
draf SPMT, menduduki 15 pelantikan
menduduki jabatan dan | ppanip
pelantikan Kantor (ATK)

9 Memberi nomor SPMT, SPMT, menduduki jabatan dan
surat, Menduduki 15 pelantikan telah siap dikirim
memasukan jabatan dan | Menit | tembusannya
kedalam amplop pelantikan
dan menyerahkan Buku agenda
ke bagian umum surat keluar
dan yang Buku
berkepentingan ekspedisi

10 Mengarsipkan file SPMT, Arsip SPMT, menduduki jabatan
pelantikan PN D Menduduki 15 danpelantikan telah tersimpan
Sarolangun jabatan dan | Menit

pelantikan
Box file




NOMOR SOP : 189 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH ~

Komplek Perkantoran Gunung Kembang /""/
Kabupaten Sarolangun  DERADIANA

NAMA SOP : SOP PELANTIKAN / PENGAMBILAN

SUMPAH JABATAN
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 187 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH /_,./
DEKA DIANA

NAMA SOP

DASAR HUKUM

: SOP KENAIKAN GAJl BERKALA (KGB)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI111/2007

5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007

6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

1. S1
2. D3

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Kenaikan Gaji Berkala
(KGB) tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 Inventarisasi Bahan-bahan Tersedianya bahan usul
PNS dan Hakim usul kenaikan 30 kenaikan gaji berkala
yang akan naik ‘ ; gaji berkala Menit
gaji berkala

2 Membuat Konsep surat Tersedianya konsep

A\ 4 T
konsep  surat usulan 30 usulan kenaikan gaji
usulan kenaikan kenaikan gaji menit berkala
gaji berkala berkala

Alat Tulis
Kantor (ATK)

3 Mengetik  Z Konsep surat Tersedianya draf usulan
konsep usulan usulan 10 kenaikan gaji berkala
kenaikan  gaji < kenaikan gaji Menit
berkala berkala

l Komputer/
Laptop

4 Koreksi usulan Surat  usulan Diparafnya draf usulan
kenaikan  gaji kenaikan  gaji 30 kenaikan gaji berkala
berkala  dan v, \ berkala Menit
memberi paraf Alat Tulis
surat pengantar Kantor (ATK)

S Menanda v Surat  usulan Tersedianya surat
tangani usulan kenaikan gaji 10 usulan kenaikan gaji
kenaikan  gaji berkala Menit berkala
berkala Alat Tulis

Kantor (ATK)

6 Memberi Surat  usulan Surat usulan kenaikan
nomor  surat, kenaikan gaji 10 gaji berkala siap untuk
memasukan berkala menit dikirimkan
kedalam Alat Tulis
amplop dan Kantor (ATK)
menyerahkan Buku agenda
kebagian umum surat keluar

7 Mengarsipkan v Surat  usulan Arsip  surat  usulan
file daftar kenaikan gaji | 10 kenaikan gaji berkala
usulan kenaikan ‘ ’ berkala menit tersimpan pada unit
gaji berkala Box file pengelolah




MAHKAMAH AGUNG R.|

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 187 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

=

DEKA DIANA

NAMA SOP

: SOP KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

NO.
DAHULU

SEKARANG

TANGGAL BERLAKU

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

28 Februari 2024




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 186 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

)=l

DEKA DIANA

: SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG,

NARASOR KARIS, KARSU

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 DR
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII1/2007
S. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengusulan Taspen,
Karpeg, Karis, Karsu tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasub Sekertaris Ketua/ Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 Membuat Alat Tulis | 30 Tersedianya konsep usulan
konsep surat Kantor (ATK) Menit Taspen, Karpeg, Karis/ Karsu
usulan ( ’ Dokumen
Taspen, kepagawaian
Karpeg, Karis/
Karsu
2 Mengetik Alat Tulis | 30 Tersedianya  draf  Taspen,
konsep surat Kantor (ATK) Menit Karpeg, Karis/ Karsu
usulan  dan \ 4 Kelengkapan
mempersiapk data
an dokumen Kepegawaian
kelengkapan Komputer/
usulan Laptop
Printer
3 Koreksi draf Alat Tulis | 60 Diperiksanya validasi  data
ketikan v Kantor (ATK) Menit Taspen, Karpeg, Karis/ Karsu
usulan  dan Surat  usulan yang hendak diusulkan
kelengkapan <> Taspen,
dokumen Karpeg, Karis/
kepegawaian Karsu
sebagai Dokumen
bahan kepegawaian
pendukung
4 Memeriksa Alat Tulis | 20 Diparafnya draf usulan Taspen,
draf surat kantor (ATK) Menit Karpeg, Karis/ Karsu
pengantar \ Berkas usulan
usulan \ Taspen,
Karpeg, Karis/
Karsu
5 Menanda Alat Tulis | 15 Ditanda  tanganinya  surat
tangani v Kantor (ATK) Menit usulan Taspen, Karpeg, Karis/
berkas usulan Berkas Taspen, Karsu
Taspen, Karpeg, Karis/
Karpeg, Karis/ Karsu
Karsu
6 Memberi > Alat Tulis | 15 Terdatanya surat keluar pada
nomor dan ~ Kantor (ATK) Menit agenda surat keluar
stempel pada Buku agenda
surat usulan surat keluar
Taspen, Cap/ Stempel
Karpeg, Karis/
Karsu
7 Mengirimkan Alat Tulis | 30 Dikirimnya usulan Taspen,
tembusan Kantor (ATK) Menit Karpeg, Kari/ Karsu
surat dan Buku ekspedisi
dokumen 2
usulan i
Taspen,
Karpeg, Karis/
Karsu
8 Mengarsipka Surat  usulan | 15 Tersimpan dan tersusunnya
n surat Taspen, Menit dokumen surat pengantar
pengantar Karpeg, Kari/ usulan dan dokumen

dan dokumen
usulan
kepegawaian
yang menjadi
bahan arsip

Karsu
Box file

pendukung dalam box file




NOMOR SOP : 186 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH /}.a..-.—/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun DIANA
: SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG,
NAMRAOP KARIS, KARSU
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 185 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH W
DEKA DIANA

: SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR

NANIARQR HAKIM DAN PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/V111/2007
Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI111/2007

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

N @ ook b o

Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

1. :S1
2. D3

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka rekapitulasi daftar
hadir hakim dan pegawai tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 6 7 3 9

1 Mengambil dan Finger print 120 Tersedianya laporan
mencetak Komputer/ Menit absensi bulanan
Absensi melalui D Laptop
Aplikasi SIKEP Alat Tulis

Kantor (ATK)

2 Merekap X Alat Tulis 180 Terdatanya daftar
absensi Hakim Kantor (ATK) Menit jumlah  kehadiran
dan karyawan/ Hasil print out pegawai setiap
karyawati dan finger print bulan
menginput
didalam aplikasi
Komdanas

3 Mendownload \ 4 Rekapan daftar 60 Tersedianya laporan
draft hadir Menit kehadiran pegawai
Rekapitulasi < Komputer/ setiap bulan
Kehadiran dari Laptop
aplikasi
Komdanas

4 Koreksi hasil Rekapan daftar 30 Ditelitinya rekapan
rekapan Absen ;/ \ hadir Menit daftar hadir
dan  memberi Alat Tulis
paraf Kantor (ATK)

5 Menanda Rekapan daftar 15 Ditanda tanganinya
tangani  hasil hadir Menit rekapan absensi
rekapan absensi Alat Tulis

Kantor (ATK)

6 Menyerahkan Rekapan daftar 10 Rekapan daftar
hasil  rekapan hadir Menit hadir diserahkan
daftar hadir Buku ekspedisi untuk menjadi dasar
guna permintaan  uang
perhitungan makan
remunerasi dan
uang makan di
KU

7 Mengarsipkan v Rekapan daftar 10 Arsip rekapan daftar
hasil  rekapan hadir Menit hadir tersimpan
dalam file D Box file pada unit

rekapan absen

pengelolah




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 185 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

et

D

NAMA SOP

: SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR

HAKIM DAN PEGAWAI

HISTORIS PERUBAHAN

NO.

ISI PERUBAHAN

TANGGAL BERLAKU

DAHULU

SEKARANG

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sarolangun

28 Februari 2024




NOMOR SOP : 184/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH ./}o_,_,-_/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP PEMBUATAN CUTI HAKIM /
NAMA SOP PEGAWAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 “ B3
3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII1/2007
4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007
5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan cuti
hakim / pegawai tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasub Sekertaris Ketua/ Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Wakil Perlengkapan
Ketua
1 Menerima surat Surat 15 Diterimanya surat permohonan cuti
permohonan ‘ ’ permohonan Menit dari hakim dan pegawai
cuti dari Hakim cuti
dan
Karyawan/ti
2 Mengetik draf Surat 15 Tersedianya draf surat cuti hakim dan
Surat Cuti permohonan Menit pegawai
Hakim dan 4 = cuti
Pegawai kd Komputer/
Laptop
Printer
3 Koreksi ~ Surat Surat 10 Diparafnya surat cuti hakim dan
Cuti Hakim dan permohonan Menit pegawai
Pegawai cuti
/ —> \ Draf surat cuti
Alat Tulis
Kantor (ATK)
4 Menandatanga Surat cuti | 10 Disetujui dan ditandatanganinya surat
ni Surat Cuti v Hakim dan | Menit | cuti hakim dan pegawai
Hakim dan Pegawai
Pegawai Alat Tulis
Kantor (ATK)
5 Memberi : Surat cuti 15 Tercatatnya surat cuti hakim dan
nomor  Surat | Alat Tulis | Menit pegawai dalam buku agenda surat
Cuti Hakim dan Kantor (ATK) keluar
Pegawai Buku agenda
surat keluar
6 Mencatat Surat v Surat cuti 10 Terdatanya surat cuti hakim dan
Cuti pada buku Alat Tulis | Menit pegawai dalam buku agenda cuti
agenda cuti Kantor (ATK)
Buku agenda
cuti
7 Menyampaikan 2 Surat cuti 20 Disampaikannya surat cuti kepada
Surat Cuti Buku ekspedisi | Menit hakim dan pegawai
kepada yang
bersangkutan
8 Mengarsipkan \ 4 Box file 15 Tersimpannya surat cuti hakim dan
file surat cuti Surat cuti Menit pegawai sebagai arsip




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 184/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH /‘u)-"'“/

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP PEMBUATAN CUTI HAKIM /
NAMA SOP PEGAWAI
HISTORIS PERUBAHAN
1SI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




NOMOR SOP : 190 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH b
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ﬂ,//
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP INVENTARISASI PEGAWAI
NAMASOR (BEZETING PEGAWAL)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. s1
2. D3

1.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI11/2007

5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007

6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Inventarisasi pegawai
(bezeting pegawai) tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan
1 2 3 4 5 (3 7 8 9
1 Menginvestarisasi - Daftar 15 Terdatanya jumlah
daftar jumlah bezetting Menit pegawai
pegawai tiap ( } pegawai
triwulan y
2 Membuat draf surat - Alat Tulis 10 Tersedianya draf surat
pengantar Kantor Menit pengantar
(ATK)
3 Mengetik bezetting v - Komputer Terselesaikannya
dan draf surat / Laptop 60 menit konsep bezetting dan
pengantar <& < - Printer surat pengantar
- Draf surat
4 Koreksi bezetting - Daftar Disetujuinya  konsep
dan paraf surat j \ bezetting 20 bezetting dan surat
pengantar pegawai Menit pengantar
- Draf surat
pengantar
5 Menanda tangani \ 4 - Daftar Terselesaikannya
daftar bezetting dan bezetting 10 bezetting dan surat
surat pengantar pegawai Menit pengantar
- Draf surat
pengantar
6 Memberi nomor - Daftar Laporan bezetting
surat, memasukan bezetting 10 pegawai siap dikirim
kedalam amplop < pegawai Menit
dan menyerahkan - Surat
kebagian umum pengantar
7 Mengarsipkan file - Daftar Tersedianya
bezetting PN ‘ ’ bezetting 10 arsipbezetting
Sarolangun pegawai Menit




NOMOR SOP

: 190 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

MAHKAMAH AGUNG R.|

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN OLEH

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

D

NAMA SOP

: SOP INVENTARISASI PEGAWAI

(BEZETING PEGAWAI)
HISTORIS PERUBAHAN
I1SI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun




NOMOR SOP 1191 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /-’7
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP :SOP USULAN PROMOSI JABATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. s1
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. 23
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI11/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI111/2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka usulan promosi
jabatan tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasub Staf Tim Sekeretaris Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Baperjakat Perlengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

s Membuat Dokumen Tersedianya konsep
konsep usulan ( ) usulan 60 usulan promosi jabatan
promosi Alat Tulis | Menit
jabatan Kantor (ATK)

2 Mengetik draf Konsep usulan Tersedianya draf usulan
usulan jabatan promosi 40 promosi jabatan
yang akan jabatan Menit
dibahas Komputer/

Baperjakat laptop
Printer

3 Mengoreksi Konsep usulan Diparafnya draf usulan
draf  usulan v promosi 20 promosi jabatan
jabatan jabatan Menit

Alat Tulis
Kantor (ATK)

4 Membuat Konsep usulan Tersedianya bahan dan
persiapan promosi 30 data Baperjakat
Baperjakat jabatan Menit

Alat Tulis
— Kantor (ATK)

5 Menentukan ‘ Konsep usulan Tersedianya pelaksanaan
waktu promosi 30 Baperjakat
pelaksanaan jabatan Menit
rapat
Baperjakat

6 Rapat Draf usulan Dilaksanakannya rapat
Baperjakat A\ 4 Baperjakat 120 Baperjakat
terkait usulan Alat Tulis | Menit
promosi/ Kantor (ATK)

Mutasi
jabatan

7 Membuat Draf  usulan Tersedianya Konsep hasil
konsep usulan Baperjakat 60 Baperjakat
jabatan yang Alat Tulis | Menit
disetujui dan Kantor (ATK)
surat
pengantar

8 Mengetik draf Draf  usulan Tersedianya draf hasil
usulan Baperjakat 30 Baperjakat
promosi Komputer/ Menit
jabatan dan Laptop
draf surat t Printer
pengantar I

9 Koreksi  draf | Draf usulan Diparafnya draf hasil
usulan l Baperjakat 15 Baperjakat
promosi > Alat Tulis | Menit
jabatan  dan Kantor (ATK)
draf surat
pengantar

10 Menandatang v Usulan Tersedianya hasil
ani usulan promosi 15 Baperjakat
promosi jabatan Menit
jabatan  dan Alat Tulis
surat Kantor (ATK)
pengantar

11 Memberi Usulan Usulan promosi jabatan
nomor, promosi 10 siap dikirim berdasarkan
mengepak jabatan Menit | hasil Baperjakat
dan Alat Tulis
menyerahkan Kantor (ATK)
kebagian Buku agenda
umum dan surat keluar
Keuangan Buku ekspedisi

12 Mengarsipkan A 4 Usulan Tersimpannya Arsip
file usulan promosi 10 usulan promosi jabatan
promosi D jabatan Menit
jabatan Box file




MAHKAMAH AGUNG R.|

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 191 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Ii DISAHKAN OLEH /)),‘_/

DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP USULAN PROMOSI JABATAN
HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




NOMOR SOP : 192 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februarim2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN OLEH /‘J—""/
Dsmm(

: SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA

NAMA SOP PEGAWAI (SKP)

| DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

|
|

l Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
Keputusan KMA Rl No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

1.
2:
3.
4.
5:
6.

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

KETERKAITAN :

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) tidak terlaksana dengan baik

1. s1
2. D3

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas pegawai Kasub PNS yang Pejabat Atasan Persyaratan/ Waktu Output
Keport dinilai Penilai Pejabat Perlengkapan
ala Penilai

1 Membuka Komputer/ 5 Persiapan
aplikasi e-kinerja Laptop Menit pembuatan SKP
dengan situs ( ’ Tahunan
https://kinerja.b
kn.go.id/login

2 Menginput SKP Komputer/ 15 Adanya Rencana
Tahun yang Laptop Menit Hasil Kerja (RHK)
berkenaan v Pegawai
diawal  tahun (:)
untuk
menambahkan
Rencana  Hasil
Kerja (RHK)

3 Mengisi Komputer/ 15 Adanya indicator
indikator  dan C) Laptop Menit dan target realisasi
target realisasi yang akan dicapai
yang akan dalam satu tahun
dicapai

4 Mengirim  RHK Komputer/ S Disetujuinya RHK
ke atasan ;< ’ Laptop Menit pegawai
langsung untuk
disetujui SKP

S Mengisi menu Komputer/ 60 Mengupload data
penilaian untuk \4 Laptop Menit dukung (eviden)
menginput data ( ) Dokumen realisasi kegiatan
dukung realisasi pendukung yang telah
yang telah (eviden dilaksanan
dilaksanakan realisasi)

6 melakukan v Komputer/ 10 SKP Pegawai telah
penilaian D Laptop Menit dinilai
terhadap kinerja Nilai SKP
pegawai

7 Mencetak dan Formulir SKP 10 Tersimpannya arsip
mengarsipkan Box file Menit SKP
SKP yang telah (D
dibuat




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 192 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DISAHKAN OLEH /"’9}/
DIANA

DE

: SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA

PANICOR PEGAWAI (SKP)
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Pembuatan SKP dilakukan secara Aplikasi yang digunakan adalah E-Kinerja 1 Januari 2023
manual dengan Ms. Excel
2. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




g NOMOR SOP : 193 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
i TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021
'i TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH \
i Komplek Perkantoran Gunung Kembang KA/
Kabupaten Sarolangun '
% DEKA DIANA
‘; NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun2009 | 1. S1 -
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 2. D3
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII1/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007
6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
] Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan surat
dinas tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Surat Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf i Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima dan - Surat Terdaftarnya surat dinas
mengagendakan Masuk 10 dalam agenda masuk
Surat Masuk < ’ - Buku Menit

Ekspedisi
i surat
’ 1 masuk

2 Mempelajari serta * - Surat Tersotirnya jenis surat
mengkonsep Masuk 15 yang harus ditindak
surat-surat yang - Alat Tulis Menit lanjuti
perlu ditindak Kantor
lanjuti i I S (ATK)

3 Mengetik Konsep ' - Konsep Tersedianya draf surat
surat dinas A o, surat 30 dinas keluar

D -  Komputer Menit
/ Laptop
- Printer

4 Koreksi dan / \ - Konsep Diparafnya draf surat
memberi paraf > surat 20 dinas keluar
pada surat dinas | - Alat Tulis Menit

! Kantor
(ATK)

5 Menanda tangani v - Surat Tersedianya surat dinas
surat dinas yang dinas 15 yang  telah  selesai
telah diparaf keluar Menit dikerjakan

- Alat Tulis
Kantor
B (ATK) | — . b

6 Memberi nomor - Surat Surat Dinas kﬁap
surat, memasukan Dinas 10 dikirimkan
kedalam amplop < Keluar Menit
dan menyerahkan | - Buku
kebagian umum ! ekspedisi

! surat
i keluar
SRR N - ATK . _

T Mengarsipkan ] - Surat Arsip Surat  Dinas

surat dinas keluar (:) | Dinas 10 tersimpan
; Keluar Menit
|




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 193 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
DIANA

Kabupaten Sarolangun

DE
NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




% NOMOR SOP : 194 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
' TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DISAHKAN OLEH \
; Komplek Perkantoran Gunung Kembang
i Kabupaten Sarolangun DEKADIANA
: SOP PENYELESAIAN DOKUMEN
NANIASOR HUKUMAN DISIPLIN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. s1
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2 D3
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VII1/2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
|
| Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 2. Komputer
3. Printer
| PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan penyelesaian dokumen T ——
hukuman disiplin tidak terlaksana dengan baik Pes




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasub Sekertaris | Ketua/ Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Kaportala i Ketua Perlengkapan
|

1 2 : 3 4 5 | 7 ; ‘8 9 A0

1 Menerima hasil ; Surat/ laporan | 10 Diterimanya surat/ laporan
laporan i penjatuhan Menit penjatuhan Hukuman Disiplin
penjatuhan | Hukuman
Hukuman [ Disiplin
Disiplin |

2 Membuat draf , Surat/ laporan | 60 Tersedianya  konsep  SK
SK  Hukuman v [ penjatuhan Menit Hukuman Disiplin dan draf
Disiplin dan draf | Hukuman surat pengantar
surat pengantar | Disiplin

! Alat Tulis
f Kantor

3 Mengetik Konsep SK | 40 Tersedianya draf SK
konsep SK Hukuman Menit Hukuman Disiplin dan draf
Hukuman [ Disiplin surat pengantar
Disiplin dan draf l Draf surat
surat pengantar | < pengantar

| Komputer/
| Laptop
! Printer

4 Koreksi SK ; Konsep SK | 30 Disetujui dan  diprafnya
penjatuhan i Hukuman Menit konsep SK Hukuman Disiplin
Hukuman / | Disiplin dan draf surat pengantar
Disiplin dan draf =\>_"<>|— Draf surat
surat pengantar i pengantar

| Alat Tulis
i Kantor (ATK)

5 Menandatanga '[ Konsep SK |25 Ditandatanganinya SK
ni Surat | v Hukuman Menit Hukuman Disiplin dan draf
Pengantar dan l Disiplin surat pengantar
SK  Hukuman | Draf surat
Disiplin i pengantar

| Alat Tulis
| Kantor (ATK)

6 Memberi - SK  Hukuman | 20 Terdatanya surat SK
nomor  Surat l Disiplin Menit Hukuman Disiplin dan draf
Pengantar dan | Surat surat pengantar dalam buku
SK Hukuman ' pengantar agenda surat keluar
Disiplin | Alat Tulis

i Kantor (ATK)
f Buku agenda
| surat keluar

7 Mengirim  SK ¢ | Surat 20 Dikirimnya surat pengantar
Hukuman | | Pengantar Menit dan SK Hukuman Disiplin
Disiplin ke = ! SK  Hukuman
Dirjen Badilum Disiplin
atau Sekretaris Buku ekspedisi
MA-RI dan yang
bersangkutan

8 Mengarsipkan v [ Box file 10 Tersimpannya Surat
Surat Pengantar Surat Menit Pengantar dan SK Hukuman
dan SK ‘ ' Pengantar Disiplin sebagai arsip
Hukuman SK  Hukuman
Disiplin Disiplin




NOMOR SOP

: 194 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DE

NAMA SOP

: SOP PENYELESAIAN DOKUMEN

HUKUMAN DISIPLIN

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

NO.

DAHULU

SEKARANG

TANGGAL BERLAKU

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Negeri Sarolangun Sarolangun

28 Februari 2024




NOMOR SOP : 195 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

PERINGATAN/CATATAN :

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PEMBUATAN KP4
‘ DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
| 1 Undang-UndangNomor3Tahun2009 [ 1. s1
E 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2. D3
E 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
4.  Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/V1I1/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
| 7. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
' Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan KP4 tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Kasub Staf Sekertaris Ketua/ Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan
1 : 2 3 4 5 7 8 9 10
1 Membuat Komputer Tersedianya  konsep
konsep KP4 ‘ , Alat Tulis | 30 KP4 setiap pegawai
Kantor (ATK) Menit
Kelengkapan
Data
Kepegawaian
2 Mengetik  draf Komputer Tersedianya draf KP4
KP4 “ Alat Tulis | 30 setiap pegawai
Kantor (ATK) Menit
Kelengkapan
Data
Kepegawaian
Konsep KP4
3 Koreksi draf KP4 Alat Tulis Disetujui dan
\ / Kantor (ATK) 25 diparafnya
Kelengkapan Menit konsep/draf KP4
data
kepegawaian
Konsep KP4
4 Memberi KP4 Alat Tulis Ditandatanganinya
pada pegawai kantor (ATK) 20 KP4 oleh Pegawai yang
untuk  ditanda DA KP4 Menit bersangkutan
tangani %
5 Mendatangani | Alat Tulis Ditandatanganinya
KP4 Kantor (ATK) 30 KP4 yang diusulkan
ﬁ Kelengkapan Menit
data
kepegawaian
Draf KP4
6 Menyerahkan Alat Tulis Diserahkannya
KP4 pada bagian ( >= Kantor (ATK) 20 dokumen KP4 pada
keuangan untuk KP4 Menit unit bagian keuangan
diarsipkan Buku Ekspedisi




NOMOR SOP : 195 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.|

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH N
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
DIANA

Kabupaten Sarolangun

DE
NAMA SOP : SOP PEMBUATAN KP4
HISTORIS PERUBAHAN
I1S1 PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun




NOMOR SOP : 196 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /P‘_f//
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 % B3
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI111/2007
6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan surat
tugas tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
Ko hlaiis Staf Kasub Sekertaris Ketua/ Persyaratan/ Waktu . vraﬁfﬂutﬁ -
Kepegawaian Wakil Ketua Perlengkapan
1 2 3 4 5 7 8 ) 10
1 Menerima Buku agenda Diterimanya surat dinas
surat  masuk C) surat masuk 5 bidang kepegawaian
bidang Menit
kepegawaian
2 Meneliti surat Surat dinas Terdatanya jenis dan
Dinas  terkait l Alat Tulis | 10 klasifikasi surat dinas bidang
bimtek, Kantor (ATK) Menit kepegawaian
pelatihan dan
penugasan
lainnya
3 Membuat v Surat dinas Tersedianya konsep surat
konsep surat D Alat Tulis | 15 tugas
tugas Kantor (ATK) Menit
4 Mengetik surat l Surat dinas Tersedianya draf surat tugas
tugas bagi Alat Tulis | 30
peserta Kantor (ATK) Menit
kegiatan, < Komputer/
Bimbingan Laptop
teknis atau Printer
penugasan
dinas lainnya
5 Koreksi Surat dinas Diparafnya draf surat tugas
pimpinan \ Alat Tulis | 20
terhadap Surat Kantor (ATK) Menit
Tugas :: ’</ Draf surat
tugas
6 Menandatanga v Surat dinas Ditandatanganinya surat
ni surat tugas Alat Tulis | 15 tugas
| I Kantor (ATK) Menit
Draf surat
] 1 tugas _
7 Memberi Alat Tulis Tercatatnya surat tugas pada
nomor  pada Kantor (ATK) 10 buku agenda surat keluar
Surat Tugas Surat Tugas Menit
8 Menyerahkan Alat Tulis Diserahkannya Surat Tugas
Surat  Tugas X Kantor (ATK) 20 pada yang berkepentingan
kepada Hakim Surat Tugas Menit
/ PNS vyang Buku Ekspedisi
diberi tugas - ] o
9 Mengrimkan Alat Tulis Disampaikannya tembusan
Surat  Tugas Kantor (ATK) 15 Surat Tugas pada Institusi
kepada Surat Tugas menit terkait
instansi  yang Mesin fax
terkait
10 Mengarsipkan v Surat tugas Tersimpannya arsip surat
surat tugas D Box file 15 tugas pada unit pengelolah
dalam file Menit
kepegawaian




NOMOR SOP : 196 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH N
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun Sarolangun




NOMOR SOP 1197 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 DISAHKAN OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP USULAN PENSIUN HAKIM /

NAMA SOP PEGAWAI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 1. S1

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 % B3

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI11/2007

5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka usulan pension Hakim
/ Pegawai tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasub Sekertaris Ketua?/ Persyaratan/ Waktu Output
Keporta Wakil Perlengkapan
Ketua
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 Menyiapkan - Bahan- Tersedianya dokumen usulan
bahan usulan bahan usul | 120 pensiun
pensiun Pensiun Menit
Hakim  dan
PNS
2 Membuat - Alat  Tulis Tersedianya  konsep  usulan
konsep surat Kantor (ATK) | 60 pensiun dan konsep surat
usulan y - Dokumen Menit pengantar
pensiun usulan
Hakim  dan pensiun
PNS dan
konsep surat
pengantar
3 Mengetik v - Konsep surat Tersedianya draf usulan pensiun
usulan usulan 30 dan surat pengantar
pensiun P pensiun Menit
Hakim  dan el - Komputer/
PNS serta Laptop
surat - Printer
pengantar
4 Koreksi - Surat usulan Diparafnya draf usulan pensiun
usulan pensiun 30 dan draf surat pengantar
pensiun \ - Surat Menit
Hakim  dan pengantar
PNS serta - Alat Tulis
paraf  surat Kantor (ATK)
pengantar
5 Menandatang - Surat usulan Tersedianya usulan pensiun dan
ani usulan v pensiun 15 surat pengantar
pensiun - Alat Tulis | Menit
Hakim  dan Kantor (ATK)
PNS serta
surat
pengantar
6 Memberi - Surat usulan Surat usulan pensiun dan surat
nomor surat, pensiun 15 pengantar siap kirim
mengepak - Alat Tulis | Menit
dan Kantor (ATK)
menyerahkan - Buku agenda
kebagian surat keluar
umum - Buku
ekspedisi
7 Pengarsipan - Surat usulan Arsip surat usulan pensiun
file daftar pensiun 15 tersimpan diunit pengelolah
usulan - Boxfile Menit

pensiun PN
Sarolangun




NOMOR SOP : 197 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I DISAHKAN OLEH ~
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun ¢ DE JANA
: SOP USULAN PENSIUN HAKIM /
NAMA SOP PEGAWAI
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 198 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 05 November 2021

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

S

DEKA DIANA

: SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

NAMA SOP KETUA / WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. S1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 o 8
3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII1/2007
5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007
6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan Surat
Keputusan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasub Staf Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Membuat konsep - Alat  Tulis Tersedianya konsep
surat  keputusan D_ Kantor (ATK) 30 Surat Keputusan
Ketua / Wakil _l Menit
Ketua
2 Mengetik konsep - Konsep SK Tersedianya draf
Surat Keputusan — < - Komputer/ 30 Surat Keputusan
Laptop Menit
3 Koreksi dan paraf < — - Konsep SK Diparafnya draf
draf Surat ‘ - Alat Tulis 20 Surat Keputusan
Keputusan <>_ < / Kantor (ATK) | Menit
4 Menanda tangani R 24 - Draf SK Terselesaikannya
Surat Keputusan - Alat Tulis 15 Surat Keputusan
Kantor (ATK) Menit Ketua / Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun
5 Memberi nomor - SK SK Ketua / Wakil
SK dan P Kepegawaian 15 Ketua  Pengadilan
penyerahan = - Buku Menit Negeri Sarolangun
kepada yang ekspedisi siap didistribusi
berkepentingan - Buku agenda
surat
6 Mengarsipkan file X - SK KPN / Arsip SK KPN / WKPN
Surat Keputusan WKPN 15 Sarolangun tersedia
Kepegawaian Sarolangun Menit pada unit pengelola

dalam box file

- Boxfile




MAHKAMAH AGUNG R.|

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: 198 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

"

DE IANA

: SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

NAMA SOP KETUA / WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN
HISTORIS PERUBAHAN
ISI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

1199 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN

: 05 November 2021

TGL. REVISI

: 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF

: 28 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

A

DE ANA

NAMA SOP

: SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN

(DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996
Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006
Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI111/2007
Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VI11/2007

U G

Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

1. s1
2. D3

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Daftar urut
Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil tidak
terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 7 8 19 10

1 Menginvestarisasi Daftar Urut Terdatanya informasi DUK
daftar urut ‘ } Kepangkatan 20
kepangkatan pada Alat Tulis Menit
akhir tahun Kantor (ATK)

2 Membuat konsep X Daftar  Urut Tersedianya draf DUK dan
DUK PNS PN Kepangkatan 60 draf surat pengantar
Sarolangun  dan Alat Tulis Menit
draf surat Kantor (ATK)

3 Mengetik DUK Daftar Urut Terselesaikannya konsep
dan draf surat Kepangkatan 30 DUK dan draf surat
pengantar  yang < Komputer/ Menit pengantar
telah di konsep Laptop

Printer

4 Koreksi DUK dan Daftar  Urut Disetujuinya konsep DUK
draf surat ;/ Kepangkatan 20 dan draf surat pengantar
pengantar  yang o Alat Tulis Menit
telah di konsep Kantor (ATK)

5 Menanda tangani Daftar  Urut Terselesaikannya DUK dan
DUK dan draf Kepangkatan 15 surat pengantar
surat pengantar Alat Tulis Menit

Kantor (ATK)

6 Memberi nomor Daftar Urut Laporan DUK siap dikirim
surat, memasukan Kepangkatan
kedalam amplop Buku Agenda
dan menyerahkan surat keluar 15
kebagian umum Surat Menit

Pengantar
Alat Tulis
Kantor (ATK)

7 Mengarsipkan file v Daftar  Urut Tersedianya arsip Daftar
DUK PN D Kepangkatan 15 Urut Kepangkatan
Sarolangun Surat Menit

Pengantar

Box file




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 199 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /

Kabupaten Sarolangun

DEKA DIANA

: SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN

HANASER (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL
HISTORIS PERUBAHAN
I1S| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




NOMOR SOP : 200 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. PEMBUATAN | : 05 November 2021
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH N
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun D DIANA
: SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS)

NAMA SOP HAKIM

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. -S1

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 % B2

3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/042006

4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VI111/2007

5. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007

6. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka daftar urut senioritas
(DUS) Hakim tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasubag Sekretaris Ketua/Wakil Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Ketua Perlengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menginvestaris - Daftar Terdatanya  daftar  urut
asi daftar Senioritas 30 senioritas
jumlah  hakim Hakim Menit
pada akhir - Alat Tulis
tahun Kantor (ATK)

2 Konsep DUS PN - Daftar Tersedianya draf DUS dan
Kalianda  dan Senioritas 30 draf surat pengantar
surat Hakim Menit

- Alat Tulis
Kantor (ATK)

3 Pengetikan DUS - Daftar Urut Terselesaikannya konsep DUS
dan draf surat Senioritas 60 dan draf surat pengantar
pengantar < < Hakim Menit

- Komputer/
Laptop
- Printer

4 Koreksi DUS dan - Daftar Disetujuinya konsep DUS dan
draf surat ‘/ Senioritas 30 draf surat pengantar
pengantar > Hakim Menit

- Alat Tulis
Kantor (ATK)

5 Menanda v - Daftar Terselesaikannya DUS dan
tangani DUS Senioritas 15 surat pengantar
dan surat Hakim Menit
pengantar - Alat Tulis

Kantor (ATK)

6 Memberi - Daftar Urut Laporan DUS siap dikirim
nomor surat, - Senioritas 15
memasukan ki Hakim Menit
kedalam - Buku Agenda
amplop dan surat keluar
menyerahkan
kebagian umum

7 Mengarsipkan - DUS Hakim Tersedianya arsip DUS Hakim
fle DUS PN (D - Surat 10
Sarolangun Pengantar Menit

- Boxfile




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 200 /KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS |1 DISAHKAN OLEH /’,-“//

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS)
NAMA SOP HAKIM
HISTORIS PERUBAHAN
1SI PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024
Negeri Sarolangun Sarolangun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KELAS II

SUBBAGIAN
PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PELAPORAN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

2024



MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN

NO. NAMA SOP NOMOR SOP
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
1. | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ 146/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
LEMBAGA (RKA-KL)
PENGAJUAN REVIS| ANGGARAN DAN
2. | PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) 147/KPN.W5-UB/OT1.2/11/2024
PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN
g R 148/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
PENANGANAN HARDWARE DAN SOFTWARE
T e g 149/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
5. | PEMELIHARAAN SERVER 150/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
6. | PEMELIHARAAN GENSET 151/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI
B | EERCUs AR 152/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
8. | PEMELIHARAAN WEBSITE 153/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
9. | PEMBARUAN KONTEN WEBSITE 154/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
10. | PEMBARUAN KONTEN MEDIA SOSIAL 155/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
1. | KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 156/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
2 |Eeaiii 157/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
PENGISIAN PELAPORAN E-MONEV PP
B |y 158/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
PENGISIAN PELAPORAN SARANA KERJA
e | SRt SRR 159/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
15. | PENGELOLAAN SURAT DINAS 160/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024

16.

PENGELOLAAN SURAT MASUK ELEKTRONIK

161/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

Halaman 1 dari 1




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP | : 146/KPN.W5-US/OT1.2/11/2024
TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL.REVISI | : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH Jnsn—"
DE@NA
~SOP PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
NAMA SOP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
(RKA-KL)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. S1
2. D3

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.

SOP Subbagian Umum dan Keuangan
SOP Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Aplikasi SAKTI

Daftar BMN

KIB Kendaraan, Tanah dan Bangunan
RKA-KL tahun berjalan

DI 01 B 00N

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
perencanaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik

Dokumen Usulan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Halaman 1 dari 2




Pelaksana

Mutu Baku

i o @ =
No. Aktivitas E 4 g % Persyaratan/ | . Outout Ket.
5 § e % ® | Perlengkapan | ' 2! W
w X w
1. | Melakukan rapat Rencana 2jam | Usulan
koordinasi C) Kerja dan Rencana
penyusunan Anggaran Kerja dan
Rencana Kerja dan tahun berjalan Anggaran
Anggaran dengan tahun
Pimpinan dan berikutnya
masing-masing
bagian
2. | Menerima dan Usulan 2 jam | Rangkuman
merangkum usulan I__ Rencana usulan
Rencana Kerja dan _] Kerja dan Rencana
Anggaran dari Anggaran Kerja dan
masing-masing tahun Anggaran
bagian berikutnya tahun
berikutnya
3. | Menginput usulan Rangkuman 2 jam | RKA Satker
Rencana Kerja dan :l usulan Bagian A, B,
Anggaran ke dalam Rencana dan C, Rincian
aplikasi SAKTI Kerja dan Kertas Kerja
Anggaran Satker
tahun
berikutnya,
Aplikasi
SAKTI
4. | Membuat data Rincian Kertas | 12 jam | Data dukung
dukung usulan I:_L Kerja Satker, (TOR, RAB,
Rencana Kerja dan - Daftar BMN, dan Lampiran)
Anggaran KIB
kendaraan,
tanah dan
bangunan,
spesifikasi
belanja modal
5. | Memeriksa dan Rincian Kertas | 30 Usulan
menandatangani Kerja Satker menit | Rencana
usulan Rencana Q_‘Q dan data Kerja dan
Kerja dan dukung Anggaran
Anggaran yang
ditandatangani
6. | Mengirim usulan Usulan 30 Terkirimnya
Rencana Kerja dan Rencana menit | Usulan
Anggaran ke Kerja dan Rencana
Tingkat Banding Anggaran Kerja dan
yang Anggaran
ditandatangani
7. | Mengarsipkan Usulan 5 Usulan
usulan Rencana D Rencana menit | Rencana
Kerja dan Kerja dan Kerja dan
Anggaran Anggaran Anggaran
diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 146/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024
TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN )
-DEKA DIANA
: SOP PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
NAMIXSOF KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
(RKA-KL)

HISTORIS PERUBAHAN

- ISI PERUBAHAN TANGGAL
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Perencanaan Daftar | Nama SOP adalah Penyusunan 08 November 2021
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga
(RKA-KL)
2. | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
RKA-KL Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi
SAKTI
3. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP . 147/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN
DEKA DIANA
: SOP PENGAJUAN REVISI
ANGGARAN ATAU REVISI
NAMASOP PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN (POK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan
2. SOP Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan

ROy I

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi SAKTI

Laporan Realisasi Anggaran

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik

Dokumen Usulan Revisi Anggaran atau Revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK)

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
o o © ‘=
No. Aktivitas o 2 g ” 8 Persyaratan/ Ket.
o S o5 o o Perl k Waktu Output
= 2 &l o = erlengkapan
N X n
1. | Membuat dan Laporan 1jam | Konsep Revisi
menyetujui l—_J realisasi Anggaran/
penyusunan C) j — anggaran Revisi POK
konsep Revisi
Anggaran/ Revisi
POK
2. | Membuat matriks Konsep Revisi | 1jam | Matriks
perubahan Pagu |_J Anggaran/ perubahan
Anggaran semula — Revisi POK semula —
menjadi menjadi
3. | Membuat usulan Aplikasi 1jam | Print out
Revisi DIPA/POK I::I SAKTI, matriks
pada aplikasi matriks perubahan
SAKTI perubahan (semula-
semula — menjadi) dari
menjadi aplikasi SAKTI
4. | Membuat Surat Matriks 1jam | Usulan Revisi
Usulan Revisi I:_L perubahan Anggaran/
Anggaran/ Revisi — semula — Revisi POK
POK menjadi dan lampiran
5. | Memeriksa dan Usulan Revisi | 15 Usulan Revisi
menandatangani A Anggaran/ menit | Anggaran/
Usulan Revisi Revisi POK Revisi POK
Anggaran/Revisi dan lampiran yang
POK ditandatangani
|
6. | Mengirimkan I Usulan Revisi | 1jam | Usulan Revisi
Usulan Revisi <> Anggaran/ Anggaran/
Anggaran/ Revisi Revisi POK Revisi POK
POK ke Kanwil K/L yang yang disetujui
(Tingkat Banding) ditandatangani
untuk disetujui
7. | Mengunduh ADK Aplikasi 5 ADK Usulan
Usulan Revisi I:_" SAKTI menit | Revisi
Anggaran/Revisi Anggaran/
POK pada aplikasi Revisi POK
SAKTI
8. | Mengirimkan Pengantar 15 Terkirimnya
Usulan Revisi I:| Usulan Revisi | menit | Usulan Revisi
Anggaran/ Revisi Anggaran/ Anggaran/
POK ke Kanwil Revisi POK, Revisi POK
DJPB melalui ADK dan
aplikasi SatuDJA Lampiran
9. | Mengarsipkan Usulan Revisi | 5 Usulan Revisi
Usulan Revisi D Anggaran/ menit | Anggaran/
Anggaran/ Revisi Revisi POK Revisi POK
POK diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS |i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP . 147/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. )
PEMBUATAN . 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN .
DEKA DIANA
: SOP PENGAJUAN REVISI
ANGGARAN ATAU REVISI
NAMASOR PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN (POK)

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

NO TANGGAL
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Pengajuan Revisi Nama SOP adalah Pengajuan Revisi 08 November 2021
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Anggaran atau Revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK)
2. | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
RKA-KL SAKTI
3. | Pengajuan Revisi Anggaran langsung ke | Pengajuan Revisi Anggaran harus 08 November 2021
Kanwil DJPB melalui persetujuan Tingkat Banding,
setelah disetujui Tingkat Banding baru
diajukan ke Kanwil DJPB melalui aplikasi
SatuDJA
4. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.|
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 1 148/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024

TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN
DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PERENCANAAN PROGRAM

KERJA DAN ANGGARAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan
2. SOP Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Laporan Realisasi Anggaran

Dokumen Program Kerja dan Anggaran bulan
sebelumnya

Dokumen RKA-KL Tahun Berjalan

Qb =

o

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
perencanaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik

Dokumen Program Kerja dan Anggaran

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas g 3 5 o= Ket.

B | 8ol Ba| JE3 Persvaman o] output

5 Bo 5| 2zgrerendera

n X w
Melakukan rapat Laporan 1jam | Analisis
koordinasi Realisasi Program Kerja
penyusunan ( ) Anggaran, dan Anggaran
Program Kerja dan RKA-KL tahun bulan
Anggaran dengan berjalan, sebelumnya,
subbagian Umum Program Kerja konsep

dan Keuangan

dan Anggaran
bulan

Program Kerja
dan Anggaran

sebelumnya bulan berjalan
2. | Membuat Program Analisis Dokumen
Kerja dan — Program Kerja Program Kerja
Anggaran bulan o dan Anggaran dan Anggaran
berjalan bulan bulan berjalan
sebelumnya,
konsep
Program Kerja
dan Anggaran
bulan berjalan
3. | Memeriksa dan Program Kerja Program Kerja
menandatangani dan Anggaran dan Anggaran
Program Kerja dan <>— bulan berjalan bulan berjalan
Anggaran bulan yang telah
berjalan ditandatangani
4. | Mengarsipkan Program Kerja Program Kerja

Program Kerja dan
Anggaran bulan
berjalan

dan Anggaran
bulan berjalan

dan Anggaran
bulan berjalan
diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 148/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. ]
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DISAHKAN :
OLEH /o-"/
A DIANA
~SOP PERENCANAAN PROGRAM
NAMA SOP KERJA DAN ANGGARAN

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

NO.
DAHULU

SEKARANG

TANGGAL
BERLAKU

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

28 Februari 2024




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 149/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. )
PEMBUATAN | - 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DISAHKAN <
OLEH /:%
DEKA DIANA

: SOP PENANGANAN HARDWARE
NAMA SOP DAN SOFTWARE PENGOLAH DATA
RUSAK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah,
Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Manajemen Sistem Dokumen
Elektronik dan Nomor
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk E-government
Lembaga

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE.01/Menpan/M.PAN/2009
tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal
dan Open Source Software

5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan
2. SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan
Pelaporan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Toolkit

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
tugas di Pengadilan akan terhambat

Dokumen Laporan Pemeliharaan Hardware dan Software
Rusak

Halaman 1 dari 2




Pelaksana

Mutu Baku

. o © T £ =

No. Aktivitas E | 2 aof 85| 28 | Persyaratan/ Waktu Britodt het.
- 2 °H 2 E| &£ Y Pperlengkapan P
s @ & g=2| &3
n X X O (7]

1. | Menerima laporan Formulir 15 Terdatanya
permasalahan C) Permasalahan | menit | permasalahan
hardware/software Hardware/ hardware/
yang rusak Software software

2. | Memeriksa kondisi Formulir 30 Tersedianya
hardware/software I::I Permasalahan | menit | informasi
yang dilaporkan Hardware/ kondisi

Software hardware/
software

3. | Melaporkan Formulir 15 Solusi
permasalahan dan <\ Permasalahan | menit | perbaikan
alternatif solusi -~ Hardware/ untuk
perbaikan untuk Software yang hardware/
hardware/software diisi lengkap software yang
yang rusak rusak

4. | Melakukan upaya Solusi 3jam | Permasalahan
perbaikan untuk I_—I perbaikan dapat
hardware/software — untuk ditangani
yang rusak hardware/ dengan baik

software yang
rusak

5. | Menghubungi pihak Hardware/ 30 Tersedianya
ketiga untuk I—_—I' _(__—) Software yang | menit | pihak ketiga
merawat dan - rusak yang
memperbaiki menye-diakan
hardware/software jasa perbaikan
yang rusak

6. | Membuat Laporan Formulir 30 Laporan
Pemeliharaan ’:_I Permasalahan | menit | Pemeliharaan
Hardware dan - Hardware/ Hardware dan
Software Rusak Software yang Software

diisi lengkap Rusak

7. | Memeriksa dan Laporan 15 Laporan
menandatangani i Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Laporan \> Hardware dan Hardware dan
Pemeliharaan Software Software
Hardware dan Rusak Rusak yang
Software Rusak ditandatangani

8. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan

Pemeliharaan
Hardware dan
Software Rusak

Hardware dan
Software
Rusak

Hardware dan
Software
Rusak
diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP . 149/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. X
PEMBUATAN . 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN \
OLEH /:’()7
D DIANA
. SOP PENANGANAN HARDWARE
NAMA SOP DAN SOFTWARE PENGOLAH DATA
RUSAK

HISTORIS PERUBAHAN

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

fits ISI PERUBAHAN TANGGAL
' DAHULU SEKARANG BERLAKU

1. | Nama SOP adalah Penanganan Nama SOP adalah Penanganan 08 November 2021

Hardware Pengolah Data Rusak Hardware dan Software Pengolah Data
Rusak

2. | Tidak ada Dokumen Laporan 08 November 2021
Pemeliharaan Hardware dan Software Ada Dokumen Laporan Pemeliharaan
Rusak Hardware dan Software Rusak

3. 28 Februari 2024




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

. 150/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024

TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN ~
OLEH /,.)-”‘//

DEKA DIANA

NAMA SOP : SOP PEMELIHARAAN SERVER

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah,
Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Manajemen Sistem Dokumen
Elektronik dan Nomor
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk E-government
Lembaga

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE.01/Menpan/M.PAN/2009
tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal
dan Open Source Software

5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HMO02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan

Komputer
Printer

Ol 00, N =

Alat Tulis Kantor (ATK)

Jaringan Internet
Alat untuk membersihkan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kemungkinan
pengoperasian server akan mengalami kendala

Dokumen Laporan Pemeliharaan Server

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Ket.
Kasubbag Persyaratan/
Staf PTIP PTIP Perlengkapan Waktu Output
1. | Mematikan server, Alat untuk 30 Server dalam
membersihkan D membersihkan | menit | keadaan
server dari debu, server bersih dari
menyalakan server debu dan
kembali kotoran lain
2. | Melakukan update Komputer, 30 Sistem
sistem operasi dan Jaringan menit | operasi dan
update database E:l Internet database
pada server (OS pada server
Centos) dalam
keadaan up to
date
3. | Melakukan backup l I Komputer, 1jam | Database dan
database dan Jaringan aplikasi
backup aplikasi Internet tersimpan di
yang ada pada komputer lain
server ke komputer
lain
11
4. | Membuat Laporan | Screenshoot 30 Laporan
Pemeliharaan update sistem | menit | Pemeliharaan
Server operasi dan Server
database,
screenshoot
backup
database dan
aplikasi,
dokumentasi
membersihkan
server
5. | Memeriksa dan Laporan 15 Laporan
menandatangani <> Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Laporan Server Server yang
Pemeliharaan ditandatangani
Server
6. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Q Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Pemeliharaan Server Server
Server diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP : 150/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II 8'LSEAHHKAN <
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /1)—"/

Kabupaten Sarolangun

DEKA DIANA
NAMA SOP . SOP PEMELIHARAAN SERVER
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN FANGGAL
NO.
DAHULU SEKARANG BERLAKU

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




NOMOR SOP : 1561/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024

TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | DISAHKAN X
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH ﬂ-”/
Kabupaten Sarolangun DE/
A DIANA
NAMA SOP : SOP PEMELIHARAAN GENSET
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang | 1. S1
Keuangan Negara 2. D3
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Generator Set
5. Bahan Bakar (Solar)
6. Oli
7. Aki
8. Alat untuk membersihkan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kemungkinan
pengoperasian genset akan mengalami kendala

Dokumen Laporan Pemeliharaan Genset

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Ket.
Kasubbag Persyaratan/
Staf PTIP PTIP Perlengkapan Waktu Output
1. | Memeriksa Voltage Aki Voltmeter | 5 Kondisi aki
Aki ( ) menit | baik atau tidak
2. | Menghubungkan Genset, Aki 2 Menghindari
kabel positf (merah) I::l menit | arus pendek
kemudian negatif dan
(hitam) dari aki ke mengalirkan
genset daya dari aki
ke genset
3. | Mengecek level oli Oil meter 5 Oli masih baik
dan keadaan oli [j menit | atau perlu
diganti
4. | Mengecek level air Alat ukur air 5 Air radiator
radiator radiator menit | cukup atau
E:' perlu
ditambah
5. | Memeriksa isi Fuel meter 5 Bahan bakar
tangki bahan bakar menit | cukup atau
(solar) |:I perlu
ditambah
6. | Menyalakan genset Genset, bahan | 15 Genset
untuk memanaskan I I bakar menit | menyala
mesin genset
7. | Mematikan genset Genset 5 Genset mati
I::I menit
8. | Melepaskan kabel Genset, Aki 2 Menghindari
negatif (hitam) ,:j menit | arus pendek
kemudian positif dan memutus
(merah) dari aki ke aliran daya
genset dari aki ke
genset
sehingga aki
tidak tekor
9. | Membersihkan Alat untuk 15 Genset
kotoran dan debu di |___| membersihkan | menit | terawat
sekitar genset genset
10. | Membuat Laporan Dokumentasi 15 Laporan
Pemeliharaan I:_L membersihkan | menit | Pemeliharaan
Genset — genset Genset
11. | Memeriksa dan Laporan 15 Laporan
menandatangani <> Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Laporan Genset Genset yang
Pemeliharaan ditandatangani
Genset
12. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Q Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Pemeliharaan Genset Genset
Genset diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R

NOMOR SOP : 151/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. )

PEMBUATAN : 01 Desember 2016

TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II | DISAHKAN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH

Kabupaten Sarolangun

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

AT

DE ANA

NAMA SOP

: SOP PEMELIHARAAN GENSET

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

TANGGAL

NO.
DAHULU

SEKARANG BERLAKU

1. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Sarolangun

Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024




NOMOR SOP : 152/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. _
PEMBUATAN . 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I DISAHKAN s
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | OLEH /w/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP PEMELIHARAAN SISTEM
NAMA SOP INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
559/DJU/HK.00.7/V1/2012 tentang Pelaksanaan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara di
Peradilan Umum

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

10.Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Kepaniteraan Perdata 2. Komputer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 3. Printer
4. SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan 4. Aplikasi SIPP
Pelaporan 5. Server
6. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka keterbukaan
informasi perkara tidak akan berjalan dengan baik

Dokumen Pemeliharaan Aplikasi SIPP

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
©
No. Aktivitas - Bk L E = Ket.
5| 3E| 32 2 | Persyaratan/ |\ 0 Output
nE g o c | Perlengkapan
X © 5 P
1. | Melakukan Komputer, 2 jam | Database
sinkronisasi SIPP C) Server, SIPP lokal
ke server Jaringan tersinkron
Mahkamah Agung, Internet dengan
Pengadilan Tinggi database MA,
dan SIPP Web PT, SIPP Web
2. | Melakukan backup Komputer, 30 Database
database SIPP ke ,_—_I Server, menit | SIPP
komputer lain Jaringan tersimpan di
Internet komputer lain
3. | Melakukan backup Komputer, 30 Aplikasi SIPP
aplikasi SIPP ke I:‘ Server, menit | tersimpan di
komputer lain Jaringan komputer lain
Internet
4. | Menerima Formulir 10 Formulir
pengaduan [::’ Pengaduan menit | Pengaduan
permasalahan dari Permasalahan yang diisi
pengguna SIPP dalam Aplikasi pengguna
SIPP SIPP
5. | Melaporkan Formulir 15 Solusi
permasalahan dan <\ Pengaduan menit | permasalahan
alternatif - yang diisi dalam aplikasi
pemecahan pengguna SIPP
masalah dalam SIPP
aplikasi SIPP
6. | Melakukan Solusi 1jam | Permasalahan
langkah-langkah l__[ permasalahan ditangani
pemecahan dalam aplikasi dengan baik
masalah dalam SIPP
aplikasi SIPP
7. | Melaporkan Formulir 30 Permasalahan
permasalahan Pengaduan menit | akan
dalam aplikasi D—G yang diisi dilaporkan ke
SIPP yang tidak pengguna Satgas SIPP
dapat diselesaikan SIPP Tingkat
Banding
8. | Mendokumentasika Formulir 15 Dokumen
n sinkronisasi T Pengaduan, menit | Pemeliharaan
SIPP, backup d screenshoot Aplikasi SIPP
database SIPP, backup
backup aplikasi database dan
SIPP, dan aplikasi SIPP,
permasalahan hasil
dalam aplikasi sinkronisasi
SIPP SIPP
9. | Memeriksa dan Dokumen 15 Dokumen
menandatangani <> Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Dokumen Aplikasi SIPP Aplikasi SIPP
Pemeliharaan yang
Aplikasi SIPP ditandatangani
10. | Mengarsipkan Dokumen 5 Dokumen
Dokumen ( ) Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Pemeliharaan Aplikasi SIPP Aplikasi SIPP
Aplikasi SIPP diarsipkan di

Halaman 2 dari 2




subbagian
PTIP

Halaman 3 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP . 152/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024
TGL. .
PEMBUATAN . 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH /\»—-/

DEKA DIANA

. SOP PEMELIHARAAN SISTEM
NAMA SOP INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP)

HISTORIS PERUBAHAN

- ISI| PERUBAHAN TANGGAL
' DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Sistem Informasi Nama SOP adalah Pemeliharaan Sistem | 08 November 2021
Penelusuran Perkara (SIPP) Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. | SOP merupakan prosedur pengisian SOP merupakan prosedur pemeliharaan | 08 November 2021
data untuk Aplikasi SIPP untuk Aplikasi SIPP
3. | Tidak ada Dokumen Pemeliharaan Ada Dokumen Pemeliharaan Aplikasi 08 November 2021
Aplikasi SIPP SIPP
4. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

1 163/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024

TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH M
D DIANA
NAMA SOP . SOP PEMELIHARAAN WEBSITE

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah,
Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Manajemen Sistem Dokumen
Elektronik dan Nomor
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk E-government
Lembaga

4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Kepaniteraan Pidana

SOP Kepaniteraan Perdata

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Subbagian Umum dan Keuangan
SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala
SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan
Pelaporan

OOV QOIN) =

Komputer
Printer

QafLoN=

Alat Tulis Kantor (ATK)

Aplikasi Website Pengadilan Negeri Sarolangun
Jaringan Internet
Server Hosting

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka keterbukaan
informasi publik tidak akan berjalan dengan baik

Dokumen Pemeliharaan Website

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
- o « o)
No. Aktivitas = 2 | 2,8 % ——— Ket.
o S o 8 £ 2 8 perlengkapan Waktu Output
5 | § ol 5358
N N4 o =
1. | Memonitoring Website PN 15 Akses website
secara berkala (_) Sarolangun, menit | yang
status pembaruan jaringan terpantau
konten dan internet
ketersediaan akses
online website
2. | Melakukan backup Komputer, 1jam | Database dan
database dan jaringan aplikasi
aplikasi website ke internet, website
komputer lain server hosting tersimpan di
secara berkala komputer lain
3. | Mengupdate siklus Invoice, akses | 30 Layanan
pelayanan jasa layanan menit | koneksi,
koneksi, hosting koneksi, koneksi dan
dan nama domain hosting dan domain yang
pada penyedia domain diperbarui
layanan hosting
dan domain
4. | Melaporkan situasi, Data situasi 30 Laporan
kondisi, kondisi sistem | menit | permasalahan
permasalahan dan website
alternatif
pemecahan
masalah website
5. | Mengambil Laporan 3 jam | Solusi atau
langkah-langkah permasalahan pemecahan
pemecahan website masalah
masalah secara
mandiri ataupun
melibatkan pihak
ketiga
6. | Membuat Laporan Screenshoot 30 Laporan
Pemeliharaan backup menit | Pemeliharaan
Website database dan Website
aplikasi
website,
laporan
permasalahan
website
7. | Memeriksa dan Laporan 15 Laporan
menandatangani Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Laporan Website Website yang
Pemeliharaan ditandatangani
Website
8. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Pemeliharaan | menit | Pemeliharaan
Pemeliharaan Website Website
Website diarsipkan di
subbagian
PTIP
Keterangan:

Pihak ketiga yang dimaksud terdiri dari:
v ISP (Internet Service Provider) koneksi seperti Telkom Speedy dan lain-lain.

Halaman 2 dari 2



v ISP layanan domain seperti Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) Depkominfo ISP layanan hosting seperti
indowebsite, domosquare, rumahweb, dll.

Halaman 3 dari 2



NOMOR SOP . 153/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. :
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.| SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | DISAHKAN A
Komplek Perkantoran Gunung Kembang OLEH /:"'//
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PEMELIHARAAN WEBSITE

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN TANGGAL
NO- DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Tidak_ada Dokumen Pemeliharaan Ada Dokumen Pemeliharaan Website 08 November 2021
2. RS Pelaksana Sekretaris digantikan oleh 08 November 2021
Ada pelaksana Sekretaris Penanggung Jawab Website
3. Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun
Negeri Sarolangun




NOMOR SOP : 154/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
;cESkABUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I CD)’LSE‘LHKAN .
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /""“/
Kabupaten Sarolangun DEKm
: SOP PEMBARUAN KONTEN
NAMASQR WEBSITE
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | 1. S1
Keterbukaan Informasi Publik 2. D3
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah,
Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Manajemen Sistem Dokumen
Elektronik dan Nomor
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk E-government
Lembaga
4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum
7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Kepaniteraan Perdata 2. Komputer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 3. Printer
4. SOP Subbagian Umum dan Keuangan 4. Aplikasi Website Pengadilan Negeri Sarolangun
5. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala 5. Jaringan Internet
6. SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan 6. Server Hosting

Pelaporan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka keterbukaan
informasi publik tidak akan berjalan dengan baik

Dokumen Laporan Pembaruan Data Website

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
ivi & 8 S o Ket.
Aldtiviias e 2 o | 2578 3% Persyaratan/ Waktu Giitpiit e
b= 2 | 25 2 9 Perlengkapan
- U [ bz | ;
(7] X o
1. | Menerima data Data dari 15 Dokumen
yang akan masing- menit | dalam bentuk
diunggah menjadi C\J masing bagian harcopy
konten website maupun
softcopy
2. | Memeriksa dan Dokumen 15 Dokumen
menyetujui data __?_ dalam bentuk | menit | dalam bentuk
yang akan harcopy harcopy
diunggah maupun maupun
softcopy softcopy yang
sudah
diperiksa dan
disetujui
3. | Melakukan konversi Dokumen 30 Data dalam
data ke dalam dalam bentuk | menit | format digital
format digital yang harcopy
dapat diunggah maupun
langsung ke softcopy yang
website sudah
diperiksa dan
disetujui
4. | Menggunggah data Data dalam 30 Data tampil di
ke website | | format digital menit | website
5. | Membuat Laporan Dokumen 30 Laporan
Pembaruan Data E—[ dalam bentuk | menit | Pembaruan
Website —1 harcopy, Data Website
screenshoot
tampilan data
di website
6. | Memeriksa dan Laporan 30 Laporan
menandatangani Pembaruan menit | Pembaruan
Laporan Data Website Data Website
Pembaruan Data yang
Website ditandatangani
7. | Mengarsipkan Laporan 15 Laporan
Laporan Pembaruan menit | Pembaruan
Pembaruan Data Data Website Data Website
Website diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 3




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP | : 154/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI - 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN K
OLEH ﬂp»"'/

DEKA DIANA

. SOP PEMBARUAN KONTEN

NAMAISOR WEBSITE

HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN TANGGAL
NO.
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Pengisian dan Nama SOP adalah Pembaruan Konten 08 November 2021
Pembaruan Konten Website Website
2. | Tidak ada Dokumen Laporan Ada Dokumen Laporan Pembaruan Data | 08 November 2021
Pembaruan Data Website Website
3. | Ada pelaksana Ketua Pelaksana Ketua digantikan oleh 08 November 2021
Penanggung Jawab Website
4. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 155/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. :
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH W

DE DIANA

: SOP PEMBARUAN KONTEN MEDIA

NAMA SOP SOSIAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah,
Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang
Panduan Manajemen Sistem Dokumen
Elektronik dan Nomor
57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk E-government
Lembaga

4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan

il vl b

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Aplikasi Media Sosial Pengadilan Negeri Sarolangun
Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka keterbukaan
informasi publik tidak akan berjalan dengan baik

Dokumen Laporan Pembaruan Data Media Sosial

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
- o o o
No. Aktivitas E 2 o £ g & Persyaratan/ — —— Ket.
s s OF % 2o | Perlengkapan P
S S T ow
n X o
1. | Mempersiapkan Konsep data 30 Data dalam
data yang akan C\ yang akan menit | bentuk
diunggah sebagai i diunggah softcopy
konten media sosial
2. | Memeriksa dan Data dalam 15 Data yang
menyetujui data </\ bentuk menit | sudah
yang akan <>— I softcopy diperiksa dan
diunggah t disetujui
3. | Melakukan editing Data yang 30 Data yang
terhadap data yang LJ sudah menit | sudah diedit
akan diunggah diperiksa dan
disetujui
4. | Menggunggah data Data yang 15 Data tampil di
dan | I sudah diedit menit | media sosial
mempublikasikan
ke media sosial
5. | Membuat Laporan Screenshoot 15 Laporan
Pembaruan Data I:—L tampilan data | menit | Pembaruan
Media Sosial ] di media Data Media
sosial Sosial
6. | Memeriksa dan Laporan 30 Laporan
menandatangani <> Pembaruan menit | Pembaruan
Laporan Data Media Data Media
Pembaruan Data Sosial Sosial yang
Media Sosial ditandatangani
7. | Mengarsipkan Laporan 15 Laporan
Laporan D Pembaruan menit | Pembaruan
Pembaruan Data Data Website Data Website
Media Sosial diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP . 165/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.I — SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II OLEH \
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /\’/)‘/
Kabupaten Sarolangun S e
NAMA SOP : SOP PEMBARUAN KONTEN MEDIA

SOSIAL

HISTORIS PERUBAHAN

NO.

ISI| PERUBAHAN

DAHULU

SEKARANG

TANGGAL
BERLAKU

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Negeri Sarolangun

Sarolangun

28 Februari 2024




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 166/KPN.W5-U8/0T1.2/11/12024

TGL. ]
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN

OLEH W
EKAD/

D IANA

: SOP PENYUSUNAN SISTEM
NAMA SOP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
553/SEK/01/X1/2011 perihal Penyampaian
LAKIP 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2012

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1..51
2. D3

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Kepaniteraan Pidana

SOP Kepaniteraan Perdata

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Subbagian Umum dan Keuangan
SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala
SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan
Pelaporan

O BN =

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Dokumen SAKIP tahun sebelumnya
Aplikasi SIPP

OV N,

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka capaian kinerja
satker tidak dapat tercapai dengan baik

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yang terdiri dari: IKU, RENSTRA, RKT, PK, LKjIP,
dan Rencana Aksi Kinerja

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
o o o © © -
No. Aktivitas 'E 2 o § 83 9 Persyaratan/ _— At Ket.
3 O -— - (G
:‘.': @ g < f" 3 § Perlengkapan
n | X e

1. | Melakukan rapat Dokumen 3 jam | Konsep IKU,
koordinasi C) SAKIP tahun RENSTRA,
penyusunan IKU, sebelumnya RKT, PK,
RENSTRA, RKT, LKjIP, dan
PK, LKjIP, dan Rencana Aksi
Rencana Aksi Kinerja
Kinerja dengan
Pimpinan dan
masing-masing
bagian

2. | Mengumpulkan Aplikasi SIPP, | 6 jam | Data dukung
data dukung dari LK]jIP tahun dari masing-
masing-masing G sebelumnya masing bagian
bagian

3. | Membuat dokumen Data dukung 48 jam | Dokumen IKU,
IKU, RENSTRA, I__\ dari masing- RENSTRA,
RKT, PK, LKjIP, — masing RKT, PK,
dan Rencana Aksi bagian, LKjIP, dan
Kinerja Konsep IKU, Rencana Aksi

RENSTRA, Kinerja
RKT, PK,
LKjIP, dan
Rencana Aksi
Kinerja
L4 ]

4. | Memeriksa dan Dokumen IKU, | 30 Dokumen IKU,
menandatangani <>__'<>__<> RENSTRA, menit | RENSTRA,
dokumen IKU, RKT, PK, RKT, PK,
RENSTRA, RKT, LKjIP, dan LKjIP, dan
PK, LK]jIP, dan Rencana Aksi Rencana Aksi
Rencana Aksi Kinerja Kinerja yang
Kinerja telah

ditandatangani

5. | Mengirim dokumen Dokumen IKU, | 1 jam | Terkirimnya
IKU, RENSTRA, L RENSTRA, dokumen IKU,
RKT, PK, LKjIP, J RKT, PK, RENSTRA,
dan Rencana Aksi LKjIP, dan RKT, PK,
Kinerja ke Tingkat Rencana Aksi LKjIP, dan
Banding Kinerja yang Rencana Aksi

telah Kinerja
ditandatangani

6. | Mengarsipkan Dokumen IKU, | 5 Dokumen IKU,
dokumen IKU, C) RENSTRA, menit | RENSTRA,
RENSTRA, RKT, RKT, PK, RKT, PK,

PK, LK]jIP, dan LK]jIP, dan LKjIP, dan

Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi

Kinerja Kinerja Kinerja
diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 156/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH

DEKA DIANA

: SOP PENYUSUNAN SISTEM
NAMA SOP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

NO TANGGAL
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Pembuatan Laporan | Nama SOP adalah Penyusunan Sistem 08 November 2021
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
2. | SOP hanya merupakan prosedur SOP merupakan prosedur penyusunan 08 November 2021
penyusunan LKjIP Dokumen SAKIP, yang terdiri dari: IKU,
RENSTRA, RKT, PK, LKjIP, dan
Rencana Aksi Kinerja
3. | Tidak ada rapat koordinasi Ada rapat koordinasi dengan Pimpinan 08 November 2021
dan masing-masing bagian
4. | Tidak ada pelaksana Panitera Ada pelaksana Panitera 08 November 2021
5. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




NOMOR SOP 1 157/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. B
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.| T SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I OLEH
Komplek Perkantoran Gunung Kembang %’7/
Kabupaten Sarolangun DEKADIANA
: SOP PENYUSUNAN LAPORAN
IRMEESE PELAKSANAAN KEGIATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang | 1. S1
Pelayanan Publik 2. D3
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 143/KMA/SK/VI1II/2007 tentang
Pemberlakuan Buku | pada Bagian Ketiga
(Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Kegiatan)
4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Kepaniteraan Perdata 2. Komputer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 3. Printer
4. SOP Subbagian Umum dan Keuangan 4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun
5. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala sebelumnya
6. SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan 5. Aplikasi SIPP

Pelaporan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan
Pelaksanaan Kegiatan tidak selesai tepat waktu

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
s o o =
No. Aktivitas = Qo © = — m Ket.
= o o = Q= Persyaratan/
o Sod Lol 253 Patlenakans Waktu Output
E 2 b = RS K erlengkapan
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1. | Mengumpulkan Aplikasi SIPP, | 6 jam | Data dukung
data dukung dari Laporan dari
masing-masing D Pelaksanaan masing-
bagian Kigiatan masing bagian

tahun
sebelumnya

2. | Membuat Laporan Data dukung 24 jam | Laporan
Pelaksanaan dari Pelaksanaan
Kegiatan E masing- Kegiatan

masing bagian

3. | Memeriksa dan ' | Laporan 30 Laporan
menandatangani _<> Pelaksanaan menit | Pelaksanaan
Laporan <|>_ ? Kegiatan Kegiatan yang
Pelaksanaan telah
Kegiatan ditandatangani

4. | Mengirim Laporan Laporan 30 Terkirimnya
Pelaksanaan l_—| Pelaksanaan menit | Laporan
Kegiatan ke Tingkat o Kegiatan Pelaksanaan
Banding Kegiatan

5. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Q Pelaksanaan menit | Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Kegiatan diarsipkan di

subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP . 157/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.I T— SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il OLEH ~
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /\)’"‘/
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENYUSUNAN LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

HISTORIS PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN TANGGAL
NO- DAHULU SEKARANG BERLAKU
1. | Nama SOP adalah Pembuatan Laporan | Nama SOP adalah Penyusunan Laporan | 08 November 2021
Tahunan Pelaksanaan Kegiatan
2. | Tidak ada pelaksana Sekretaris Ada pelaksana Sekretaris 08 November 2021
3. | Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Februari 2024

Negeri Sarolangun

Sarolangun




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP . 168/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DISAHKAN
DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENGISIAN PELAPORAN

E-MONEV PP 39/2006 BAPPENAS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang | 1. S1
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. D3
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan 2. Komputer
Pelaporan 3. Printer
4. Aplikasi E-Monev PP 39 Bappenas
5. Laporan Realisasi Anggaran
6. Dokumen RKA-KL Tahun Berjalan
7. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan
Anggaran Aplikasi Bappenas akan terganggu

Dokumen Pelaporan E-Monev PP 39/2006 Bappenas

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas 4 Ket.
Kasubag | Sekretari | Persyaratan/
Staf PTIP PTIP p Perlengkapan Waktu Output
1. | Menerima dan ATK 15 Laporan
mengolah Laporan D menit | Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran
dari Subbagian
Umum dan
Keuangan
2. | Mengisi data Laporan 90 Laporan
capaian bulanan [—l Realisasi menit | E-Monev PP
pada aplikasi ] Anggaran, 39 Bappenas
e-Monev PP 39 RKA-KL per Triwulan
Bappenas Tahun
Berjalan
3. | Memeriksa dan Laporan 10 Laporan
menandatangani < > E-Monev PP menit | E-Monev PP
Laporan E-Monev <>_ 39 Bappenas 39 Bappenas
PP 39 Bappenas per Triwulan per Triwulan
yang telah
ditandatangani
4. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan E-Monev E-Monev PP menit | E-Monev PP
PP 39 Bappenas C) 39 Bappenas 39 Bappenas
per Triwulan diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS lI
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP | : 158/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN
OLEH ﬁ)_p-/
DEKA DIANA
- SOP PENGISIAN PELAPORAN
NAMA SOP E-MONEV PP 39/2006 BAPPENAS

HISTORIS PERUBAHAN

NO.

IS| PERUBAHAN

DAHULU

SEKARANG

TANGGAL
BERLAKU

Nama SOP adalah Pengisian Laporan
E-Monev PP 39

Ada pelaksana Kasubbag Umum dan
Keuangan

Tidak ada Dokumen Pelaporan E-Monev
PP 39/2006 Bappenas yang
ditandatangani Sekretaris

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Nama SOP adalah Pengisian Pelaporan
E-Monev PP 39/2006 Bappenas

Pelaksana Kasubbag Umum dan
Keuangan digantikan oleh Sekretaris

Ada Dokumen Pelaporan E-Monev PP
39/2006 Bappenas yang ditandatangani
Sekretaris

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun

08 November 2021

08 November 2021

08 November 2021

28 Februari 2024




NOMOR SOP : 159/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.I DISAHKAN .
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | OLEH ﬂy"/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA

: SOP PENGISIAN PELAPORAN

NAMA SOP PELAPORAN SARANA KERJA DAN
ZITTING PLAATS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. S1
Informasi dan Transaksi Elektronik 2. D3

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014
tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan
Umum

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi
Peradilan Umum secara Elektronik melalui
Website di Lingkungan Badan Peradilan Umum

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Aplikasi Pelaporan Elektronik Badilum
5. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelaporan Dokumen Pelaporan Sarana Kerja dan Zitting Plaats
Elektronik Ditjen Badilum tidak terlaksana tepat
waktu

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
o o o g
No. Aktivitas = @ S - Ket.
5 So S 8z ‘§ Persyaratan/
o = o 2% Waktu Output
5 z b= 2 2 3 S g Perlengkapan P
] X (%}

1. | Mengisi data ATK 15 Laporan
sarana kerja atau C\ menit | Sarana Kerja
data zitting plaats — atau Laporan
pada aplikasi Zitting Plaats
Pelaporan
Elektronik Badilum

2. | Memeriksa dan | | Laporan 15 Laporan
menandatangani Sarana Kerja | menit | Sarana Kerja
Laporan Sarana <>"<>“'<P atau Laporan atau Laporan
Kerja atau Laporan Zitting Plaats Zitting Plaats
Zitting Plaats yang telah

ditandatangani

3. | Mengarsipkan Laporan 5 Laporan
Laporan Sarana Q Sarana Kerja | menit | Sarana Kerja
Kerja atau Laporan atau Laporan atau Laporan
Zitting Plaats Zitting Plaats Zitting Plaats

diarsipkan di
subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 159/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024
TGL. )
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DISAHKAN \
OLEH JAS—
DE DIANA
: SOP PENGISIAN PELAPORAN
NAMA SOP PELAPORAN SARANA KERJA DAN
ZITTING PLAATS

HISTORIS PERUBAHAN

NO.

IS| PERUBAHAN

TANGGAL

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU

Disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sarolangun

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sarolangun

28 Februari 2024




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 160/KPN.W5-U8/0T1.2/11/2024

TGL.

PEMBUATAN : 01 Desember 2016

TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF : 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

DEK

DISAHKAN
OLEH

NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas
Kaputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan
Buku | tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,
Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan,
Kehumasan dan Keamanan, Administrasi
Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung
Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype
Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola
Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Surat Dinas tidak terlaksanan dengan baik

Dokumen Surat Dinas berupa Surat Masuk dan Surat
Keluar

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
i o o = -
No. Aktivitas E 8o g 8% § Persyaratan/ _rs bt Ket.
5 § = % “ ;.',' g E Perlengkapan
] X 7]

1. | Menerima dan Surat Masuk, 10 Surat Dinas
mengagendakan D Buku Register | menit | tercatat
Surat Dinas Masuk Surat Masuk didalam Buku

Register Surat
Masuk

2. | Mempelajari Surat Surat Masuk 15 Surat Masuk
Dinas Masuk yang <> menit | yang perlu
perlu ditindaklanjuti ditindaklanjuti
atau harus atau yang
diarsipkan harus

diarsipkan

3. | Membuat konsep Konsep Surat | 30 Konsep Surat
Surat Dinas Keluar Keluar, ATK menit | Keluar

4. | Memeriksa, Konsep Surat | 30 Surat Keluar
memberi paraf dan -<> Keluar menit
menandatangani
Surat Dinas Keluar

6. | Menstempel, Surat Keluar, 10 Surat Keluar
meminta nomor r| Buku Register | menit | terkirim dan
Surat Keluar dari — Surat Keluar tercatat
PTSP bagian didalam Buku
Umum, dan Register Surat
mengirimkan Surat Keluar
Keluar

7. | Mengarsipkan o Surat Keluar, 5 Surat Masuk
Surat Dinas Masuk __C) Surat Masuk menit | dan Surat
dan Keluar Keluar

diarsipkan di
Subbagian
PTIP

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II | DISAHKAN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : 160/KPN.W5-U8/0OT1.2/11/2024
TGL. .
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI : 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
OLEH M
DE DIANA
NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS

HISTORIS PERUBAHAN

ISI| PERUBAHAN

TANGGAL

NO.
DAHULU

SEKARANG BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP | : 161/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024
TGL. _
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024
TGL. EFEKTIF | : 28 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
DISAHKAN 2
OLEH /‘:.\-m//

' DEKA DIANA

.~ SOP PENGELOLAAN SURAT

NAMASOP MASUK ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas
Kaputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
143/KMA/SK/VI111/2007 tentang Memberlakukan
Buku | tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola
Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,
Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan,
Kehumasan dan Keamanan, Administrasi
Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung
Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype
Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola
Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan,
SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Surat Masuk Elektronik tidak terlaksana dengan
baik

Dokumen Surat Masuk

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas g & - 2 Ket.
5 an % 8 5 22 Persyaratan/ Waktu Output
- 2| - 28 & & d Perlengkapan
S | oagy >¢
n x 3
1. | Memeriksa Surat Komputer, 10 Surat Masuk
Dinas Masuk di (j} Printer, menit | yang ditujukan
e-mail resmi PN Jaringan untuk PN
Sarolangun, di situs Internet Sarolangun
web MA RI, dan di
situs web Badilum
2. | Mempelajari Surat Surat Masuk 10 Surat Masuk
Dinas Masuk yang l_:l menit | yang yang
harus diserahkan harus
ke PTSP atau diserahkan ke
langsung PTSP atau
diserahkan kepada langsung
yang bersangkutan diserahkan
kepada yang
bersangkutan
3. | Menyerahkan Surat Surat Masuk 10 Surat Masuk
Dinas Masuk E:} { ) menit | tercatat di
kepada PTSP PTSP
bagian Umum
4. | Menyerahkan Surat Surat Masuk 10 Surat Masuk
Dinas Masuk ( ) menit | diterima yang
kepada yang bersangkutan
bersangkutan

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP : 161/KPN.W5-U8/OT1.2/11/2024

TGL. ]
PEMBUATAN : 01 Desember 2016
TGL. REVISI . 28 Februari 2024

TGL. EFEKTIF . 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.| O SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I OLEH ~
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /h”‘/
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP PENGELOLAAN SURAT
NAMA SOP MASUK ELEKTRONIK
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN TANGGAL
NG, BERLAKU

DAHULU

SEKARANG




